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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa diucapkan ke hadirat Allah swbhanahu
wata'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga  dapat
diselesaikan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1ni.

Penerbitan bukn vang dihimpun dengan judul KUHP 1m1 sudah
lama direncanakan, akan tetapi karena RUU tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sudah scnnyg terdengar, maka niat penerbitan
terhadap hal tersebut tidak kunjung dilaksanakan,

Sekian lama menunggu, oleh karena tidak juga hadir Peraturan
Hukum Pidana karya anak bangsa, maka diterbitkanlah buku ini sebagai
szlah satu bahan ajar pada Sekolah Tinggi llmu Hukum Persada Bunda.

Akhir kata, kebenaran vang hakiki hanya milik Allah Yang Maha
Pemurah Lagi Maha Penyayang. Oleh karena 1tu, dibutuhkan pendapat
dari para pembaca terkait dengan substansi di dalam buku ini. Apabila
pendapat yang diberikan bernilai suatu kebenaran, maka hal vang
bersifat substanuf yang disarankan tersebut akan diakomodir pada edisi

revisi nanfinya, insya Allah.

Pckanbaru, 15 November 2018

Penyusun,

Duwi Handoko
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BUKU KESATU
ATURAN UMUM

BAB 1
BATAS-BATAS
BERLAKUNYA ATURAN
PIDANA DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1

(1) Suatu  perbuatan tdak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-
undangan pidana yang telah ada.’

(2) Bilamana ada perubahan dalam
petundang-undangan sesidah

' Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-
Unding Hukum Pidana (KTHP)
mennl  Asus Lepalilas, Asas i
diapat pula diketabw dani adagom!
pepatah/peribahasa yang dmvatakan
von  Feverbach: “awfium  defictum
nulla  poena  sine  prasvin  lege
poengli " a). tidak ada hukoman,
kalau tak ada Undang-undang; b).
tidak ada bumlawman, kalan rak ada
kejahatan, dan ¢},  tdak  ada
kejahatan, kalau tidak ada hukuman,
yang berdasarkan TIndang-Undang.
1s1 Pasal 1 ayat (1) KUHP sclaras
dengan 1si Pasal 6 avat (1) Undang-
Undung Nomor 48 Tahun 2006
tentung  Kekuasuen  Kehakiman,
vaillu: “Tidak seorang pun dapal
dihadapkan di depan penpadilan,
kecuall undang-imdang menentukan

perbuatan  dilakukan, maka
tecrhadap  terdakwa  ditcrapkan
ketentuan yang paling

menguntenpkannya 2

Pasal 2

Ketentuan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia diterapkan bagi
seligp orang yang melakukan sesuatn
tindak pidana di Indonesia.®

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia bherlaku  hagi
sctigp orgng yvang i Juar wilayah
Indonesia melakukan tindak pidana
di dalam kendaraan air atau pesawat
udara Indonesia.®

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia diterapkan bagi

lam.” Selengkapnya lihat: Duwi
Hundoko, Asasc-agsas Hukzeon Pidana
den Hukum Penitensier i Indonesia
{Dilengkam den g Eveluasi
Pembelujaran dolam Bentuk Teke-
Feki Nilang Hukum dan Diseriai
derngan Humor dafam Linglup Hu
dan Pengetahuan tentang Hukum),
Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2017,
him. 17-25.

2 Pasal 1 ayat (2} KUHP memuat Asas
Rewoaktif. Selengkapnya Lhat: fbid.,
him. 25-38.

*  Pasal 2 KUHP memuat asas Teritorial

Umum atau Pcrsonalitas.

Selengkupnya lihat: fhid | hlm. 38-39.

Pasul 3 KUHP memuat asas T'entonsl

Khusis, Selengkapnya hhal: fbid.,

him. 39-41,
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setap orang yang melakukan di luar

Indoncsia:

1. suluh saiv kejuhatan berduasarkon
pasal-pasal 104, 106, 107, 108,
dan 131.

2. suatu kcjahatan mengenai mata
uang aftau uwang kertas yang
dikcluarkan olch negara  atau
bank, ataupuu mengenal meteral
yvang dikeluarkan dan merek vang
digunakan oleh  Pemserinlah
Indonesia.

3, pemalsuan surat hutang atan
sertifikat hutang atas tanggungan
Indonesia, atas tanggungan suat
duetah  atau  baglan  duerah
Indonesia, termasvk pula
pemalsuan talon, tanda dividen
alau tanda bunga, vang mengikuti
surat atau sertifikat itu, dan tanda
yang dikelvarkan sebaga
pengpanti  surat  tersebut, atan
menggunakan surat-surat tersebut
di atas, vyanz palsu  ataw
dipalsukan. seolah-olah asli dan
lidak dipalsui.

4. salah satu kejahatan yang tersebnt
dalam  pasal-pasal 438, 444
sampal dengan 446 tentang
pembajakan lant dan Pasal 447
tentang penycrahun kendaraan air
kepada kekvasaan bajak lant dan
Pasal 479 huruf j tentang
penguasaan pesawal udara secara
melawan hukum, Pasal 479 hurof
l, m, n, dan ¢ tentang kejahatan

5 Pasal 4 KUHP memuat asas Nasional
Pusil dun Asay Liniversal.
Selengkapnya lihat: ibid,, hlm. 41.

i Pysul 5§ KUHP memual asas Nasional
Aktif. Selengkapnya lihat: fbid,, him.
42

vang menpancam Keselamatan
pencrbangan sipil,”

Pasal 5
(1) Ketentuan ptdana dalum
perundang-undangan  Induonesin
ditetapkan bagi warga negara
vang di luar  Indonesia
melakukan:

1. sulah satu kejahatan tersebut
dalam Bab 1 dan IT Buku
Kedua dan pasal-pasal 160,
161, 240, 279,450, dan 451.

2. sulah satu perbualan vang vleh
saatu ketentuan pidany dalam
perundang-undangan
[ndonesia dipandang sebagm
kejahatan, sedangkan menurut
perundang-undangan  negaru
di mana perbuatan dilakukan
digngam dengan pidana,

(Z2)Peruntutan perkara sebagaimana
dimaksud dalam butir 2 dupat

dilakukan juga Jika tertuduh
menjadi warga negara sesudah
melakukan perbuatan.”

Pasal 6

Berlakunya Pasal 5 ayat (1} budar 2
dibalas: sedermkian rupa selnngea
tidak dijatuhkan pidana mati, jika
menurul perendang-undangan negara
di mana perbuatan dilakukan,
tcrhadapnya  tidak  diancamkan
pidana mati.”

b |

Pasal 6 KUHP mecmuat Asas
Fembatusan terhadap Asas Nusional
Aktif. Selengkupnya lihat: 1hid., him.
43.
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Pasal 7

Ketenan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia berlaku  hagi
setap pejubat yang di Iuur Indoncsia
melakukan salah satu tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam bab
XXVIII Bukv Kedua.®

Pasal 8
Ketentuan pidana dalam perundang-
undangan Indanesia berlaku  bag
nahkeda dan penumpang perahn
Indonesia, yang d: luar Indonesia,
sekalipun @i luar perahu, mefakukan
salah satu tindak pidana scbagaimyna
dimaksud dalam Bab XXIX Buku
Kedua, dan Bab IX Buku Ketiga;
begliu pula yang lersebul  dulain
peraturan mengenali surat laut dan pas
kapal di Indonesia, maupun dalam
Ordonanst Perkapalan.”

Pasal 9
Dnterapkannya pasal-pasal 2-3, 7, dan
8 dibatasi oleh penpecualiun-

pengecushun  vang  diskui  dalam

hukum internasional. '

BAB II
PIDANA

8 Pasal 7 KUIIP menmat Asas
Perluasan terhadap Asas Nasional
Aktif. Selengkapnya lihat: fhid., him.
43,

7 Pgzal & KUHP imciomat  Asas
Porluasan terbadap Asas Nasional
Pasil. Selengkapnya libat; fhid., hlm.
43-44

" Pusul 9@ KUHP
Penzecualian.
Thid  hlm_ 44

301 (aLTH T Asiy
Selengkapnya lihat:

Pasal 10

Fidana terdiri atas:
a. pidana pokok:
1. pidana mati.
2. pidana penjara.
3. pidana Kurungan.
4. pidana denda.
5. piudana tutupan.
b. pidana tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu.
2. perampasan  barang-bharang
tertentu.
3. pengumuman pitisan hakim.

Pasal 11
Pidana mati dijalankan oleh algojo di
teinpat gantungan denpgan

mergeralkan tali yang lenkal di Gang
gantungan pada leher terpidana
kemudian menjatuhkan papan tempat
terpidana berdiri

Pasal 12

(1)Pidana penjara  ialabh  seumur
hidup atan selama wakiu tertenti.

(2)Pidana penjara selama waktu
tertentu paling pendek safu han
dan paling Fama lima belas 1ahun
berturut-turat.

(3)Pidana penjara selama  waktu
tertentu boteh dijatubkan untuk

" Termineclogi dari pidana mati tidak

diberikan oleh KUHP. Apakah pola
pidana mat menurut Pasal 11 KITHP
masih dilaksanakan dalam penegakan
hukum Indonesia saat ini? Jawabnya
adalak  tidak. Alasannya  adalah
berdasarkon beberapa [akta hukum
vung terjadi, pidany mat dijalankan
oleh regu lembuk 1 temnpul vang
sudah ditentokan., Selenzkapnya
lihai: fbid., hime 99-1146
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dua puluh tahun berturut-turut
dalam  hul  kgjahatan  yang
pidananva hakim boleh memilih
antara pdana mat, pidana
seumur hidup, dan pidana penjara
selama wakiu tertentu, ataw antara
prduna penjura seumur hidup dan
pidana penjara selama waktu
lerientu; begitu juga dalam hal
batas litna belas tahun dilampaui
sebab tambahan pidana Karena
perbarengan, pengulangan atan
karena ditentukan Pasal 52.
(4)Pidana penjara selama  wakiu
tertentu sekali-kaii tidak boleh
melebihi dua paluh tahun.

Pasal 13
Para terpidana dijatehi pidana penjara
dibagi-bagi atas beberapu golongan.

Pasal 14
Terpidana vang dijatuhkan pidana
penjarg wajib  menjalankan  scgala
pekerjaan yang dibebankan
kepadanya berdasarkan ketentnan
pelaksauaan Pasal 29,

Pasal 14a

(1)Apabila  hakim menjahkan
pidana paling lama sam {abun
atau pidana  kurungan, tidak
termasuk  pidana  kurungan
pengpanti maka dalam putusan-
nya halam dapat memenntahkan
pula bahwa pidana tidak usah
dijalani, kecuaki jika di kemudian
hart ada putusan hakim vang
menentukan lain, disebabkan
kareng si terpidana melakukan
suatu tindak pidana sebelum masa
pereobaan yanyg ditentukan dulam

perintah tersebut di atas habis,
atan karcna si terpidana scluma
masa percobaan tidak memenuhi
syarat khusus yang mungzkin di-
tentukan lain dalam perintah itu.

(2)Hakim  juga mempunyai
kewenangan seperli di alas,
kecuali dalam perkara-perkara
yvang mengenai penghasilan dan
persewaan negara apabila
menjatuhkan pidana denda, tetapi
harus temyata kepadanya bahwa
mdana denda atan perampasan
yang mungkin diperiniahkan pula
akan sangat memberatkan =i
lerpedana.  Dalam  menerapkan
ayat  ini, kejahatan dan
pelanggarun candu hanya
dianggap sebagai perkara
mengenal penghasilan negara,
jika lerhadap kejahalon  dan
pelanggaran 1tu ditentukan bahwa
dalam hal dijawhkan pidana
denda, tidak diterapkan ketentuan
Pasal 30 ayat (23,

(3)Jika hakim tidak menentukan
lain, maka perintah mengenai
pidana pokok jJuga nengenal
pidana tambahan.

(4)Perintah tidak diberikan, kecuali

hakim  setelah  menyelidiki
dengan cermat  berkeyakinan
bahwa dapat diadakan

pengawusan yang cukup untuk
dipenuhinya syarat wnun, bahwa
terpidana tiduk akan melakukan
tindak pidana, dan svarat-syarat
khusus jika sckiranya ditceapkan,

(5)Perintah tersebut dalam avat (1)
harus  disertai hal-hal  atau
keadaan-keadaan yang menjadi
alasan perintah ita,
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Pasal 14b
(1YMasa percobaan bagi kejahatan
dan pelanggaran dalam pasal-
pasal 492, 504, 505, 5016, dan 5346
paling lama tiga tahun dan bagi

pelanggaran lainnya paling lama
dua tahun.

(2)Masa percobaan dimuolai pada
saal putusan telah menjadi etap
dan elah diberitahukan kepada

terpidana  menurat cara  yang
ditentukan  dalam  undang-
undang.

(3)Masa percobaan tidak dihitung
selama terpidana ditaban secara
sah.

Pasal 14c
Dengan perintah yang dimaksud
Pasal l4a, kecuali jika dijatuhkan
pidana denda, selain  neenetapkan
syarat umum bahwa terpidana tidak
akan melakukan tindak pidana,
hakim dapat menetapkan syaral
khusus bahwa terpidana dalam wakeu
tertentu, yang lebih pendek daripada
masa percobaannya, harus mengiranti
segulu atun sebagian kerugian yunyg
ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
1. Apabila hakim menjatuhkan pi-
dana penjara lebih dari tiga bulan
atan pidana kumngan atas salah
sutu  pelanggaran  berdasar-kan
pasal-pasal 492 504, 503, 506,
dan 336, maka boleh diterapkan
syaral-syarai  khusus  lunnya
mengenat tingkah laku terpidana
yvang harus dipenuvhi selama masa
percobaan atau selama sehagian
dari masa percobaan.
2. Syarat-syarat terscbut di atas ti-
dak boleh mengurangi kemerde-

kaan beragarna atau kemerdekaan
berpolitik terpidana,

Pasal 144

(1) Yang diserahi mensawasi supava
syaral-syarat  dpenuhi, alah
pejabat yang herwenang
menyuruh menjalankan putusan,
jika kemidian ada perintah untuk
menjalankan putvusan.

(2)Jika ada alasan, hakim dapat
perintash bolch  mewajibkan
lembaga vang berbentuk badan
hukum dan berkedudukan di
Indonesia, alau kepada permmpin
suate rumah penampungan vang
berkedudukan di situ, atau kepada
pejabat tertentu, supaya memben
pertolongan atau baniuan kepada
terpidana dalam  memenuhi
syarat-syarat khusus.

(3)Aturan-aturan  lebih  lanjut
mengenal  pengawasan  dan
banluan {adi  serla  mmengenan
penunjukan lembaga dan
pemimpin rumah penampungan
vang cdapat diserahi dengan
bantuan  ity, diatur  dengan
nndang-undang.

Pasal 14e

Atas usul pejabat dalam Pasal 14d
ayat (1), atau atas permintaan
terpidana, hakim  yang memutus
perkara  dulam tingkat  pertama,
selama masa percobaan, dapat
menguebah  svarat-syarat  khusus
dalamm masa percebaan. Hakum juga
boleh memeriniahkan orang lain
daripada orang yang diperintahkan
semuia, supaya memberl bantuan
kepada terpiduna dao juga  boleh
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memperpanjang masa percobaan satu
kali, paling banyak dengan scparih
daci waktu yang paling lama dapal
diterapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f

(1)Tanpa mengurangi Ketentuan
Pusaul ¢ atas, maka atas usul
pejabat tersebut dalam Pasal 144
ayat (1), hakim yang memuins
perkara dalam tungkal pertama

dapat memerintahkan supava
pidananya  dijalankan. arau
memerintahkan  supaya  atas

namanya diberi peringatan pada
terpidana, waitu jika terpidana
selama masa percobaan
melakukan Gmdak pudana  dan
karenanyva ada pemidanaan vang
merudl tetap, atan jika szlah saku
syarat lainnya tidak dipenuhi,
ataupun jika terpidana scbclum
masa percebaan habis dijatuhi
pemidanaan yvang menjadi tetap,
karena melakukan lnduk pidana
selama masa percobazan mulai
berluku. Ketika memberk
peringatan, hakim harus
menecatukan juga cara bagaimana
memberikan peringatan ifu,
(2)Sctclab masa percobaan  habis,
perintah supaya pidana
dijalankan adak dapat diberikan
lagi, kecuali jika sebelum masa
percobaan  habis,  terpidana
dituntul karena melakukan lindak
pidana di dalam masa percobaan
dan pcnuntutan  itu kemudian
beralkhir dengan pemidanaan
vang menjadi tetap. Dalam hal
Uu, dalam wakiu dua bulan
setelah  pemudanaan  menjadi
lelap, hakim masih  boleh

memerintahkan supaya
pidananya  dijalankan, karcna
melakukan tindak pidana radi.

Pasal 15

(1)Jika terpidana telah menjalani dua
pertiga dari lamanya pidana
penjury yang dijatublan
kepadunya, sekurang-kuranpnya
harms sembilan bulan, maka 1a
dapal  dJdikepakan  pelepasan
bersyarat. Jika terpidana harmus
menjslani  beberapa  pidana
herturut-turut, pidana it
dianggap schagai sam pidana,

(2)Ketika memherikan pelepasan
bersyarat, ditentukan pula suatu
masa percobaan, serta ditetapkan
syarat-syarat yang hars dipenuhi
selama masa percobaan.

(3)Masa percobaan  itu lumanya
sana dengan sisa waktu pidana
penjara yang belum dijalani,
ditambah  satu  lalum,  Jika
lerptdana ada dalam lahanan yang
sah, maka waktu it tidak
termasuk masa percohaan,

Pasal 15a
(1)Pelepasan  bersyarat  diberikan
dengan syarat umum hahwa

terpiduna tidak akan melakukan
tindak pidana dan perbuatan lain
vang (idak baik.

(2)Selain  itu, juga  boleh
ditambahkan syarat-syarat khusus
mengenal  kelakuan terpidana,
asal saja  tidak mengurangi
kemerdekaan beragama dan
kemerdekaan berpoditik,

(3)Yang diserahi mengawasi supaya
segala syarat dipenuii  alah



pejabat tersebut dalam Pasal 14d
avat {1).

(4)Agar SUpAya syarat-syarat

dipcnubhi, dapat diadukan
pengawasan khusus yang
semalamala  harus  berfinjuan
member: bantuan kepada
terpidana.

(5)Selarna masa percobaan, syarat-

syarat dapat diubah atau di hapus
alau dapat diadakan syaral-syaral
khusus baru; begitu juga dapal
diadakan pengawasan khusus.
Pengawasan khusus im  dapat
discrahkan kepada orang lain
daripada orang vang semula
diserahi.

(6)Orang yang mendapat pelepasan

bersyarat diberi surat pas yang
memuval syaral-syaral yang harus
dipenuhinya. Jika hal-hal yany
lersebut  dalam  ayat di o oaluss
dijalankan, maka arang itu diberi
surat pas baru.

Pasal 15h

(1}Jika orang vang diberi pelepasan

bersyarat selang masa percobaan
melakukan hal-hal yang
melanggar svarat-syarat tersehut
dalam  snrat  pasaya, maka
pelepasan bersyarat dapat
dicabut. Jika ada sangkaan keras
bahwa hal-hal di atas dilakuokan,
Menten  Kehakirman dupat
menghentikan pelepasan
bersyarat tersebut untuk
semenlara wakiu,

(2)Waktu selama terpidana

dilepaskan  bersyarat  sampal
menjalani pidana lagi, tidak
lermasuk wakiu pidananya.
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(3)Jika tiga bulan setelah masa
percobaan  habis,  pelepasan
bersyarat tidak dapat dicabat
kembali, kocuali jika  scbelum
waktu tiga bulan lewat, terpidana
dituniul karena melakukan tindak
pidana pada masa percobaan, dan
tontutan berakhir denpgan putusan
pidana vang menjadi  tletap.
Pelepasan bersyarat masih dapat
dicabut dalam wakin tiga bulan
bersyarat masih dapat dicabut
dalam waktu tiga bulan setelah
pulusan menjadi ieiap
berdasarkan pertimbangan bahwa
lerpedana melakukan  lindak

pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

(1)Ketentvan pelepasan bersyarat
ditetapkan aleh Menteri
Kehalamun atas usul atau seteluh
mendapat kabar Jari pengurus
penjara  tempat  terpidana, dan
setelah mendapat keterangan dari
jaksa tempat asal terpidana.
Sebelum menentukan, harus
ditanya dahulu pendapat Dewan
Reklasening Pusat, yang tuyasnyu
diatur oleh Menteri Kehakiman.

(2)Keilenluan mencabul pelepasin
bersyarat, begitu juga hal-hal
vang (ersebut dalam Pasal 15a
ayat 5, chtetapkan oleh Menteri
Kchakiman atas usul atau sctclah
mendapat kabar dari jaksa tempat
asal terpidana. Sebelum
memutus, harus ditanya dahulu
pendapat Dewan Reklasering
Pusat.

(3)Selama pelepasan masih dapat
digabut, muks atas perintah juksa
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tempat i mana dia berada, orang
vang dilcpaskun bersvarat orang
yvang cdilepaskan bersyarat dapal
ditahan guna menjaga ketertiban
umum, jika ada sangkaan vang
beralasan bahwa orang itu selama
masa percobaan telah berbuat hal-
hal yang melanggar syarat-syarat
lersebut  dalam surat  pasnya.
Jaksa harus Segera
memberitahukan penahanan 1tw
kepada Menteri Kehakiman.

(4)¥Wakw penahanan paling lama
enam puluh hari. Jika penahanan
disusul dengan penghentian
untuk  sementara  waktu  alan
pencabutan pelepasan bersyarat,
maka orang  itu dianggap
meneruskan menjalani pidananya
mukai darl tahanan.

Pasal 17
(Contoh surat pas dan peraturan
pelaksanaan pasal-pasal 135, 15a, dan
16 dialur dengun undany-undang.

Pasal 18

(1)Pidana kurungan paling scdikit
satu hari dan paling lama satu
tabun,

(2)Jika ada pidana vang disebabkan

karena perbarengan atau
pengulangan atan karena
ketentuan Pasal 532, pidana
kurungun dapal ditambah

inenjadi satu tahun empat bulan.

(3)Pulana kurungan sekali-kali tidak
holeh lebih dar satu tahun empat
bulun.

Pasal 19

(1)Orang  yang dijatuhi pidana
kKurungan wajib  menjalankan
pekerjaan  vang  dibebankan
kepadanva, sesuai dengan aturan-
aturan pelaksanaan Pasal 29,

(2)1a diserahi pekerjaan vang lebih
ringan daripada orang yang
dijalnhi pidana penjara.

Pasal 20

(1)Hakim yang menjatuhkan pidana
penjara atanl pidana Kurungan
paling lama satu bulan, buleh
menetapkan bahwa jaksa dapat
mengizinkan terpidana bergerak
dengan bebas di liar penjara
schabis wakiu kerja,

(2)Jika terpidana vang mendapal
kebebasan itu mendagpat
kebehasan itn tidak «datang pada
vwaktu dan tempat wvang telah

ditentmkan untak  menjalani
pekerjaan  vany  dibebhankan
kepadanva, maka 1 harus

menjalani pidananya sepertl biasa
kecuali kalau tidak datangnya itn
bukan karena kehendak sendiri.

(3) Ketentvan dalam ayat {1) tidak
diterapkan  kepada  terpadana
karena terpidana jika pada wakuw
melakukan tindak pidana belum
ada dna tahun sgjak 1a habis
menjalant pidany  penjara  atau
pidana kurungan.

Pasal 21

Prduny kurungan harus dijalan dalam
daerah di mana st terpidana herdiam
ketika putnsan hakim dijalankan, atau
jika tidak punya tlempat kediaman, i
dalam daerah di mana ia berada,
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kecuali kalan Menteri Kehakiman
atas permintaannya terpidana
membolehkan menjalani pidananya
di daerah lain.

Pasal 22

(1) Terpidana yang sedang menjalani
pidana hilang kemerdekaan di
suatu  tempat vang  digunakan
untuk menjalani pdana penjara,
alau  pidana  kurungan, atau
kedua-duanva, segera sehabis
pidana habis hilang kemerdekaan
it selesai, kakan diminta, holsh
menjalanm kurungan di tempat itu
Jjuga.

(2)PFidana kurungan karcna schab di
atas digalami di tempat yang
khusus untuk menjalani pidana
penjara, tidak berubah sifatnya
oleh karena itu.

Pasal 23
Orang  vang  dipatum pidana
kurungan, dengan biaya sendiri boleh
sekedar  meringankan  nasibnya
menurut aturan-atiiran  yang akan
ditctapkan dengan undang-undang,

Pasal 24
Orang yang dijawhi pudana penjara
atau pidana kurungan boleh diwajib-
kan bekerja di dalam atan di luar ten-
hok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 25
Yang tidak boleh diserahi pekerjaan
di luar tembok tempat tersebut ialah:
{ 1)Orang-orang yang dijatuhi pidana
penjata seumur hadup.
(2)Para wanita.

(3)Orang-orang vang  menurut
pemeriksaan dolkter tidak Dboleh
menjalankan pekerjaan demikian.

Pasal 26

Jikalav mengingai keadaan din atan
masyarakat terpidana, halkim menim-
hang ada alasan, maka dalam putusan
ditentukan bahwa terpidana tidak bo-
leh diwajibkan bekerja di lnar tembok
lempal orang-orang lerpidana.

Pasal 27

Lamanya pidana penjara uniuk wakiu
lerleniu din pidang kurungan dalain
putisan hakim dinvatakan dengan
hari, mingyu, bulan, dan tahun: tidak
haleh dengan pecahan.

Pasal 28

Pidana penjara dan pidana kurungan
dapat dilaksanakan di satu tempat
asal saja terpisah.

Pasal 29

(1)Hal menunjuk rempat uwnwmk
menjakani pidana penjara, ptdana
kurungan, atau Kedua-duanya,
begitu juga hal menpatur dan
mengurus tempat-tempat ifa, hal
membedakan orang terpidana
dalam golongan-golongan, hal
mengatur pemberian pengajaran,
penyelengoaraan ibadat, hal (ata
tertiby, hal tempat untuk tidor, hal
makanan, dan pakalan, semuanva
itu diatur dengan undang-undang
sesnal dengan kitab undang-
undang  scsual  dengan  kitab
undang-undang ini.

(2)Jika perlu, Menteri Kehakiman
menctapkan aturan rumah tanpgga



10 Kitab Undanp-Undang IIuknm FPidaea: Bulm Kesam - Ataran Ummnem
L ___

untuk  tempat-tempat
terpidans,

orang

Pasal 30

(1)Pidana denda paling sedikit tiga
rupiah tujuh pulub lima sen.
(2)Jika pidana denda tidak dibavar,

la diganti  dengan pidana
kurungan.
(3)Lamanya  pidana  kurungan

pengeant paling sedikit satu har
dan paling lama enam bulan.

(4)Dalam putusan hakim, Jamanya
pidana  kurungan — penggant
ditetapkan demikian; jika pidana
dendanya twjuh rupiah lima puluh
dua sen atan kurungan, di hitung
satu hari; jika lebih dart lima
rupiah lima puluh sen, tiap-tiap
tujubh rupiah lima pulul sen di
Intung paling banyak sate han
demiktan pula sisanya yang udak
cukup twjuh rupiah lima puluh
e,

(5))ika adu pemberatun  pidanu
denda disehabkan karena
perbarengan atau pengulangan,
alau karena kelentwan Pasal 52,
maka pidana kurungan pengganti
paling lama delapan bulan,

(6)Pidana  kurungan  pengganti
sekali-kali iidak boleh lebih dari
delapan hulan.

Pasal 31
(1) Terpidana dapat menjalam pidana
kurungan  pengganti  tanpa
tnenunggu balas wakiu
pembayaran denda.
(2)1a selalu berwenany
membebaskan dirinya dari pidana

knrungan  pengganti
mcmbayar dendanya,
(3)Pembayaran sebagian dari pidana
denda, baik scbelum maupun
sesudah mulai menjalani pidana
kurungan vang seimbang dengan

dengan

bagian yang dibayarnya.
Pasal 32
(1)Pidana  penjara  dan  piduny

kurungan wmulai berlakn  hagi
tcrpidana yang sudah di dalam
tahanan sementara, pada hari
ketika putusan hakim menjadi
lelap, dun bag {erpidana lainuya
pada han ketika putvsan hakim
mulai dijalankan.,

(2)Jika dalam putvsan hakim
dijaluhkan pidana penjara dan
pidana kurungan atas beberapa
perbuatan pidana, dan kemudian
putusan itu bagi kedua pidara tadi
menjadi tetap pada waktl yang
sama, seidangkan terpidana sudah
ada dalam {ahanan sementara
karena kedua atau salah satu
perbuatan pidanaz €1, maka
pidana pcnjars mulai  berlaku
pada saat ketika putusan hakim

menjadi  tetap, dan pidana
kirungan mulin berlaku seielah
pidana penjara habis.

Pasal 33

(1)Hakim dalam pulusannya boleh

menentukan  bahwa  wakw
terpidana  ada  dalam  tghanan
sementara sehelum  putusan

menjadi tetup, scluruhnya  atau
sebagian di potong dari pidana
penjara selama wakin tertentu
darl pidana Xurungan alau dari
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pidana denda yang dijatuhkan
kepadanya; dalam  hal pidana
denda dengan memakai ukuran
menurut Pasal 31 avat 3.

(2)Waktu selama seorang terdakwa
dalarn lahanan sementara vang
lidak berdasarkan surat perintah,
tidak dipotong dan pidananya,
kecuali jika pemotongan i
dinyatakan khosus dalam putusan
hakim.

(Keteninan Pasal ini berlaku juga
dalam hal terdakwa oleh sebab

dituntut hareng karena
melakukan  beberaps timdak
pidana, kemmdian  dipidana

karena perbuatan lain daripada
yung didakwukan kepadanya
waktu ditahan sementara.

Pasal 33a

Jika orung yung ditshan sementara
dijatuki pidana penjara atae pidana
kurungan, dan kemudian dia sendin
atau orang ldin dengan
persetujuannya mengajukan
permohonan ampun, wakte mulai
permchonan diajukan hingga ada
putusan Presiden, tdak  dibituny
sehagai waktu menjalani pidana,
kccuali  jika  Presiden,  dengan
mengingat keadaan  perkaranya,
menentukan  bahwa  wakm 1w
seluruhnya  atan sebamian  dihitung
sehagal waktu menjalani pidana.

Pasal 34

Ika terprdana selama  menjulun:
pidana melarikan diri, maka wakeu
selama di luar  tempat  menjalam
pidana tidak dihitung sebagai wakt
menjalani pidana.

Pasal 35

(1)Hak-hak terpidana yang dengzan
putnsan  hakim  dapat  dicabit
dalam hal-hal yang ditenlukan
dalam kitab vndang-undang im,
atan dalam aluran azmum laennya
ialah:

. hak memegang jabatan pada
gmumnya atau jabatan yang

terteniu.

2. hak memasuki Angkatan
Bersenjata.

3. hak memilih dan dipilih
dalamm  permhiban  yang

diadakan berdasarkan aturan-
aturarn umu.

4. hak menjadi penasihat hukum
alau pengurus alay penelapan
pengadilan, hak menjadi wali,
wali pengawas, pengampu
atal  pengampu  pengawas,
atas orang yang bukan anak

sencdin.
5. hak menjalankan kekuasaan
bapak, menjakankan

perwalian atan  pengampuan
atas anak sendiri,
6. hak  menjalankan
pencarian tertentu.
(2)Hakim tidak berwenanp memecat
seorang pejabat dari jabatannya,
Jika dalam aturan-atoran khusus
di tentukan penguasa lain untuk
pemecalan i,

mata

Pasal 36
Hak mecmegang jabatan pada

wmnnnya atan jabatan tertentu dan
hak memasukl Angkatan Bersenjata,
kecuali dalam hal yang dilerangkan
dalam Buku Kedua, dapat di cabut
dalam lhul pemmdanaan karena
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kejahatan jabatan atau kejahatan yang
mclanggar kewajiban khusus sesuatu
jabatan, atau karena memakai
kekuasaan, kesempatan atau sarana
yang diberikan pada terpidana karena
jabatanava,

Pasal 37

(1)Kekuasaan bapak, kekuasaan
wali, wali pengawas, pengampu,
dan pengampu pengawas, baik
atas anak sendiri maupun alas
orang lain, dapat dicabut dalam
hal pemidanaan:

1. orung wa atau wali  yang
dengan sengaja melakukan
kejahatan bersama-sama
dengan anak yang belum
dewasa vang ada di bawah
kekvasaannya,

2, orang tua atau wali terhadap
anak vang belum dewasa vang
ada di bawah kekuasaannya,
melakukin  kejahalanm, —yang
tersebut dalam bab XITI, XTV,
XV, XVII XIX, dan XX
Buku Kedna.

(2)Pencabutan lersebul dalamn ayat
(1} tdak boleh dilakukan oleh
hakim pidana ferhadap orang-
arang yang bhaginya diterapkan
undang-undang hukum perdata
tentang pencabnian  kekuasaan
orang tua, kekuasaan wali dan
kekuasaun pengumpu.

Pasal 35
(1)Jika dilakukan pencabutan hak,
hakim menentukan lamanya

pencabuian sebagat henkur:
1. dalam hal pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup,

lamanya pencabutan seumur
Ridup.
2. dalam bhal pidana penjara
untuk wakw tertentu atau
pidana kurungan, lamanya
pencabutan paling sedikit dua
tithun dun paling banyak lima
tzhun lebih lama dari pidana
pokoknya.
dalam hal pidana denda,
lamanva pencabutan paling
sedikit dua tabun dan paling
banyak lima tahun.
(2)Pencabulan hak mulai berlaku
pada hari putusan hakim dapat
dijalankan.

e

Pasal 39

(1) Barang-barang kepunyaan
terpidana  vang diperoleh  dari
kejahatan atau  vang  sengaja
dipergunakan unk melakukan
kejahatan, dapat dirampas.

(2)Dalam hal pemtdunaan  karena
kejahalan yang tidak dilakukan
dengan sengaja atau karena
relanggaran, dapat juza
dijatuhkan putusan perampasan
berdasarkan hal-hal vang ditentu-
kan dalam undanp-undang.

(3)Perampasan  dapal dilakukan
tethadap orang vang bersalah
yang diserahkan kepada
pemerintah, tetapl hanya atas
barung-barung yang telah disita.

Pasal 40
Jika seorang di bawah umur enam
belas tabun mempunyai, memasuk-
kan atan mengangkut barang-barang
dengan melangear  Aturan-atura
mengenal pengawasan pelavaran di
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bagian-bagian  Indonesia  yang
tertentu, atau aturan-giuran mengensai
larangan memasukkan, mengelvar-
kan, dan meneruskan penzangkutan
barang-barang, maka hakim dapat
menjatuhkan pidana perampasan atas
burang-barang 1tn, juga dalum bhal
yang bersalah diserahkan kembali
kepada orang twanya, walinya awan
pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pasal 41

(1)Perampasan atas buaranyg-barany
vang disifta sebelumnya, diganti
menjadi pidana kurungan, apabila
barang-barang itk tidak
digserahkan, atau  harganva
menurut taksiran dulam putusan
hakim, tdak di bavar.

(2)Pidana kurungan pengganti ini
paling sedikit satu har dan paling
lama enum bulan.

(3)Lamanya pidana kurungan peng-
ganli im dalam putusan hakio
ditentukas sebagai berikut: tujuh
rupiah lima puluh sen atau kurang
di hitung sam hari; jika lebih dari
tujuh rupiah lima puluh scn, tiap-
tiap tajuh rupiah lima puluh sen
dihitung paling banvak satu hart,
dermkian pula sisamy: yanyg tdak
cukup luwjuh mmah lima puluh
Se1.

(4)Pasal 31 diterapkan bagi pidana
kurungan penggunti inz.

(5)Jika barang-barang vang diram-
pas discrahkan, piduny kurungan
pengpanti ini juga di hapus.

Pasal 42
Scgala braya untuk pidana pcnjara
dan pidana lkurungan dipikul oleh

nepara, dan sepgala pendapatan dari
pidana  denda dan perampasan
meryad; milik negara.

Pasal 43

Apabila  hakim  memerintahkan
supaya putusan divmumkan
berdasarkan kitab undang-undang ini
atan aturan-aturan umum  lainnya,
maka ia harus menetapkan pula
bagaimana  cara  meclaksanakan
perintah itu atas hiaya terptdana.

BAB ITI
HAL-TIAL YANG
MENGHAPUSKAN,
MENGURANGI ATAU
MEMBERATKAN PIDANA

Pasal 44

(1)Barang siapa
perbuatan  vang
dipcrianggungkan kepadanya
karena jiwanya cacat dalam
pertumbihan  atau  tergangsu
karens penyakil, Udak dipndam.

(2)Jika ternyata perbuatan itu tidak
dapat dipertanggungkan kepuada
pelakunya karena perturnhuhan
Jiwanya cucat  alau  lergungyu
karena penyakit, maka hakim
dapat memerintahkan svpaya
orang im dimasukkan ke mmah
sakit jiwa, paling lama satu tahun
sebagal wukiu percobaan,

(3)Kectentuan dalam ayat 2 hanya
berlaku bagi Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi, dan
Pengadilan Negerl,

melakukan
tidak danat



14 Kitab Undanp-Undang IIuknm FPidaea: Bulm Kesam - Ataran Ummnem
L ___

Pasal 45 - Pasal 47'°

Pasat 45
Barang siapa melakukan perbuatan
karena pengaruh daya paksa, tidak
dipidana.

Pasal 49

1. Tidak dipidana, barang siapa
melakukan perbuatan pembelaan
terpaksa untuk diri sendiri mau-
pun untuk orang iain, kchormatan
kesusilaan ataun harta benda
sendin maupun orang lain, karena
ady  seranguan  aluu  ancamun
serangan vang sangat dekat pada
saal itu yang melawan hukum.

2. Pembelyan terpaksa yang
melampam batas, yang langsung
dischabkan olch keguncangan
Jiwa yanp hebat karena seranpan
atau ancaman serangan itu, tidak
dipidana.

Pasal 50
Barang siapa melakukan perbuatan
uniuk  melaksanskan  kelenluan

undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51

( 1)Barang siapa melakukan
perbuatan untuk melaksanakan
penntah jabalan vang dibenkan
aleh pengzuasa yang berwenang,
tidak dipidana.

'* Pasal 45, Pasai 46 dan Pasal 47
KUHP dinyatikan tiduk berlakn
sesudi ketentusn Pasal 67 Lindang-
Undanyg Nomer 3 Tahun 1997 tenlung
Penradilan Anak.  Sementara i,
tIndang-LIndang Wamor 3 Talum

(2) Perintah jabatan tanpa
wewenang, fidak menyebabkan
hapusnya pidana, kecuali jika
vany diperintah, dengan itikad
baik mengira bahwa perintah
diberizan dengan wewenang dan
pelaksanaanaya termasuk dalam
lingkungan pekerjaannya.

Pasal 52

Bilamana secrang pejabal karena
melakukan perbuatan pidana
melanggar suatu kewajiban khusus
dari jabatannya, atam pada waktu

mclakukan perbuatan pidana
memakai  kekuasasn, kesempatan
atann  sarana  yang  diberikan
kepadanys  karena  Jabulannya,
pidananya dapat ditambah sepertiga.
Pasal 52a

Bilumina pada wakiu melakukan
kejahatan digunakan bendera
kcbangsaan  Republik  Indoncsia,
pidana untuk kejahatan tersebut

ditambah scpertiga.

BAB IV
PERCOBAAN

Pasal 53

(1)Mencoba melakukan kejahatan
dipidana, jika niat untuk it tclab
temyata dan adanya pernmulaan
pelaksanaan, dan tidak selesainya

1997  tentang  Pengadilan Anak
dinyatakun  tidak  berluku  sespas
ketentizan Pusul 106 Undang-Undung
Nomwr 11 Tahun 20H2  wemang
Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Selengkapnya lihat: ibid., hlim. 162,
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pelaksanaan itn, bukan semata-

mata dischabkan karcna
kehendaknva sendin.
(2)Muoksimum  pidana  pokok

tethadap kejahatan, dalam  lLal
percobaan dikurangi sepertiga.

(3)Iika keiahatan diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara
seimur hidup, dijatuhkan pidana
penjara paling lama lima belas
lhun.

(4)Pidana tambahan bagi percobaan
sama dengan kejahatan selesa.

asal 54

Mencoba melakukan
(klak dipidana.

pelangoaran

BABR YV
PENYERTAAN DALAM
TINDAK PIDANA

Pasal 55

(13 Dipidana sebagal pelaku tindak
pidana:

l. mereka wvang melakukan,
vang menyirth melaknkan,
dan  vyang lurel  serla
melakukan perbuatan.

2. mereka yang dengan memberi
atay  menjanjikan  sesuatn
dengan menyulahgunakan
kekuasaan ataw marlabat,
dengan kekerasan, ancaman
atay penyesatan, atau dengan
memnben kescrinpalan, Sardi
atav  keterangan, sengaja
menganjurkan orang lain
supaya 1aelukuken perbustan.

(2) Terhadap  penganjur, hanva
perbuitan yany, SCngaja

dianjurkan sajalak yang
dipcrhitungkan, beserta akibat-
akibatnva.

Pasal 56
Dipidana sebagai
kejahatan:
1. mereka yang sengaja memberi
bantuan pada wakiun kejahatan
dilakukan.

2. mereka yang sengaja memberi

pembantn

kcscmpatan, meldilad atau
keterangan untuk melakukan
kejahatan.

Pasal 57

(1)Dalam hal pembantuan, mak-
simum pidana pokok terhadap
kejahatan, dikurangi sepertiga.

(2)Jika kejahatan diancam dengan
pidana mali alau prdana penjara
seumur hidup, dijatuhkan pidana
penjara paling lama lima belas
tahuin.

(3)Pidana fambahan
pembantuan sama
kejahatannys sendiri.

(4)Dalam menentukan pidana bagi
pembantu, yang diperhilungkan
hanya perbnatan yang sengaja di-
permudah atau diperlancar olch-
nva, heserta akibat-akibatnya.

bagi
dengan

Pasal 58

Dalam menggunakan aturan-atwran
pidana, keadaan-keadaan pribadi
sescorang, yang menghapaskan, me-
ngurangt alau memberatkan penge-
naan pidana, hanya diperhitungkan
terhadap permbual  aluu  pembantu
yvang bersangkutan itu sendiri.
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Pasal 59
Dalam hal-hal di mana karena
pelanggaran  ditentukan  pidana

terhadap pengurus, anggotaunggota
badan pengurus atau  komrsaris-
komisaris, maka pengurus, anggola
badan pengurus atau komisaris vang
ternyata tidak ikut campur metakukan
pelanggaran tidak dipidana.

Pasat 60
Membanty melaknkan pelangparan
lidak dipidana.

Pasal 61
(1)Mengenai kejahatan yang
dilalmkan dengan percetakan,

penertiban selaku demikian tidak
dituniut apabila dalam barang
cetakkan disebut nama  dan
tempal  tinggalnya, sedangkan
pembuatnya dikenal, atau setelah
dimuiai penuntiztan, pada wakiu
ditegur  pertama  kali  Ialu
diberitahukan kepada penerbat.
(2)Aturan ini tidak berlaku jika
pelaku pada saat barang cetakkan
terbut, tidak dapat dituntut atau
sudah menetap di luar Indonesia.

*asal 62

(1)Mengenai  kejahatan
dilakukan dengan percetakan,
pencetaknva selaky demikian
ldak diuatut  apabila  dalam
harang cetakkan disebut nama
dan tetnpat tinggalnya, scdangkan
arang yang menyuruh mencetak
dikenal, atau setelah dimuolai
penuntukan, pada waktu ditegur
pertama kali lala diberitahukan
oleh pencetak.

yang

(2)Aturan ini tidak berlakn, jika
orang yang menvuruh mencetak
pada sazt barang cetakkan terbit,
tidak daput dituntut  sudah
menetap di luar Indonesia

BAB VI
PERBARENGAN TINDAK
PIDANA
Pasal 63
(1)Jika suatu perbuatan masuk

dalam letih dari satu  aluran

pidana, maka wvang dikenakan
hanva salah satu di antara aturan-
atnran it jika berbeda-beda.
vang dikenakan yang memuat
ancaman  pidana  pokok  yang
paling berat.

(2)Jika suatu  perbuatan  masuk
dalam suatu aturan pidana yang
nmum, diatur pula dulam aturan
pidana yvang khusus, maka hanya

vang  khusus  imlah  yang
diterapkan.
Pasal 64

(1)Jika antara beberapa perbuatan,
meskipun Masing-masing
merupakan  kejahatan  atau
pelanggaran, ada hubvngannya
sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai sata perbuatan
herlanjut, maka hanya diterapkan
satu aturan pidana, jika berbeda-
beda, vyang diterapkan yang
memuat ancaman pidana pokok
yang paling beral.

(2)Demikian pula hanya dikenakan
satl aturan pidana, jika orang
dinyatakan bersalah melakukan
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pemalsuan atauw perusakan mata
uang, dan menggunakan barang
vang dipalsu alav vang dirusak
itu,

(3)Akan tetapi, jika orang yang
inelatukan kejahalan-kejahatan
lersebut dalam pasal-pasal 364,
373, 379, dan 407 ayat (1),
sebagai perbuatan berlanjut dan
nilai kerngian yang ditimbulkan
jumlabnya melebihi  durt  tigu
ratus iujuh puluh lima rupiah,
inaka ia dikenakan aturan pidana
lersebut dalam Pasal 362, 372,
378, dan 406.

Pasal 65
(1)Dalam hal perbarengan beberapa
petbuatan yang harus dipandang
sebagal perbuatan yang berdin
sendiri  sehingga  merupakan
beberupa kejuhatan, YO
diancam dengan pidana pokok
yang scjenis. maka  dijatubkan
hanya satuz pidana.
(2)Maksinmum pidana yang
dijatuhkan ialah jamlah
maksimum pidana yang diancam
terhadap perbuatan ita, tetapi
boleh lelih dan  maksimum
pidana vong lerberal dilainbah
sepertga.

Pasal 66

(1)Dalam hal perbarengan beberapa
perbuatan vamg masing-masing
hars dipandang sebagai
perbuatan yang herdiri sendiri
schingga merupakan  beberapa
kejahatan, yang diancam dengan
pidana pokok vang udak sejenis,
maka dijatvhkan pidana atas tap-

tiap kejahatan, tetapi jumlahnya
tudak bolch melebhii maksimum
mdana yang terberal dilambah
sepertiga.

(2)Pidana denda adalah hal itu
dihitung  menurut  lamanya
maksimum  pidana  kurungan
pengeganti vang ditentukan untk
perbuatan i,

Pasal 67

Iika orang dijambhi pidana man atau
pidana penjara seumur hidup, di
samping itu tidak holeh dijatuhkan
pidana lain iagi kecuali pencabutan
hak-hak tertentu, dan pengumuman
putusan hakim.

Pasal 68

( 1)Rerdasarkan hal-hal dalam Pasal
65 dan 66, tentang  pidana
tanibahan herlaku aturan sebagai
berikut;
|. pidana-pidana  pencabutan
hak yang sama dijadikan sahy,
yang lamanya paling sedilit
dua tahun dan paling banyak
lima lehun 1oelebiln pidana
pokok atan pidana-pidana
pokok wvang dijatubkan. Jika
pidana pokok hanva pidana
denda saja, maka lamanya
pencabutan hak paling sedikit
dua tahun dan paling lama
lima tahun.

2. pidana-pidana pencabutan
hak yang berlainan dijatubkan

sendiri-sendir tanpa
dikurangi.
3. pidana-pidana  perampasan

barang-barang tcrtentu, begitu
pula halnyva dengan pidana
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kurungan pengganti Karena

barang-barung tidak
diserabkan, dijaruhkan
sendiri-sendiri fanpa
dikurangi.

(2)pidana kurungan-kurungan
pengeanti jumiahnya tidak boleh
melebihi delapan bulan.

Pasal 69

( 1)Perbandingan  beratnya pidana
pokok  yang tiduk  scjonis
ditentukan menurut urut-orutan
dalam Pasal 10.

(2¥Jika hakim memilih antara
beberapa pidana polkok, maka
dalam  perbandingan  hanya
terberatlah vang dipakai.

{(3)Perbandingan beratava pidana-
fndana  pokok  yang  sejenis
ditenlukan 1menurul maksimuin-
nya masing-masing.

(4)Perbandingan lamanya pidana-
pidana pokok vyang sejenis
diteniukan menurui maksimum-
nya masing-masing.

Pasalk 70

( 1)Jika ada perbarengan seperti yang
dimaksudkan dalam Pasal 65 dan
65, baik perburengun pelanggaran
dengan  kejahatan,  maupun
pelangsgraran dengan pelanggaran,
nutka unluk Gap-liap pelangyar:in
dijatuhkan pidana sendiri-sendiri
tanpa diknrang).

(2)Mengenai pelanggaran, jumlah
lamanya pidana kKwungan dan
pidana  kurungan  pengganti
paling banyuk satu tahun ¢cmpat
bulan, sedangkan jumlah lamanya

pidana  kurungan pengpanti,
paling banyak delapan bulan.

Pasal 70 bis

Ketilka menerapkan pasal-pasal 65,
66, dan V0, Keiahalan-kKejahatan
berdasarkan pasal-pasal 302 ayat (1),
352, 364, 373,379, dan 482 dianggap
sebagal pelanggaran, dengan
pengertian jika dijatcthkan pidana-
pidana  penjara atas  kejahatan-
kejahatan itu, jumlah paling banyak
delapan bulan.

Pasal 1

Jika seseorang telah dijatuhi pidana,
kemudian dinyatakan bersalah Tapi
kuarena melakukan  kejabatan  alao
pelanggaran lain  scbelum  ada
putusan pidana itu, maka pidana vang
dahuin diperhitungkan pada pidana
vang akan dijatuhkan  dcngan
menggunakan aturan-aturan dalam
bab inmi mengenai hal perkara-perkara
diadili pada saat yang sama.

BAB VII
MENGAJUKAN DAN
MENARIK KEMBAILI

PENGADUAN DALAM HAL

KEJAHATAN-KEJAHATAN

YANG HANYA DITUNTUT
ATAS PENGADUAN

Pasal 72
(1)Seluma  ovrung  vyany  lerkena
kejahatan yang Thanya boleh
diluntul  atas  pengaduan, dan
orang 1w umurmnya belum cokup
enain belas tahun dan lagi belum
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dewasa, atan selama 1a berada di
bawah PCNLATIPLN VN
disehabkan oleh hal lain daripada
keborosan, maka wakilnva vang
sah dalam perkara perdata vang
berhak mengadu.,

(2)]ika tidak ada wakil, atau walal
i sendini yvang harus diadukan,
maka penuniuian dilakukan atas
pengaduan wall pengawas atau

ponguampyu  pengawas,  atau
majels  yang menjadi  wali
pengawas  atau  pengampn

pengawas; juga mungkin atas
pengaduan istrinya atau seorang
kefvarga sedarah  dalam  garis
hirus, atan jika ito tidak ada, atas
pengaduan  scorang  keluarga
sedarah dalam garis menyimpang
sampai derajat ketiga.

Pasal 73

Jika yang terkena  kejahatan
meningsal di dalam tenggang wakt
yuny dilentukan dalum FPasal benkul
maka tanpa memperpanjang
tenggung itu, penuntutan dilakukan
atas  pengaduan oraag  tuanya,
anaknva, atau suaminyva ({istrinva)
yang masih hidup kecu-ali kalan
ternyata bahwa yang wme-minggal
tidak menghendaki penuntutan.*?

Pasal 74

(1)Pengaduan hanya boleh diajukan
dalam waktn enam bulan sejak

orang yang berhak mengadu me-

13 Bagmimanakuh  mengetahui  atan
membuktkan  ada  atu  tidakoya
kehenduk don otung  yvang  sudah
eninggal? Atas pertanyaai tersebut,
pemulis hevpendapat hahwa substansi

npetahui adanya kejahatan, jika
bertempat tinggal di Indoncsia,
ataw dalam waktu sembilan bulan
jika bertempat tinggal di luar
Indonesia,

(2)Jika vyang dlerkena kejahatan
berthak mengadu pada saal
tenggang wakiu tersebut dalam
avat {1} belum habis, maka
setelah saat itn, pengaduan masih
boleh digjukan hanyy sclama sisa
yang masih kurang pada tenggang
waktu tersebut.

Pasal 75
Orang yang mengajukan pengaduan,
herhak menarik kembali dalam waktu

iga bulan  setelah  pengaduan
diajukan.

BAB VIII
HAPUSNYA KEWENANGAN
MENUNTUT PIDANA DAN
MENJALANKAN PIDANA

Pasal 76'

(1) Kecuali dalam hal putusan hakim
masih mungkin diulangi, orang
tidak haleh dimnmt dua kali
karcng  perbuatan yang  oleh
hakim Indonesia terthadap dirnnya
tetah diadili denpan putusan yang
menjadi  lelap. Dalam  artian
hakim Indonesia, termasuk juga
hakim pengadilan swapraja dan
adat, di tempat-tempat yang

Fasal 73 KUHP harus  direvis.
Setengkapnvy lihat: Iéid., hlm, 74-75.

4 Pasul 76 KUHP memust Asis Ne Biv
it ffem. Selenekapnva lihat: Thid.,
hlm. 79-81.
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mempunyai
pengadilan terschat,

pengadilan-

(2)Jika putusan yang menjadi tetap

itu berasal durl hakim lain, maka

terthadap orang itu dan karena

iindak prdana itu pula, tidak boleh
diadakan penuniutan dakam hal:

1 putusan berupa pembebasan
dan tuduhan atau lepas dari
luntutan hokwm.

2 putnsan berupa pemidanzan
dan telah dijalani seluruhnya
atau teluh diben ampun atun
wewenang untuk
menjalankannya lelah hapus
karena daluwarsa.

Pasal 77

Kewenangan menuntut pidana hapus,

jika tertuduh meninggal dunia.

Pasal 78

(1)Kewenangun menuntut pidana

hapus karena daluwarsa:
1. mengenal semua pelanggaran
dan kejahatan yang dilakukan

dengan  perectakan  sesudah
satu tahur

2. mengenai kejahatan  vang
diancam  dengan  pidana

denda, pidana kurungan, atan
pidana penjara paling lama

tiga tahun, sesudah enam
lahien.

3. mengenai kejahatan vang
diancam  dengzan  pidana

penjara lebih dan tiga tahun,
sesudah dua belas tahun.

4, mengenai  kejahatan  vyang
diancam dengun pidand man
atau pidana penjara seurnur

(2)Bagi

hidup, sesudah delapan belas
tahun,

orang vang pada saat
mclakukan perbuatan umurnya

belun delapan  belas  tahun,
masing-masing tenggang
daluwarsa di  alas dikurangi
menjadi sepertiga.

Pasal 79

Tenggang daluwarsa mula berlaku
pada han sesudah perbuatan dila-
kukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

l.

mengenai pemalsuan atau
perusakan mata wang, tenggang
mulm berluku pada han sesudab
barang vang dipalsu atau mata
vang vang dirusak digunakan.
mengenal kejahatan dalam pasal-
pasal 328, 329, 330, dan 333,
tengegang dimuwla  pada  hari
sesudah orang vang langsung
terkena oleh kejahatan
dibebaskan atau memnggal duma.
mengenaml  pelunggaran dalan
Pasal 556 sampai dengan Pasal
5584, tenggang dimula pada har
sesndah  daftar-daftar  yang
memat pelangzaran-
pelanggaran ifu, menurut aturan-
AlUTAN UMKIMm  yang menentukan
bahwat register-register catutan
sipil harps dipindah ke kantor
panitera  suatu  pengadilan,
dipindah ke kanior tersebut,

Pasal 80

(1) Tiap-tiap tindakan penuntutan

menghentikan daluwarsa, asal
lindakan 1le dikelabul oleh orang
vang  dicontt,  atau  telah
diberitahukan kepadanya
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menurut cara vang ditentukan

dalam atiran-aturan wmuoe.
(2)8esudah  dihentikan, dimulai

tenggung daluwarsy baru.

Pasal 81

Penundaan penuntitan pidana her-
hitbung dengan adanya persclhisihan
prayudisial, menunda dalowarsa,

I'asal 82
{ 1 Y Kewenangan menuniut
pelanggaran  vyang  diancam
dengan  pidana  dendda  saja

menjadi  hapus, kalau dengan
suka rela dibayar maksimum
denda dan biaya-biaya yvang elah
dikeluarkan kalau pemuntutan
lelah dumulai, alas kuasa pejabal
vang dimnjuk untuk itu oleh
aturan-gturan umunt, dan dalam
waktu yang ditetapkan olehnya.
(2))ika di samping pidana denda
ditentukan perampasan, maka
barang yang dikcnal porampasan
harus diserahkan pula, atan
harganya harus dibayar menurut
laksiran pejabat dulam wyai (1).
(4)Dalam hal-hal pidana diperberat
karena pengulangan, pemberatan
itn tetap  herlakn  sekalipun

kewenangan menuontut  pidana
tethadap  pelangparan  vang
dilakukan lebih dahulu (elah

kapus berdasarkan ayal (1) dan
avat 2 Pasal i,
{4)Ketentuan-ketentuan dalam Pasal
ini tidak berlaku bagi orang yang
belum dewasa, vang pada saat
melakukan  perbuatan  belim
berumure cnam belas tahumn,

Pasal 83

Kewenangan menjalankan pidana ha-
pus jika terpidana meningeal dunia.

Pasal 84

(1) Kewenangan menjalankan pidana
hapus karena daluwarsa.

(2)Tenggang daluwarsa mengenai
semua pelanggaran lamanya dua
tahun, mengenai kejahatan yang
dilakckan dengan sarana perce-
takan lamanya kuna tahun, dan
mengenal  kejahatan-kejahatan
lainnya lamanva sama dengan
tenggang daluwarsa bagl penun-
tutan pidana, ditambah sepertiga.

(3)Ragaimanapun juga, tengpang
daluwarsa tidak boleh kurang dari
lamanya pidana yang dijatubkan.

(4)Wewenang mcenjalankan pidana
mali fidak daluowarsa.

Pasal 85
(1)Tenggang  daluwurss mulai
berlaku pada esok harinya setelah
putusan hakim dapat dijalankan.
(2)Jika seorang terpidana melarikan
din selams menjalam  pudana,
maka pada esok harinya setelah
melarikan diri itu muiai berlaku
lenggang daluwarsa baru. Jika
suatn pelepasan bersyarat
dicabut, maka pada esok harinya
setelah pencahutan, mulai herlako
tenygang daluwarsa bar.
(3)Tenggang daluwarsa  terfuduh
sclama penjalanan pidana ditunda
menurut perintah dalam suatu
peraturan umurn, dan juga sclama
terpidana dirampas kemerdekaan-
nva, meskipun  perampasan
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kemerdekaan i berhubung
dongan pemidanaan lain,

BAB IX
ARTI BEBERAPA ISTILAH
YANG DIPAKAI DALAM
KITAB UNDANG-EINDANG

Pasal 86

Apabila disebut kejahatan, baik
dalam arti kgjahatan pada umumnya
maupun dalain arti suata kejahatan
tertentu, maka i s fermasuk
pembantuan dan  percobaan mela-
kukan kejahatan, kecuali jika dinya-
takan sebaliknya oleh suatu aturan.

Pasal 87

Dikatakan ada makar untk
melakukan sualu perbuatan, apuabila
miat untuk it telah ternyala dari
adanys  permulaazn  pelaksanaun,
sepertl dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 88
Dikatakan ada permufakatan jahat,
apabila dua orang atau lebih telah
sgpakat akan melakukan kejahatan,

Pasal 88 bis
Dengan penggulingan pemerintahan
dimaksud meniadakan ataw

mengubah secara fdak sah bentuk

pemerintahan  menurat  Undang-
Undang Dasar.

Pasal 89
Mermbuat orang pingsan atau tidak
berdava disamakan dengan

menggunakan kekerasan.

Pasal 90
Luka beral berarti:

* jatuh sakit atau mendapat luka
vang ldak memberi harapan akan
sembuh sama sekali, atau vang
menimbulkan bahaya maul.

* tidak mampu  terus-menerus
untuk menjalankan tugas jabalan
atau pekerjaan pencarian.

* kehilangan salah satn panca

indera.

*  mendapat cacal berat.

* menderita sakit lumpuh.

* terganggunya daya pikir selama
empat minggu lebih.

* gngur atau matinya kandungan
Se0rang perempuar.

Pasal 91

(1)Dalam kekuasaan bapak dicakup
puld kckuasaan kepala keluarga,

(2)Dengan orang tua, dimaksud pula
kepala kelvarga.

(3)Dengan bapak, dimaksud pula
orang yang menjalankan kekua-
saan yang sama dengan bapak.

(4)Dengan  unak, dimaksud pula
orang yang ada di  bawah
kekuasaan yang sama dengan
kekuasaan bapak.

Pasal 92

(1)Yang disebul pejsbat, termasuk
Juga orang-grang vang dipilib
dalam pcmilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umuim,
begitu juga orang-orang yvang
bukan karena pennliban, menjadi
anggota badan pembentuk
undang-undang, badan pemerin-
tahan, atan hadan perwzkilan
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rakyat, vang dibentnk oleh peme-
rintah atay atas name pemerintgh;
hegitu juga semua anggola dewan
subak, dan semua kepala rakvyat
Indonesia asli  dan  lkepala
golongan Timur Asing, yang
menjulunkan kekuasaan yanyg sah.

(2)Yang disebut pejabat dan hakim
lermasuk juga hakim wasit: yang
disebut hakim termasuk juga
orang-orang  yung menjalunkan
peradilan  administratif, serta
ketna-ketna dan anggota-anggota
pengadilan agama.

(3)Scmuy anggota Angkutan Perang
Juga dianggap sebagai pejabat,

Pasal 92 bis

Yang disebut pengusaha ialah tiap-
ttap crang yang menjalankan
perusahaan.

Pasal 93

( 1 )¥ang disebut nahkoda ialah orang
vang memcgang kckuasaan di
kapal atav yang mewakilinya.

(2)Yang discbut pcnumpang ialah
semua orang vang ada di kapal,
kecuali nahkoda.

(3)Yang disebut anak buah kapal
ialah semua perwira atau kelasi
yvang ada di dalam kapal.

Pasal 94

Pasal ini ditiadakan berdasarkan
Undang-Undang No.l Tahun 1946,
Pasxal VIII, butir 11.

Pasal 95
Yang disebut kapal Indonesia ialah

kapal yang mempunyail surat |aut atau
pas kupal, atau surgt izin scbagai

pengganti sementara menurit aturan-
aturan umum mengena surat laut dan
ras kapal di Indonesia,

Pasal 95a

(1)Yang dimaksud dengan pesawat
udara Indonesia adalah pesawat
udara  yang didaftarkan  di
Indonesta.

(2)Termasuk pula pesawat  udara
Indonesia adalabh pesawat udara
asing vang discwa tanpa awak
pesawat dan dioperasikan oleh
perusahaan penerbangan
Indonesia.

Pasal 95hb

Yang dimaksud dengan dalam
penerbangan adalah sejak saal pinin
luar pesawat udara ditutup setelah
naiknya  penumpang  (embarkasi)
sampal  saat pintu dibuka  antuk
penurunan penuimpang (di
ernbarkasi). Dalan hal  egadi
pendaratan  darurat penerbangan
dianggap lerus berfangsung samgyai
sadl  penguasa  yvang  herwenang
mecngambil alih tanggung jawab atas
pesawat udara dan barang vang ada di
dalamnya.

Pasal 95¢

Yang dimaksud dengan dalam dinas
adalah jangka waktu sejak pesawat
udara disiapkun oleh awak darat atau

oleh awak  pesawat umtuk
penerbangan tertentu, hingga setelah
24 jam lewat sesudah  seliap
pendaratan.
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Pasal 96

(1)Yung disebut musuh termasuk
juga pemberontak. Begitu juga
lermasuk di silv negara  atau
kekuasaan wvang akan menjadi
lawan perang.

(2)Yang disebui perang termasuk
Juga permusuhan dengan daerah-
daerah swapraja, begitu juga
perang saudara.

(3)Yang disebut masa perang
lermasuk  juga wakiu selama
perang  sedang  mengancam.
Begitu juga dikatakan masih ada
masa perang, segera sesudah
diperintahkan mobilisasi
Angkalan Perang dan  selama
mobilisasi itu berlaku.

Pasal 97
Yung disebul han  adalah  wakén
selama dua puluh empat jam; yang
disebut bulan adalah waktu selama
tiga puluh hari,

Pasal 98

Yang dischut waktn malam  yaiu
wakiu antara matahari terbenam dan
matahari terbit.

Pasal 99

Yang disebut memanjat termasok
juga masuk melalui lobang vang
memang sudah ada, tetapt bukan
untuk masuk atau masuk melaloi
lubang i dalarn lapah yang dengan
sengaja digali; hegitn  jugza
menyeberangi selokan atau parit yang
digunakan sebagu balas penutup.

Pasal 100

Yang disebut anak kunci palsu ter-
masuk jopa segala perkakas yang ti-
dak dimaksud untuk membuka kenci.

IMasal 101
Yang disebut ternak yaitu semia
binalang yany berkuku salu, binalang
mematnah hiak, dan bahi.

Pasal 101 bis
(1)Yang dimaksud bangunan listeik
vaitu bapgunan-bapsunan yang
gunanya untuk membangkitkan,

mengalirkan, mengubah, atau
menyerahkan tenaga  Hstrik,
begitu  pula  alat-alat  yang

berhubungan dengan itu, yailu
alat-aial penjaga keselamatan,
alat-alat  pemasang, alat-alat
pendikung, dan alat-alar
peringatan.

(2) Dengan bangunan-bangunan
telecrap  dan  telepon  ridak
dimaksudkan bangunan listrik.

Pasal 102
Ditiadakan dengan Staatsblad 1920
No. 382,

ATURAN PENUTUP

Pasal 103

Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1
sampai Babh VIN Dbukun ini juga
herlaku  hagi  perbuatan-perbisatan
yvang oleh ketentuan  perundang-
undangan lainnya diancam dengan
pidana, kecuali jika oleh undang-
undang dulentukan lain.
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BUKU KEDUA
KEJAHATAN

BAB 1

KEJAHATAN TERHADAP
KEAMANAN NEGARA

Pasal 104

Makar denpan maksud untuk mem-
banuh, alan merampas kemerdekaan,
atan meniadakan kemampuan
Presiden  ataw Wakil  Presiden
memerintah, diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara  sewmur
hidup atau pidana penjara sementara
paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105
Pasal 1 diiadakan berdasarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946,
Pasal VIII., bulir 13.

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seclu-
ruh atan sebagian dan wilayah nega-
ra, diancam dengan pidana penjara
seumur hidup atas prdana penjara se-
mentara paling lama dua puluh tahun,

Pasal 107

(1) Makar dengan maksud untuk
menggulimgkan peinennlah,
diancam dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun,

(2) Para pemimpin dan pengatur
makar tersebul dalam ayal (1),
diancam dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara
sementary paling lama dua pulub
labun.

Pasal 108
(1) Barang siapa bersalah Xarena
pemberontakan, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima
belas tahun:
1. orang yang melawan pemerin-
tah Indonesia dengan senjata;
2. orang vang dengan maksud
melawan Pemenntah Indone-
sia menyerbu bersamasama
alau menggabungkan din pa-
da gerombolan yang mekawan
Pemerintah dengan senjata.
(2) Para pemimpin dan para pengatur
pemberontakan diancam dengan
pemjara seumue hidup atau prdana
penjara sementara paling lama
dua pulub labhun,

Pasal 1Y
Pasal ini ditiadakan berdasarkan
Stactsblad 1930 No. 31.

Pasal 110

(1) Permufakatun jahat untuk mela-
kukan kejahatan menurut Pasal
104, 106, 107, dan 10¥ diancam
berdasarkan ancaman pidana
dalam pasal-pasal tersebul.

(2)Pidana yang sama diterapkan tet-
hadap orang-orang yang dengan
maksud berdasarkan Pasal 144,
106, dan 108, mempersiapkan
atau memperiancar kejahatan:

1. berusaha menggerakkan
orang lain untuk melakukan,
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menyuruh  melakukan  atan
turit serta melakukan  agar
membert bantuan pada waktu
melakukan atau  memberi

kesempatan, saranz  atan
keterangan untuk melakukan
kejahatan;

2. berusaha memperulels
kesempatan, sarana  atau

keterangan untuk melikukan
kejahatan bagi din sendiri
atau orang lain;

3. memiliki persediaan barang-
harang wang diketahuinya
berguna  untuk  mclakukan
kejahatan;

4. mempersiapkan atan memilike
rencana untuk melaksanakan

kejahatan  vang  bertnjuan
untuk memnberitahukan
kepada orang lain;

5. berussha mencegah,
merintangi atan

menggagalkan tindakan yang
diadakan pemerintah untuk
mencegah atau  menindas
pelaksanaan kejahatan,

sehagaliHn:
dimaksud dalam butir 3 ayat
scbelumnya, dapat dirampas.

(4) Tidak dipidana barang siapa yang

ternyata  bermaksud  hanya
mempersiapkan atan
meniperlancur perubahan
ketatanegaraan  dalam  artian
LIITILLITL.

(3 Jika dalam salah satu hal scperti

vang dimaksud dalam ayat (1)

dan 2 ["asal 1ni, Kejahatan
sungguh terjadi, pidananya dapat
dilipatkan dua kali.

(2) Iika

Pasal 111

(1) Barang siapa mengadakan hubu-

ngan denpgan negara asing dengan
maksud menggerakkannyu untuk
melakukan perbuatan perninusu-
han atau perang lerhadap negara,
memperkuat niat mereka, men-
janyikan bantuan atan mem-bantu
mempersiapkan  mereka untuk
melakukan perbuatan permufaka-
tan atau pcrang tcrhadap negara,
diancam dengan pidana penjara
paling larma lima belas tahun.
perbuatan  permusuhan
dilakukan atau terjadi perang,
diancam dengan pidana mati alau
pidana penjara seumur hidup atan
pidana penjara sementars paling
lama dua putuh tahun.

Pasal 111 bis

(1) Dengan  pidana penjara paling

lama enam tahun diancan:

1. barang siapa mengadakan
hubungan dengan orang atau
badan yang berkedudukan di
luar  Indonesia, dengan
maksud untuk mengegerakkan
orang atan badan itu supaya
mcmbantu  mempersiapkan,
memperlancar atan  meng-
gerakkan untuk mengguling-
kan  pemeritnlah,  unlok
memperkuat mat orang atau
badan itw atan menjanjikan
atau memben hantuan kepada
orang atau badan 1u atau
menviapkan, memperlancar
arau menggerakkan
penggulinga pemennlaly;

2. barang siapa memaksudkan
suatu  benda wvang dapat
digunakan untuk memberi
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bantuan  material  dalam
mempersiapkan, memperlan-
car  atan  menggerakkan
pengegulingan pemerintah,
sedangkan diketabuinva atan
ade  alasan  kuat  untuk
menduga babwa  benda
tersehut zkan dipergunakan
untuk perbuatan tersebut;

3. orang yang mempunyal atao
mengadakan perjanjian  me-
ngenai suatu benda vang dapat
dipergunakan untuk memberi-
kan bantuan material dalam
mempersiapkan, memperlan-
car  atan  menpggerakkan
penggulingan pemerintah,
sedangkan diketalinya atau
adz alasan baginya untuk
menduga bahwa benda itu
akan dipergunakan  untuk
perbuatan tersebut atan benda
itn atau harang lain sebagai
penggantinya,  dimaksudkan
dengan tujuan rersebit atau
untuk diperuntukkan bagi
tujuan itu oleh orang atan
benda vang berkedudukan di
luar Indoncsia.

(2) Benda-benda yvang dengan mana
atan yang ada hubungan dengan
ayat (1) ke-2 dan ke-3 vyang
dipaka) untuk melakukan
kejahatun, dapat dirampas.

Pasal 112

Barang siapa dengan sengaja meng-
nmumkan surat-surat, berita-berila
atau  keteranganketerangan  yang
dikctahuinyy bahwa harus dirahasia-
kan wntuk kepentingan negara, atan
dengan sengaja memberitahukan atau
memberikannya kepada negara asing,

diancam denpan pidana penjara
paling lama tujuh tzhun,

Pasal 113

(1)Barang siapa dengan sengaja,
untuk seluruhnya atan sebagian
mengumumkan, atan
memberitabukan PN
menyerahkan kepada aorang yang
tidakk berwenang mengetahni,
surat-sural, peta-pela, rencana-
rencana, gambar-gambar atau
benda-benda  yang  bersifat
rahasia  yang  bersangkutan
dengan pertahanan dtau
keamanan Indcnesia terhadap
serangan dar  luar, vang ada
padanya atauy  yang  1sinya,
bentuknya atau  susunannya
benda-benda 1tu diketahui
olehnya, ciancam dengan pidana
penjura paling lama crpat tehun,

(2)Jika surat-surat atan henda-benda
ada pada yang bersalah, atau
pengetahuannya  tentang  itu
karena pencariannya, pidananya
dapat ditambah sepernga.

Pasal 114

Barang siapa karena kesalahanmya
{kealpaannya) menvebabkan sural-

surat atau benda- benda rahasia
sebagaimana vang dimaksudkan
dalam Pasal 113 harus menjadi

tugasnya untuk menvimpan atau
menaruhnya, bentuk atan susunannya
atau seluruh atau sebagian diketahui
oleh umuin  atww  dikoasme  atau
diketahui oleh orang lain (atan) tidak
berwenany mengetabn,  dlancuim
dengan piwdana penjara paling lama
satn iahun enam bulan atau pidana
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kurungaa paling lama satu tahun atau
pidany dendy puling tinggl cmpat ribn
ltma rains rupiah.

Pasal 115

Barang siapa melihat atan membaca
surat-surat atan benda-benda rahasia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113, untuk seluruhnya atau sebagian,
sedangian diketahui atau selayaknya
haruy diduganya bahwa benda-benda
itu tidak dimaksoud untuk diketahw
¢lehnya, begitn pula jika membuat
atau menyuruh membuat salinan atau
ikhtisar dengan huruf atan dalam
bahasa apa pun juga, membual ataw
menyuruh buat teraan, gambaran atan
Jika fidak menyerahkan benda-henda
in  kepada pejabat  kehakiman,
kepolisitan atan pamong praja, dalam
lial benda-benda 1u ke langannya,
diancam dengan pidana penjara
paling lama tiga talnn.

Pasal 116

Permufakatan jahat untuk metakukan
kejahatan  sebagaimana dimaksud
datam Pasal 113 dan 115, diancam
dengan pidana penjara paling lama
satuy tahun,

Pasal 117
Digncum  dcngan  pidana  penjara
paling lama enam bulan atau denda
paling banyak empat ribu lima ratus
rupaah, barang siapa lanpa wenang.
1. dengan  senggja  memasuki
bangunan Angkatan Durat atau
Angkatan Lant, atan memasuki
kapul perang melalul jalan yang
bukan jalan biasa;

2. dengan sengaja memasugi
daerah, yang oleh Presiden atau
atas namanya, atau oleh penguasa
tentara ditcatukan sebaga dactah
tentara vang dilarang;

. dengan  sengaja  membuat,
mengumpulkan, mempunyai,
menyimpan,  menycmbunyikun
atau mengangkut gambar potret
atau gambar tangan maupun
keterangan-kelerangan atau
petunjuk-petonjuk lain mengenai
daerah sepentl tersebut dalam
Pasal ke-2, hesarta segala sesuatu
yang ada di situ.

Lad

Pasal 118

Diancain  dengan pidana penjara
paling lama dua tahun atau denda
sembitan nbu rupiah, barang siapa
tanpa  wenang, Senpaja  membuat,
mengumpulkan, APy,
menyimpan, menyembunyikan atau
petunjuk-petunjuk  lain mengenai
sesuatu hal  yang  hersangkutan
dengan kepentingan tentara.

FPasal 119
Diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun:
1. barang siapa memberi pondokan

kepada orang lain, yang
diketahuinya mempunvai niat
atau  sedung  Inencoba  unluk

mengetahui benda-benda rahasia
sepertl tersebut dalam Pasal 113,
padahal odak wenang wntuk it
atau mempunyal mat atau sedang
mencoba unluk mengelahui letak,

bentuk, susunan, persenjataan,
perbekalan, perlengkapun nesin,
atau  kekuatan orang dan
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bangunan pertahanan atau se-
sizaty hal lain yang bersangkutan
dengan kepenungan lentara;

2. barang siapa menyembunyikan
benda-benda wvang diketahuinya
hahwa dengan cara apapun juga,
akan diperlukan dalam
melaksanakan — miat SEPETLE
iersebut pada ke-1.

Pasal 120

Jika kejahalun lersebui Pasal 113,
115, 117, 118, 119 dilakukan dengan
akal curang seperti  penyesalan,
menyamakan, pemakaian nama atau
kedudukan palsu, atau dengan
menawarkan afau menerima, mem-
bayangkan atau menianjikan hadiah,
keuntungan atun upah dalam bentuk
apapun juga, atan dilakukan dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan,
maka pidana hilang kemerdekaan
dapat diperberat lipat dua.

Pasal 121

Barang siapa ditugaskan pereriniah
untuk herunding dengan suaiu negara
asing, dengan sengaja memgikan
negara, diancam dengan pidana
penjarg paling lama dua belas tahun,

Pasal 122

Diancam denpan pidana penjara

paling lama tjuh tahun:

1. barang siapa dalam masa perang
yung tidak menyungkut
Indonesia,  dengan  sengaja
melakukan perbuatan yang mems-
bahayakan ¥enetralan negara,
atau dengan sengaja melanggar
suatu  aluran yang dikelvarkan
dan dinmumkan oleh pemerintah,

khusus untuk mempertahankan
kenctralan terschut;

2. barang siapa dalam masa perang
dengan senguja melangyar aturan
vang dikeluarkan dan
diumumkan oleh pemerintah
guna keselamalan negara.

Pasal 123

Seorang Wwarga negara Indonesia
yvang dengan suka rela masuk lenlara
negara asing, pada hal ia mengetahui
bahwa negara itu sedang perang
dengan negara Indonesia, atau akan
menghadapi poTang dengan
Indonesia, diancam dalam  hal
terakhir jika pecah perang, denpan
mduna penjara paling lama lima belas
tahun.

Pasal 124

(1)Barang siapa dalam masa perang
dengan sengaja memberi bantuan
kepada musuh atau merugikan
negara terhadap musuh, diancam
dengan pidana penjara lima helas
tahun.

(2} Diancam dengan pidana penjara
scurnur hidup atau sclama wakiu
tertentu atau paling lama dua
puluh tahun jika s1 pembuat;
1. mcmberitahukan

memberikan kepada musoh

atan

peta, rencand, Yambar, ataw
penulisan mengenai

bangunan-bangunan tentara:
2. menjudi mata-mata musuh,

atau memberikan pondokan

Kepadanva.



30 Eitab Undang-Undang IInkum Fidana: Buko Eedua - Kejahatan
L ___

(3)Pidana mali atay pidana sewinur
hidup atau selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun
dijatuhkan jika si pembuat;

atin

menyerahkan kepada nusuh,

menghancurkan At
merusakkan sesuatu  tempat

1. mcmberitahukan

atau pos vang diperkuat atau
diduduki, g1t
perhuhungan,

alat
sudang
perscdiaun perunyg, atau kas
perang  ataupun  Angkatan
Laut, Angkatan Darar atau
bagian daripadanya,
menghalang-
halangl atan menggagalkan
suatl untuk menggenangi air
ataw  karya tentara  lainnya
Yang atau
disclenggarakun untuk

merintangi,

threncanakan

menangkis atau menyerang;

2. menyebabkan atau
memperlancar timbulnya
hurun-hara, pemberoniakan
alavy desersi i kalangan
Angkatan Peranc.

Pasal 125

Permufakatan jahat umtuk melakukan
kejahatan sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 124, diancam dengan
pidana paling lama enam tahun,

Pasal 126
Diancam  dengan  pidana  penjura
paling lama tujuh tahun harang siapa
dulum masu perang, tiduk dengan

maksud membantu musubh  atau
merugikan ACZAT schingga
mengunlungkan  musuh, dengan
sengaja;

1. memberikan pondokan kepada
miata-mata nizsuh,

menyembunyikannya atau
meinbaniunya melarikan din;
2. menggerakkan atau

menperlancar pelanan (desersi)
prajurit  vang berlugas unluk
negara.

Pasal 127

(1)Barang siapa dalam masa perang
menjatankan tipu muslihat dalam
penycraban barangbarang
keperluan Angkatan Laut atan
Angkatan Darat, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua
belas tahun.

(2)Diancam dengan pidana yang
sama barang siapa  diserahi
Mengawasi penyerahan
barangbarang, membiarkan tipu
muslihat it.

Fasal 128

(1) Dalam hal pemidanaan berdasar-
kan kejabalan Pasal 104, dapat
dipidana pencabutan hak-hak
berdasarkan Pasal 35 no. [ - 5.

(2)Dalam hail pemidanaan
berdusurkan  kejuhalun  pasal-
pasal 106 - 108, 110 - 125, dapat
dipidana pencabutan hak-hak
berdasarkan Pasal 35 no. | - 3.

(3)Dalam hal pemidanaan
berdasarkan kejahatan Pasal 127,
yang bersalah dapat dilarang
menjalankan  pencawian yang
dijalankannya ketika melakukan
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kejahatan 1tu, dicabut hakhak
berdasarkan Pasal 353 no. 1 - 4,
dan dapal diperintahkan supaya
putusan hakim diumumbkan.

Pasal 129

Pidana-pidana  yang  berdasarkan
terhadap perbuatan-perbuatan dalam
pasal-pasal 124 - 127, diterapkan jika
galah satu  perbuatan  dilakukan
terhadap atuu bersangkutan dengan
negara sekutu dalam perang hersama.

BAB II
KEJAINATAN-KEJAITATAN
TERHADAP MARTABAT
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

Pasal 130

Pasal im ditiadakan berdasarkan
Undang-Undang No. I Tahun 1946,
Pasal VIII, butir 21.

Pasal 131
Tiap-Luap penyerangan (erhadap din
presiden atan Wakil Presiden, vang
tidak termasuk dalam ketenman
midana lain yang lebih berat, diancam
decngan pidang penjara paling lama
delapan tahun.

I3 Pagal 134 KUHFP ditiadakan/dihapus
berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara Pengujian
Undung-Undang ~ Nomor (13-
02Z/PUL-1V/2006.  Selengkapnya
f1hut: Diiwi Handako,
Debriminalivasi  terhadap Delik-

Pasal 132

Pasal ini ditadakan herdasarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1944,
Pasul VIII, butir 23.

*asal 133

Pasal 11 ditiadakan berdasarkan
Undang-Undung No. 1 Tahun 1946,
Pasal VITI, butir 23.

Pasal 134"

Pasal 135
Pasal ini ditiadakan  berdasarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946,
Pusul VIII, butir 25.

Pasal 136

Pasal imi ditiadakan berdasarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1246,
Pasal VI butir 25.

*asal 136 bis dan *asal 137'°

Pasal 138
Pasul ini  ditadakan berdasarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946,
Fasal VI1II, butir 28.

Pasal 139

(1)Avat ini ditiadakan herdasarkan

Undang-Undang No. 1 Tahun
1946, Pasal VI, butir 29,

Delikk dafam KUHP, Hawa dan
AHWA, Pckanbaru, 2016, him. 51.
15 Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP
ditiad=kan/dihapus berdasurkan
putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara Pepgupun Undunyg-Unduny
Noyor 0130221 PUU-IVA2D06,
Selengkapnya lihat: fbid, hlm. 51.
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(2)Dalam hal pemidanaan
berdasarkan penunusan kejahatan
dalam Pasal 131, dapat dipidana
peacubutan hak  berdasurkan

Pasal 35 no. 1 - 4.

(3)Dalum hal pemidanaan
herdasarkan perumusan kejahatan
dalatn Pasal 134, dapat dipidana
peacabutan  hak  berdasarkan
Pasal 35 no. 1 - 3.

BAR I
KEJAHATAN-KEJAHATAN
TERHADAF NEGARA
SAHABAT DAN TERHADAP
KEPALA NEGARA
SAHABAT SERTA
WAKILNYA

Pasal 1394

Makar dengan maksud melepaskan
wilavah atau daerah lain dari suatu
negary sahabat untuk seluruhmya atan
sebagian dart kekuasaan pemerintah
yang berkuasa < siu, diancam
dengan pidana penjara pahng lama
limma tahun.

Pasal 13%b

Makar dengan maksud meniadakan
atan mengubah secara tdak sah
hentuk pemerintahan negara sahahat
atau dacrahnya yang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama
empait tahun,

Pasal 139¢

Permufakatan jahat untuk melakukan
kejahatyn sebagaimana dirumoskan
dutum pusal-pasal 139a dan 139b,

diancam denpan pidana penjara
paling lama satu tahun cnam bulan,

Pasal 140

(1) Makar lethadap nyawa atau
kemerdekaan  raja vang
memeriniah  ataw  kepala
negara  sahabar, diancam
dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahumn.

(2)  Jika mekar terhadap nvawa
mengakibatkan kematian atau
dilakukan dengan rencana
terlebih dahuly mengakibat-
kun kemaiiam, Jdiancain
dengan pidana mati atau
pidana pentara seumur hidop
atau pidana penjara sementara
paling lama dua puluh tahun.,

(3) Jika makar terhadap nyawa
dilakukan dengan rencana
terlebih dahnle mengakibal-
kan kemalian, diancam
dengan piclana mati  atan
pidana penpara scumur hidup
atau pidana penjara seinentara
paling lama dua puluh tahun.

Pasal 141

Tiap-tiap perbuatan penyerangan
terhadap din raja yang memerintah
alau kepala negara sahabal, vang
tidak termasuk dalam ketentuan
pidana yang lebili beral, diancam
dengan pidana penjara paling lama
twjuh tahun,

Pasal 142

Penghinaan dengan sengaja terhadap
raja yang memerintagh atan kepala
negara sahabat, diancam dengan
pidana penjara pahng lama lima
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tahun atau pidana paling banyak
cmpat ribe lima ratus ribu rupiah.

Pasal 142a
Baranpg siapa menodai  bendera
kebangsaan negara sahabal diancam
dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling
lranyak empat ribu lima ratus rpiah.

Pasal 143

Penghinaan dengan sengaja terhadap
wakil negara asing di Indonesta,
diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau pidana
denda paling banyak enipat ribn lima
ratus rupiah.

Pasal 144
(1YBarang  siapa  menviarkan,
mempertunjukkan arau

menempelkan di muka umum
tulisan ataw lukisan yang berisi
penghinaan terhadap raja yanp
memerintah, atan kepala negara
sahabal, alan wakil negara asing
di Tndonesia dalam pangkatnya,

dengan maksud supay#
penghinaar 1tu diketahui atau
lebih  diketahoi  oleh wmum,

diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau
pidana denda paling banyak
empat ribn hma rams mipiah.
(2)1ka yung bersalah melakukan
kejahatan  itn  pada  wakeu
menjalankan pencariannya, dan
pada saat 1tu belom lewat dua
tahun sejak ada pemidanaan vang
tetap karena kejahatan semacam
itu  juga, 1a dapat dilarang
menjalunkan pencarian tersebut.

Pasal 143

(1)Dalam hal pemidandan
berdasarkan perumusan kejahatan
dalam Pasal 140, dapat dipidana
pencabutan hak  berdasarkan
Pasal 35 no. 1 - 3.

(2)Dalam hal pemidanaan
berdasarkan permummsan kejahatan
dalam Pasal 141, dapat dipidana
pencabutan hak  berdasarkan
Pasal 335 n0. 1 - 4.

(3)Dalam hal pemidanaan
herdasarkan perumusan kejahatan

dalam pasal-pasal 13%9a, 139b,
139¢, 142, dan 143, dapat
dipidana pencabutan hak
berdasarkan Pasal 35 no. I - 3.
BAB 1V
KEJAHATAN TERHADAP
MELAKUKAN KEWAJIBAN
DAN HAK KENEGARAAN
Pasal 146

Barang siapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan membubarkan
rapat badan pembentuk undang-
undang, buadan pomenntuhan atau
badan perwakilan rakyat, vyang
dibenluk  oleh  afau  atas  nama
Pemerintah., atav memaksa badan-
badan 1ln supava menpambil atau
tidak mengambil sesualz putusan
alau mengambil sesuatu putusan atau
mengusir ketua atau anggota rapat
ity, diancam dengan ancaman penjara
paling lama sembilan tahun.

Pasal 147

Barang siapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, dengan sengaja
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merintangl ketua atau anggota badan
pembentuk  undang-undang, hadan
pemerintahan atan badan perwakilan
rakyat, vang dibentuk oleh atau atas
nama Pemerintah, untuk menghadiri
rapat  badan-badan  ity, diancam
dengan pudanza penjara pubing lama
dua tahun delapan bulan.

Pasal 148

Burang siapa pada wakiz diadakan
pemilihan berdasarkan aturan-atuaran
umum, dengan Kekerasan  atan
ancaman kekerasan, dengan sengaja
merintang seseorang memakal hak
pilihnya dengan bebas dan tidak
terganggu, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahwn cmpat
hdan.

Pasal 149
(1)Barang siapa pada  wakin
diadakan pemilihan berdasarkan
aturan-aturgn - umum,  dengan
memberi atau  nenjanjikan
scsuaty,  menyuap  sescorang
supaya  tidak  memakai  hak

pilihnya alau supaya memakai
hak ilu menurut cara terlenis,
diancam dengan pidana penjara
paling lama scmbilan bulan atau
pidana denda paling laina empat
ribu lima ratus rupiah,

(2)Pidana yang sama diterapkan
kepada pemilih, yang dengan
menerima pemberian atau jangi,
mau disuap.

Pasal 150
Barang siapa pada wakm diadakan
pemilihan berdasarkan atiran-aturan
umum, melakukan fipu muskihat

herdasarkan aturan-aturan U,
mclakukan tipy muslihat schingga
suara seorang penvlih menjadi udak
berharga atau menyebabkan orang
lain daripada wvang dimaksud oleh
pemilih  yang ditunjuk, diancam
dengan pudana penjara palng lama
semmbilan bulan.

Pasal 151

Barang siapa memak#l nama orang
lain untuk ikut dalam pemilihan
berdasarkan aturan- aturan umue,
diancam dengan pidana penjara
paling lama sam tahun empat bulan.

Pasal 152

Barang siapa pada wakiu diadakan
pemilihan berdasarkan aturan-atoran
wmum dengan sengaja menggagalkan
pemungutan  suara  vang  felah
diadakan atau mengadakan tpuo
nmslihat yang menyebabkan putusan
pemungutan suara i lain dar yang
seharusnya  diperoleh  berdasarkan
kartu-kartu pemunguian suara vang
masuk secara sah atan berdasarkan
smara-suara vang dikelwarkan secara
sah, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun.

Pasal 153

(1)Dalam hal pemidanaan
berdasarkan pernmusan kejahatan
dalam Pasal 146, dapat dipidana
pencabutan  hak  berdasarkan
Pasal 35 ke 1 -3,

(2)Dalam hal pemidanaan
berdasarkan perumusan kejahatan
dalam Pasal 147 - 152, dapat
dipidana pencatnitan hak
berdasarkuan Pasual 35 ke-3.
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BAB YV
KEJAHATAN TERHADAP
KETERTIBAN UMUM

Fasal 153 bis dan Pasal 153 ter

Pasal ini ditiadakan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1946, Pusal 8, butir 32.

Pasal 154V

Pasal 154a

Barang siapa menodai  bendera
kebangsaan Republik Indonesia dan
jamhang Negara Republik Indanesia,
diancam dengan pidang penjara
paling lama smpat tahun atan pidana
denda paling banyak empat puluh
{ima ribu rupiah.

*asal 155

Pasal 156

Barang siapa i muka umum
menvatakan perasaan permusuihan,
kebencian stau penghinaan terhadap
suatu atau beherapa golongan rakyat
Indonesia, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atan
pidana denda paling banyak empat
ribu hima ratus tupiab. Perkataan
golongan dalam Pasal ini dan Pasal
berikutnya berarti tiap-tiap bagian
daci rakyat Indonesia yang berbeda
dengan suatu atau beberapa bagian
lainnva karena ras, negeri asal,
agama, lempat, asal, keturunan,

1T Pusul 154 KUHP ditiadakan/dihopus
berdusarkan  pulusan  Mahkamah
Konstims: Namor 6/PLULU-V/2007.
Selengkapnya lihat: fhid, him. 51.

kebangsaan atau kedudukan menurut
hukum tata ncgara,

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara

selamna-lamanya lima tahun barang

siapa dengan sengaja di muka nmum
mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan :

a. vang pada pokoknya bersifat
permusuban, penyalahgunaan
atau  penodadn  lerthadap  sualu
agama vang dianut di Indonesia;

b, dengan maksud agar supaya
orany Hdak menganol agaimd apa

pun  juga, vyang bersendikan
Ketohanan ¥ ang Maha Esa.
Pasal 157

(1)Barang siapa menyiarkan, mem-
periumukkan atau menempelkan
tulisan ataw lukisan di muka
umumn, yang isinya mengandung
pernyataan perasaan permuasuhan,
kehencian  atan  penghinaan  di
antara atau terhadap golongan-
rolongan rakyat  Indonesia,
demgan maksud supaya isinya
diketahui atau lebih diketahui
oleh umum, diancam dengan
pidana pengara paling lama dua
tahun enam bulan atau pidana
denda paling banyak empat
rupiah lima ratus repiah.

(2)Jika vang bersalah melakukan
kejahatan tersebut padu waktu
menjabankan pencarianoya  dan
pada saat, itu helum lewat lima

13 pasyl 155 KUHP ditindakan/dihapus
berdasatkan  pulusun  Mahkamah
Konstitusi Nomor 6/PUU-V2007.
Selengkapnya lihat: fbid, himi. 51.
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tahun sejak  pemidanaannya
menjadi tetap kurcna kejahatan
semacam 1t juga,  yang
bersangkutan dapat dilarang
menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 158
Barang siapz menyelenggarakan
pemilihan  anggoia unink  suaio

lemhaga kenegaraan asing di

Indoncsia., ataw menylapkan atgupun
memudahkan  pemilihan e, Daik
yang diadakan di Indonesia maupun
di lvar pegeri, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun
alan pidana denda paling banyak
tujub ribu lima ratus rupiah.

Pasal 159

Barang siapa tumt serta dalam
pentlihan umum, baik vang diadakan
di Indomcsia maupun di lvar negeri,
seperti yang dumaksudian dalam
Pasal 158, diancam dengan pidana
penjara paling lama enam bulan arau
pidana denda paling banyvak seribn
lima ratus mpiah,

Pasal 160"

Barang siapa di muka umum dengan
[isan atau tulisan menghasnt supaya
melakukan perbuatan prdana,
meclakukan  kckerasan  ferhadap
penguasa umm atau tidak menurati
baik  keteninan  undang-undang
mavpun perinlah  jabatan  yang
diberikan berdasar ketenfuan undang-
undang, diancam dcngan  pidana
penjara paling lama enam tahun atau

¥ Menurut  Mahkimals Konstitust
dalam Perkars Nomor 7/PUU-
VTII2006, Pasal 160 KUHP hams

pidana denda paling banyak esmpat
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 161

(1)Barang siapa menyiarkan, mem-
perianjukkan ataw menempelkan
di muka umom tolisan yang
menghasut  supaya  melakukan
perbuatan pidana, menentang
pengiiasa umim dengan kekera-
san, alau menenlang sesuatu hal
lain sepertd tersebut dalam Pasal
di atas, dengan maksud supaya isi
vang menghasut diketahui atau
Icbih  diketabui  olch  umum,
diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau
pidana  demda  paling  baoyak
empal ribu lima ratus rupiah.

(2)Jika yang bersalah melakukan
kejahatan tersebut pada waktu
menjabunkan pencanuannya  dan
pada saat itun belum lewat hma
tahun  scjak  pemidenaannyy
menjadi tetap karena kejahatan
semacam  1tu juga, yang
bersangkutan  dapat  dilarang
menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 161 bis
Pasal i dittadakan Undang-Undany
No. 1 Tahun 1946, Pasat 8, butir 34.

Pasal 162

Barang siupa di muka umum dengan
lisan atau tulisan menawarkan untuk
membern: keterangan, Kesempatan
atau sarana guna melakukan tindak

ditalsatkan  sebap  delik  mateml;
bukan delilk formil. Selenckapnya
Iihat: fd., him. 185-206.
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pidana, diancam dengan pidana
penjara paling lamy scmbilan bulan
atav pidana denda palimg banyak
empat ribe lima ratus rupiah.

Pasal 163

(1)Barang siapa menyiarkan, mem-
pertunjukkan atau mencmpelkan
di muka unmum tulisan yang berisi
penawaran untuk member kete-
rangan, kesempalan alau sarana
cuna melakukan undak pidana
dengan maksud supava pena-
waran itu diketahni atau lehih
dikctahui olch umum, diancam
dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua mingpu
atau pidana denda paling banyak
empal ribu hima ratus rupah.

(2)Jika wyang bersalah melakukan
kejahatan tersebut pada waktu
menjulankun pepcanamnnya  dan
pada saat itu belom lewat lima
tabun  scjak  pemidanaannya
menjadi tetap karena kejahatan
semacam  wu o juga  yang
bersangkutan  dapat  dilarang
menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 163 bis
(1) Barang siapa dengan
menggunakan salah satm sarana
tersebut dalam Pasal 55 ke-2
berusuha  menggerakkan orang
lain supaya melakukan kejahatan,
dan kejahatan itu atau percobaan
untuk ite dapat dipidana tidak
lerjadi, diancam dengan pidana
penjara paling lama enam tabun
atau pidana denda paling banyak
lLga ralus ruplah, telapr dengan
pengertian  hahwa  sekali-kali

tidak dapat dijatnhkan pidana
vang Ichih berat daripada yang
dapat dyamhkan karena perco-
baan kejahatan atau apabila per-
cobaan v fidak dapat dipidana
kareng kejahatan itu sendin,

(2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika
lidak mengakibalkan kejahalan a-
lau percobaan kejahatan disebab-
kan karena kehendaknya sendin.

Pasal 164

Barang siapa mengetahui ada sesuatu
permufakalan ontuk  melakukan
kejahatan  herdasarkan pasal-pasal
104, 106, 107, dan 108, 113, 115,
124, 187 atau 187 bis, sedang masih
ada waktu untuk mencegah kejahatan
itu, dun dengan sengaja tidak segera
memberitahukan tentang hal itu kepa-
da pejabat kehakiman atau kepolisian
atau kepada orang yang terancam
aleh kejahatan 1tu, dipidana jika
kejabatan itu jadi dilakukan, dengan
piduana penjara paling lama satu tahan
cmpat bulan alau pidana denda paling
hanyak tiga ratus rupah.

Pasal 165
(1) Barang siapa mengpetahui ada niat
untuk  melakukan  salah st
kejahatan berdasarkan pasal-
pasal 104, 106, 107, dan 108, 110
- 113, dan 115 - 129 dan 131 atan
niat untuk lari dan tentara dalam
masa perang, untuk desersi, untak
memhuneh  dengan  rencana,
untuk rmenculik atau memnerkosa
atau mengetahui adanya niat
untuk  melakukan  kejahatan
tersebut dalam bah 8 dalam kitab
undang-undang ini, sepanjang
kejahatan itu  membahayalkan
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nyawa orang atau  untuk
melakukan salabh satin kcjahutan
herdasarkan Pasal- Pasal 224,
228, 250 atau salah satu kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 264 dan
275 sepanjang mengenai  surat
kredst yang diperontukkan bagi
peredaran, sedany masith  ada
wakiu untuk mencegah kejahatan
itu, dan dengan sengaja tidak
segera memberitahukan hal itw
kepada pejabat kehakiman atan
kepolisian atau kepada orang
yang terancam oleh kejahutan itu,
dipidana jika kejahatan itu jadi
dilakukan, dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau
pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana tersebut diterapkan terha-
dap orang yang mengetahut bah-
wa sesuatu kejahatan berdasarkan
ayat (1) telah dilakukan, dan telah
membahayalian nyawa orung pa-
da saat akibat masih dapat dice-
gah, dengan sengaja tidak mem-
beritahukannya kepada pihak-
pihak tersebut dalam ayat (1).

Pasal 166

Ketentuan dalam Pasal 164 dan 165
tidak berlaku bagi orang yang dengan
mcmberituhuken itu mungkin menda-
tangkan bahaya penuntutan pidana
bagi diri sendiri, bagi seorang keluar-
ganya sedarah atau semenda dalam
garis lurus atau caris menyimpang
derajal kedua atan ketiga, bagi suami
atan bekas snaminya, atau hagi orang
luin yang jika ditentut, berhubung
dengan jabatan atau pencarianmya,
dimungkinkan pembebasan menjadi
saksi terhadap orang tersebul.

Pasal 167

(1) Barang siapa memaksa masuk ke
dalam rmah, reangan  atau
pekarangan lertulnp yang dipakal
grang lain denpan melawan
hukum alau berada di siwn dengan
melawan hukum, dan atas pee-
mintzan yang berhak atau suru-
hannya tidak pergi dengan segera,
diancam dengan pidana penjara
paling lema sembilan bulan alau
pidana denda paling banyak
empal ribu ima ralus rupiah.

(2) Barang siupa mnmsuk  dengan
mermsak atan memanjat, dengan
menggunakan anak kunci paisu,
perintzh  palse  ataun  pakaian
Jabatan palsu, atav barang slapa
lidak setahu vang berhak lebih
dabulu  serta bukan karena
kekhiialan musuk don kedapatan
di situ pada waktu malam,
dianggap memaksa masuk.

(3} Jika mengeluarkan ancaman atau
menggunakan sarana yang dapat
mengkutkan  orang,  diancam
dengan pidana penjara  paling
lama satu tahun empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat (1)
dan 3 dapat ditambah sepertiga
Jika vang melakukan kejahatan
dua orang ataw Ichih dengan
bersekutu.

Pasal 168
{1) Barang siapa memaksa masuk ke
dalum  ruangan untuk dinas

umum, atau berada di sitn dengan
meclawan hukum, dan atas per-
minlaan pejabat yang berwenang
tidak pergi dengan segera, dian-
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cam dengan pidana penjara paling
lama cmpat bulan dua minggu
alan pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa masuk dengan
merusak atau memanjat, dengan
menggunakan anak EKunci palsu,
periniah palsu, alau  pakaian
jabatan palsu, alan barang siapa
Adak setahu pejubat vang berwe-
nang lebih dahule serta bukan
karena kekhilatan masuk dan
kedapatan di situ pada wakiu ma-
lam, dianggap memaksa masuk.

(3)Jika ia mengeluarkan ancaman
atau menggunakan sarana yang
dapat menakutkan orang,
diancam dengan pidana penjara
menjadh paling lama satn tahun
empat bulan.

(4) Pidana tersebul dalam avat (1)
dan 3 dapat ditambah sepertiga,
Jka yang melakukin kejahutan
dua orang atau lebih dengan
bersekutn.

Pasal 169
(1) Turul serta dalam perkunmpulun
yang  bertujupan  melakukan

kejahatan. atau tumi serta dalam
perkinpulan  lainnya  yang
dilarang oleh  aturan-aturan
umum, digncam dengan pidana
penjara paling lama enam tabhun,

(2} Turut serta dalam perkumpulan
yung  bertyjuan  melakukan
pelanggaran, diancam  dengan
pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda
paling bhanvak empal ribu lima
ratus rupizh.

(3) Terhadap pendiri atau pengurus,
pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 170

(1) Barang siapa dengan terang-
tcrangan  dan  dengan  tenaga
bersama menggunakan kekerasan
lerhadap orang alan barang, dian-
cam dengan pidana penjara paling
lama lima takhun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling
lama  tujuh  tahun, Jjika 1a
denran  sengya  menghan-
curkan bharang atau jika
kekerasan yang digusakan
mengakibatkan luka-luka;

2. dengan pidana pengara paling
lama sembilan tahun, jika
kelerasan mengakibatkan
luka berat;

3. dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun, jika ke-
kerasan mengakibatkan maul.

(3) Pasal 89 tidak dilerapkan.

Pasal 171

Pasal ini ditiadakan Undang-Undang
No. 1 Talmun 1946, Pasal §, butir 37.

Pasal 172
Barang siapa dengan sengaja
mengganggu  ketenangan  dengan

mengeluarkan teriakan-teriakan, atan
tanda-tanda bahaya palsu, diancam
dengan pidana penjara paling lama
tiga minggu atan pidana denda paling
banyak sembilan ratus ruprah.

Pasal 173

Barang siapa dengan kekerasan atad
ancaman kekerasan mennolany rapal,

wvmum  vang dizinkan, diancam
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dengan pidana penjara paling lama
saty tahun.

Pasal 174
Barang siapa dengan  sengaja
mengganggu rapai umum vang

diizinkan dengan jalan memmbulkan
kekacauan agan suara gaduh, diancam
dengan pidana penjara paling lama
tiga minggu atan pridana denda paling
hanyak scmbilan ratus rupizb.

Pasal 175
Barang siapa dengan kekerasan atau
ancaman  kekerasan mcrintangi

pertemuan keapamaan vang bersifat
wnum dan diizinkan, atau upacara
keagamaan yung Jdoankan,  alzu
upacara penguburan enazah,
diancam dengan pidana penjara
paling lama sam tahun empat buian,

Pasal 176

Barang siapa dengan sengaja meng-
gangou pertemuan keagamaan yang
bersifat, umum dan diizinkan, atau
upacara keagamaan yang diizinkan
atan upacara petgubueran jenazah,
dengan menimbulkan kekacauan ataw
spara gaduh, diancam dengan pidana
penjara paling lama safu bulan dua
minggu atan pidana denda paling
banyak scribu delapan ratus rupigh,

Fasal 177

Idancam dengan pidana penjara

paling Fama ¢mpat bulan dua minggu

atau pidana denda paling banyak

seribu defapan ratus rupiah:

1. barang siapa menertawakan seo-
rang petugas agama dalam men-
jalankan tugas vang diizinkan;

Z. barang siapa menghina benda-
benda untuk keperluan ibadat di
leropal atau pada walkdu 1badat
dilakukan.

Pasal 178

Barang siapa dengan sengaja
metrintangi atan menghalang-halangi
jalan masuk  atan  pengangkutan
mayat ke kuburan wyang diizinkan,
diancam denpan pidana penjara
paling lanw salu bulan dua nrnggu
atan pidana denda paling banyak
seribu delapan raws rupiah.

Pasal 179
Barang siapa dengan  sengaja
menodai kuburan atav  dengan
sengaja  dan  melawan  hukum

menghancurkan atau merusak tanda
peringatan  di  tempat  kubaran,
diancam dengan pidanz penjara
paliny lama satu tahun cmpat bulan.

Pasal 180
Barang siapa dengan sengaja dan
melawan  hukumn  nenggabll  alau
mengambil jenazah atan
memundahkan atan  mengangkut
jenazah  yang  sudah  digall  ataw
diambil, diancam dengan pidang
penjara paling lama satu tahun empat
bulan atan pidana denda paling
banyak cmpat riba lima ratus rupiah,

Pasal 181
Barang s1apa menguhur,
menyembunvikun, membawa lan

atau menghilangkan mayat dengan
maksud menvembunyikan kematian
alau kelahiraonya, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan



Eitab Undang-Undang ITukum Fidana: Buko Kedua - Kejahatan 41
L ___

bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.

BARB VI
PERKELAHIAN TANDING

Pasal 182

Dengan pidana penjara paling lama

sembiian bulan, diancam:

(1) barang siapa menantang seorang
untik perkelalian tanding atan
menyuruh orang menerima tanta-
ngan, bilamuna bhal itu meng-
akibatkan perkelahian tanding;

(2) barang siapa dengan sengaja
meneruskan tantangan, bilamana
hal it mengakibatkan
perkelahian tanding,

Pasal 183

THancam dengan pidana penjara
paling lama enam bulan atau pidana
denda paking tinggi tiga ratus rupiah,
Parang siapa di muka umum atau di
hadapun pihak ketiga mencerca atan
mengejek seseorang oleh karena yang
bersangkutan tidak man mencentang

alav  mepolak  tantangan  untuk
perkelahian tanding.
Pasal 184
(1) Seseorang  diancam  dengan
npidana pengara  paling  lama

scmbilan bulan, jika ia dalam
perkelahian tanding im tidak
melukal mboh pibak lawannya.

(2) Diancam dengan pidana penjara
paling lama satw tahun dan empat
bulan, barang siapa melukai
tubub lawannya.

(3} Diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun, baranp

siapa  melukai  berat tubuh
lawannys.

(4) Burung siapa yung merampas
nyawa lawannya, diancam de-
ngan pidana penjara paling iama
tnjuh tahnn, atau jika perkelahian
tanding it dilakukan dengan
perjamian  hidup  atau  mati,
diancam dengan pidana penjara
paling luma dua belas fahun.

(5) Percobaan  perkelalian anding

tidak dipidana.

Pasal 185

Barang swapa  dalam  perkelalnan
tanding merampas nyawa pihak
lawan atau melukal tubuhnya, maka
diterapkan ketentian-ketentuan
mengenar pembunuhan  berencana,
pembunuian alau penganiayaan;

1. pka persvaratan tdak diatar
lerlebih dahln:

2. jika perkelahian tanding tidak
dilakukan di hadapan saksi kedua
belah pihak;

3. jika pelaku dengan sengaja dan
meragikan pihak lawan, bersalah
melakukan perbuatan  pentpuan
atau  yumy menyimpany dan
persyaratan.

Pasal 186
(1) Para saks1 dan dokler yang
menghadid perkelahian tanding,
ndak dippdana.
(2) Para saksi diancam:

1. dengan pidana pengara paling
lama tiga tahun, jika
persyaratan  tidak  diatur
terlebih dahulu, atau jika para
suksl menghasut pura pihuk
untuk perkelahian tanding;
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2. dengan pidana penjara paling
lama empat tahun, jika para
saksi  dengun  sengaja  dan
merugikan salah satw  atan
kedua belah pihak, bersalah
melakukan perbuatan  peni-
puan atau membiarkan parca
pihak melakakan perbuatan
penipuan, atan membiarkan
dilakukan penyImpungan
daripada syarat-svarat;

3. ketentuan-ketentuan  menge-
nal pembunuhan berencana,
pembunuhan atau penganta-
vaan  ditcrapkan  terhadap
saksi dalam  perkelahian
tanding, di mana satu pihak
dirzmpas  nyawanya  dlau
menderita  karena  dilukai
tubvhnya, jika ia dengan se-
ngaja dan merugikan pihak itu
bersalah  melakukan  per-
buatan penipuan atau meimbi-
arkan penyimpangan dari
persyaralun yung merugikan
vang dikalahkan atan dilukai.

BAB VI
KEJAHATAN YANG
MEMBAHAYAKAN

KEAMANAN UMUM BAGI

ORANG ATAU BARANG

Pasal 187

Barang siapa dengan sengaja

menimbulkan  kebhakaran, ledakan

1.

atau baniir, diancam;

dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun, jika karena
perbuatan tersebut di atas timbul
bahaya umuwm bagi barang;

Z. dengan pidana penjara paling
larna lima belas tahun, jika karena
perbuutan tersebut di atus limbul
bahaya bagi nyawa orang lain;

3. dengan pidana penjara seumur
hidup atau sclama waktu tericniu
paling laina dua puluh tahun, jika
karena perbuatan tersebut di atas
timbul bahaya bagl nyawa orang
lain dan mengakibatkan orang
mali.

Pasal 187 his

(1) Barang siapa membuat,
menerims, berusaha memperoleh,
mempunyai persediaan,
menyembunyikan, mengangkut
atan memasukkan ke Indoncsia
bahan-bahan, henda-benda ataun
perkakas-perliakas yang
diketahui atau selayaknya harus
diduga bahwa diperuniukkan,
atau kalau ada kesempalan akan
diperuntekkan, untuk
mcnimbulkan  ledakan  yang
memhahayakan nyawa orang atau
menimbulkan bahaya wmum haga
barang, diancam dengan pidana
penjara paling lama delapan
lahun atau pidana kurungan
paling lama satu tahun;

(2) Tidak mampunya bahan-bahan,
benda-benda atauw perkakas-
perkakas untuk  menimbulkan
ledakan; seperti tersebut di alas,
tidak menghapuskan pengenaan
mdana.

Pasal 187 ter

Permufakatan Jjahat, ntuk
melakukan salah satw  kejahatan
lersebul dalam Pasal 187 dan 187 bis,



Eitab Undang-Undang ITukum Fidana: Buko Kedua - Kejahatan 43
L ___

diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun,

Pasal 188

Baranpg siapa karena kesalahan
{lealpaan} menyebabkan kebalgran,
ledakan atau banjir, diancam dengan
mdana penjara paling lama lima
tahun atan pidana kurungan paling
lama satu tahun atau pidana denda
puling banyak cmpat ribu lima ratus
rupiah, jika karena perbuatan itu
timbul bahava umum bagi barang,
jika karena perbuatan itv tfimbul
bahaya bagi nvawa orang lain, atan
jika Karena perbuatan (tu
mengakihatkan orang mati,

Pasal 189

Barang siapa pada waktu ada atau
akan ada kebakaran, dengan sengaja
dan meclawan hukum menyvembunyi-
kan atau membikin tak dapat dipakai
perkakas-perkakas  atau  ailat-alat
pemadam api atan dengan cara apa
pun merntangi atau menghalang-
halangi pekerjaan memadamkan api,
diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun,

Pasal 19{)

Barang siapa pada waktu ada, atau
akan ada banjir, dengan sengaja dan
melawan hukmm  menyembunyikan
atau membikin tak dapat dipakai
bahan-bahan uniuk tanggul  ataw
perkakasperkakas ataw menggagal-
kan usaha wuntuk membetulkan
tanggul-tanggni atan  bhangunan-
hungunan pengairan, atau mMerintangi
nsaha untuk mencegah atau menahan

hanjir, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun,

Pasal 191

Barang  siapa  dengan  sengaja
menghancurkan, membikin 1ak dapat
dipakai atan merusak bangunan untuk
menahan atan menvalurkan diancam
dengan pidana penjara paling lama
mjuh tahun jika karenz perhuatan itu
timbul bahaya banjir.

Pasal 191 bis
Barang siapa dengan sengaja meng-
hancurkyn, mcrusak ataun membikin
tak dapat dipakai bangunan listrik,
atall  menyebabkan  jalan  atan
bekerganya bangunan u lerganggu,
atau menggagalkan atau memper-
sukar nsaha untuk menyelamatkan

atan  membentikan  bhangunan 1,

diancam:

1. dengan pidana ponjura  paling
lama seinbilan bulan atan pidana
denda paling banyak empat, ribi
lima rams rupiah, jika karena
perbuatan e tmbul rinangan
atan kesukaran dalam penyerahan
tenaga listrik untuk kepentingan
LT,

2. dengan pidina penjara paling
lama tujuhk tahon, jika karena
perbuatan 1ifu timbul bahaya
umum bagi barang;

3. dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun, jika karena
perbuatan itu timbul hahaya bagi
nyawa orang lain;

4. dengan pidana penjara paling
laxma lima belas tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi
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nyawa  orang lain dan
mengakibatkan orang mati.

Pasal 191 ter

Baranp siapa karena kesalahannya
{lkealpaannya) menyebabkan suatn
bangunan hstrik hancor, rusak atan
tak dapat dipakai atapn menvebabkan
jalannya atau bekerjanya bangunan
itn  terganggu, atan wsagha untuk
menyclamatkan  atau  membetulkan
angunan it gagal ataz menjadi
sukar, diancam:

1. dengan pidana penjara paling la-
ma empat bulan dua minggu atau
pidana kurungan paling lama tiga
bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribi lima ratus
rupiah, jika memimbulkan nnta-
ngan atau kesukaran dalam mem-
betrikan tenaga listrik untuk ke-
peatingan nmom atau menimbul-
kan bahaya umum bagi barang;

2. dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana
kurungan paling lama enamn bulan
alan prdana denda paling banyak
empal ribu lima ratus rupiah, jika
membahavalun nyvawa  oranyg
lain;

3. dengan pidana penjara paling
Jama satu tahun cmpat bulan atau
pidana kurungan paling lama satu
tabun, jika mengakibatkan orang
matll.

Pasal 192
Barang siapa dengan sengaja meng-
hancurkan, membikin lak dapal dipa-
kal atau merusak bangunan untuk lalu
imlas uroum, atu mennlangd jalan
umum darat atau air, atag meng-

gapalkan usaha untuk pengamanan

bangunan atau jalan itn, diancam;

1. dengan piduna penjara  puling
lama sembilan tahun, jika karena
perbuatan itv timbul bahaya bagi
keamanan lalz lintas;

Z. dengan pidana penjara paling
larmg lima belas tabam, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bag
keamanan lalu  lintas  dan
mengakibatkan orang maii.

Pasal 193

Barang siapa karena kesalahannya
{keulpaunnya} mnenyebubkun
hangunan untuk laln hntas umum
dihancurkan, tidak dapat dipakai atan
memsak, atan menyehabkan jalan
wmum darat atau air dinntangl, atau
wsaha untuk pengamanan bangunan
atan jalan itu digagatkan, diancam:

1. dengan pidana pentara paling
lama empat bulan dua minggu
atau pidana kurungan paling lama
tiga bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima
ratus  ruplah, jika  karcna
perbuatan itu timbul bahaya bagi
keamanan lalu lintas;

2. dengan pidana penjara paling
lama satn tahunr empat bulan atau
pidana kurungan paling lama satu
tahun, jika karcna perbuatan itu
mengakihatkan orang mati.

Pasal 194
{1) Barang siapa dengan sengaja
memmbulkan babayu bau luln
lintas umum yang digerakkan
olch tenaga uap atsa berkekuatan
mesin lain di jalan kereta api atau
trem, diancam dengan midana
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penjara paling lama lima belas
tahun,

(2) Jika perbuslan ily 1mengakibal-
kan orang mati, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara
seumur - hidup  atan pidana
penjara selama wakiu tertentn
pahng lama dua puluh tahur,

Pasal 195
(1) Barang siapa karena
kesalahannya {(kealpaannya)

memmbulkan bahava bagy lulu
lintas umum vang digerakkan
aleh lenaga uap atau kekuulan
mesin lain di jalan kereta api atan
trem, diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan
bulan atan pidana  kurungan
paling lama enam bulan alau
pidana denda paling banyak
empul nibu lima ratus rupluh.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
arang  mati, vyang bhersalah
diancam pidana pcnjara paling
lama satu tahun empat bulan atau
pidina kurungan paling lama sagu
tahumn.

Pasal 196

Barang  siapa  dengan  sengaja
menghancurkan, merusak, mengam-
bil atau memindahkan tanda untuk
keamnunun  pelayaran, alau  meng-
gagalkan bekerjanya atau memasang
tanda vang keliru, diancam:

1. dengan pidana  penjara  paling
lama dua belas tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi
keamanan pelayaran,;

2. dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun, jika karena

perbuatan itu timbul bahaya bagi

keamanan pelayaran dan
mengakihatkan lenggelam atau
terdamparnya kapal;

3. dengan pidana penjara seumur
hidup alan pidana penjara selama
walkiu tertentu paling lama dua
puluh  iahun, jika  karena
perbuatan itu timbul bahava bag
keamanan pelayaran dun
mengakibatkan orang mati.

Pasal 197

Baranmg siapa  karena  Kesalahan

{kealpaan) menyebabkan tanda untuk

keamanan dihancurkan, dirusak;

diambil atau dipindahkan. atau
menyebabkan dipasang anda yang
kelirn, diancam:

1. dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu
atau plduny kurungan puling lama
tiga bulan atau pidana denda
paling banvak empat ribu lima
ratus rupiah, jika karena per-
buatan 1tn pelayaran ddak aman;

2. dengan pidana penjara paling
lama semivlan bulan atan pidana
knrungan paling lama enam bulan
atau pidana denda paling banyak
empat, ribu limz ratus rupiah, jika

karcna perbuatan itu
mengakibatkan tenggelam ataun
terdamparnya kapal,

3. dengan mdana penjara paling
lama satu tahun empat bulan atau
pidana kurnngan paling lama sac
lahun, jika karena perbuatan il
mengakihatkan orang mati.

Pasal 198

Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum menenggelamkan
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atan mendamparkan, menghancur-

kan, membikin tidak dapat dipakai

alav merusak kapal, diancam:

1. dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun, jika karena
perbuatan it timbul hahaya hagi
nyawa crang lain;

2. dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara selama
waktu tertentd paling lama doa

puluh  tahun, jika  Xarena
perbuatan itu timbul habhaya bagi
nyawa  orang lain dan

mengakihatkan orang mati.

Pasal 199

Barang siapa karena kesalahan

(kealpaannya) menyebahkan kapal

tenggelam atau terdampar,

dihancurkan, udak dapat dipakai aian
dirusak, diancam:

1. dengan mdana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana
kurungan paling lamia enam hulan
atau pidany denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah, jika
karena  perbuatan itn timbul
bahaya bagi orang lan;

2. dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan atau
pidana kuwmngan paling lama satu
tabun, jika karena perbuatan itu
mengukibatlean orang mati.

Pasal 200
Barang siapa dengan  sengaja
menghancurkan dtaun meorusak

gedung atan bangunan diancam:

1. dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun, jika kurcny
petbuatan  ilu  wmbul  bahava
umuim bagi barang;

2. dengan pidana penjara paling
larna lima belas tahun, jika karena
perbuulan ilu imbul bahaya bug
nyawa orang lain;

3. dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidanya penpara sclama
wakt: tertentu paling lama duaa

puluh  tahun, jika  karena
perbuatan itu timbul bahaya bag
nyawa  orang lain  dan

mengakibatkan orang mali.

Pasal 201

Barang siapa karena kesalahannvya

(keulpaunnya) menyebabkun gedung

atan  bangunan dihancurkan atau

dirusak, diancam;

l. dengan pidana penjura paling
lama empat balan dua minggu
atau pidana kurungan paling lama
tiga bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah, jika perbualan ilu
menimbulkan hahaya nmum bagi
barang;

2. dengan pidina  penjara pahing
lama sembilan bulan atan pidana
kurungan pabng larna enam bulan
atav pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupial, jika
perbuatan  itm  menimbulkan
bahava bagi nyawa orang;

3. dengan pidana penjara paling
lama satu tabhun empat bulan atun
pidana kurungan paling lama satu
tahun  jika  perbuutan itu
mengakibatkan orang mat.

Pasal 202
(1) Barang  sigpa  memasukkan
barung sesualu ke dalam semur,
pompa, sumber atau ke dalam
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petlengkapan air minum untuk
umum atau untuk dipakal olch
alan bersama-sama dengan orang
lain, padabal diketahoinya
abwa karena perbuatan itn air
lalu berbabaya bag nyawa atau
kesehatan OTUAg, digncam
dengan pidana penjara paling
lama lima belas iahun.

(2) Jiku perbuatan itu mengakibat-
kan orang mati, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara
seumur hidup atan pidana
penjara selama wakin tertentn
paling lama dua puluh tahun.

Pasal 203
(1) Barang siapa karena
kesalabannya {kealpaannya)
menyebabkan bahwa barang

sesuaty  dimasukkan ke dalam
SUMuUr, ponpi, sumber alau ke
dalam perlengkapan air minum
untuk vmum atau untuk dipakai
oleh, atau bersama-sama dengan
orang lain, sehingga karena
perbuatan 1y air lahu berbahaya
bagi nyvawa atau kesehatan orang,
dimcam dengan pidana penjuara
paling laina sembilan bulan atan
pidana  kurungan paling lama
enam: bulan atan pidana denda
paling banyak empat ribu lima
ratus rupizh.

(2) Jika perbustan 1u mengakibatkun
orang mati, vang bersalah
diancam dengan pidana penjara
paling lama satn tahun empat
bulan atan pidana kurungan
paling lama satn tahun,

Pasal 204

(1) Barang siapa menjual,
menawarkan, menpyerahkan ataun
membapgi-bagikan barang vyang
dikelahwinya  meenbahayakan
nyawa atau kesehatan orang,
padahal sifal berbahava ilu tidak
diheritahukan, diancam dengan
pidana pcnpara paling lama himg
belas tahun.

(2) Jika perbuatan it mengakibat-
kan prang mati, yang bersalah
diancam dengan pidana penjarc:
seumur hidup atav  pidana
pemjara selama wakin  ertentu
paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205

siapa karena
kesalahannya (kealpaannya)
menyehabkan barang-barang
vang berbahaya bagl nyawa atan
kesehatan nrang, dijual,
diserahkan atan  dibagi-bagikan
lanpa dikelahu silal
berbahavanya cleh yang membeli
atan yang mempercleh, diancam
dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan ataw pidana
lnrangan paling lama enam bilan
atau pidana denda paling banyak
etnpat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
orang matl, vyang bersalah
diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat
bulan  atan  pidina  kurungan
paling lama satu tahun.

(3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 206

(1) Dalam bal pemidanaan karena
salah satn kejahatan berdasarkan

(1) Barang
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bab ini, yang bersalah dapat dila-
rang menjalankan pencariannya
ketika melakukan  kejahatan
tersebut.

(2) Dalam hal pemidanaan berdasar-
kan salah satn kejahalan dalam
Pasal 204 dan 203, hakim dapat
memerintahkan supaya putusan
diumumkan

BAB VIII
KEJAHATAN TERHADAP
PENGUASA UMUM

Pasal 207

Barang siapa dengan sengaja di muka
urnurtl  dengan Bsan alau  whsan
menghina suatu penguasa alau badan
umum vang ada di Indonesia,
dizmcain  dengan  mdana penjara
paling lama satu tahun enam bulan
atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rapiah.

Pasal 208

(1) Barang siapa menyiarkan, mem-
pertunjukkan aiau menempelkan
di muka umum suatu tulisan atau
lukisan yang memual penghinaan
terhadap penguasa atau badan
vmum yang ada di Indoncsia
dengan maksud supaya isl yang
menghina 1tu diketahui atau lebih
diketabm oleh umum, diancam
dengan pidana penjara paling
lamma empal bulan atau prdana
denda paling hanyak empat ribu
lima ratus rupiah.

2 Pusul 209 dan Pasal 210 KUHP
difiadakan/dihapus berdasarkan
tIndang-LIndang Nomor 20 Talum

(2) Jika yang bersalah melakukan ke-
jahatan tersebut dalam pencarian-
nya dan ketuka sty beluin lewat
dva tahun sejak adanya pemida-
naan yang menjadi tetap kKarena
kejahalan semacam itu  juga,
maka yang bersangkutan dapat
dilarang mengabankan pencarian
tersebut.

Pasal 209 dan Pasal 210*°

Pasal 211

Barang siapa dengan kekerasan atau
ANCLmMAN kekerasan memaksa
seoranyg  pepubut  untuk  melakukan
petbuatan jabatan atau antuk tidak
melakukan perbuaitan jabatan vang
sah, diancam dengan pidana penjara
paling lama empas tahun.

Pasal 212

Barang siapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan melawan seorang
pejabal yang sedang menjalankan
tugas yang sah, ataw orang yang
wenurul kewaliban  undang-undanyg
atau atas pernlintaan pejabat memben
pertolongan kepadanya, diancam
karena melawan pejabal, dengan
piduna penjara paling lama satu tuhon
empat bulan atan prdana denda paling
hanyak empat ribu lima ratus rapiah.

Pasal 213

Puksaan dan perlawanan berdasarkan
Pasal 211 dan 212 diancam:

2001, Selengkapnyva lihet: fhed, hlm,
5.
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1. dengan pidana penjara paling
lama lima tahun, jika kejahatan
alau perbualan Iamnya kelika itu
mengakibatkan luka-luka;

2. dengan pidana penjara paling
lama dclapan tahun cnam bulan,
jika mengakibatkan luka-lika
berat;

3. dengun prlana penjurn pubing
lama dua belas tabun jika
mengakibatkan orang mati.

Pasal 214

(1) Puksaan dan perlawanan
berdasarkan Pasal 211 dan 212
jika dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan hersekum,
diancam dengan pidana penjara
puling lama tujuh tahun.

(2} Yang bersalah dikenakan:

1. pidana penjara paling lama
delapan tahun enam bukan,
fika kejahatan atan perbuatan
lainmnya ketika i1
mengakibatkan luka-luka;

2. pidana penjara paling luama
dugz bhelas  tahun, jika
mcngakibatlkan luks berat;

3. pidana penjura paling lama
lima belas tahun, jika
mengakibalkan orang mati.

Pasal 215
Disamakan dengan pejabat dalam
Pasal 211-214:

i. orang vang menurul keleniuvan
undang-undang tems-menerns
atay untuk sementara wakeu
diseraln memalankan sesuatu
jabatan nmum;

2. pengurys dan para pegawal
yvang disumpah serta pekerja-

pekerja pada jawatan kereta
api dan trem untuk lalu lintas
umum, di mana pengangkutan
diialankan dengan tenaga uap
atau mesin lainnya.

Fasal 216

(1) Rarang siapa dengan sengaja
tidak mcnuruti  perintah atan
permintaan  yang  dilakukan
menturut  undang-undang  oleh
pejubal YEILY, I asnyil
mengawasi sesunatu, ataa oleh
pejabal  berdasarkan tugasnya,
demikian pula yang dihen kuasa
entuk mengusut atau memeriksa
tindak pidana; demikian pula
barang siapa dengan  sengaja
mencerah, menyhalang-halangi
atau menggagalkan tindakan
guna menjalankan  ketentuan
undang- undang vang dilalkukan
cleh salah seoranz  pejabat
tersebut, diancam dengan pidana
penjara paling Fama empat bulan
dua minggu wtuu pidana denda
paling banyak sembilan ribu
rupiah.

(2) Disamakan  dengan  penjuhat
tersebut di atas, setiap orang yang
mcnurut ketentuan undang-

undang terus-inenerus atan nntuk
sementara waktu diserahi tugas
menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan
kejahatan belum lewat dua tahun
sejak adanya peimdanaan yuog
menjadi lelap karena kejahatan
semnacam itu juga, maka pidana-
nva dapat ditambah sepertiga.
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Pasal 217

Barang siapa menimbnlkan
kegaduhan dalam sidang pengadilan
utan di temput di mana  scorany
pejabat sedang menjalankan tupasnya
yang sah di muka uwmum, dan udak
pergn sesudah diperintah oleh atan
atas nama penguasa yang berwenang,
diancam dengan pidana penjara
rating lama tiga minggu atau pidana
denda paling banyak seribu delapan
ratus rupiah.

Paszal 218

Barang siapa pada waktu rakyat
datung berkerumun dengan sengaja
tidak segera pergl setelah diperintah
ltga kall oleh alaun alas nama pengu-
asa vang berwenang, digncam karena
ilut serta perkelompokan dengan
midana penjara paling lama empat
bulan dua minggu atau pidana denda
paling banyak sembilan ribu rupiah.

Iasal 219

Burang stupa secara melawan huloum
merobek, membikin tak dapat dibaca
atau  mermsak  maklumat  vang
divmumkan alas pama penguasa yang
berwenang atau menvrut, ketenmuan
undang-undang, dengan  maksud
untuk mencegah atin menyukarkan
orang mengetahw 151 makivmat ita,
disncam dengan pidana penjara
paling lama satu bulan dua minggu
alau pidana denda paling banvak
empat ribu lima ratus rapeah.

Pasal 220
Burang stapa membentahukan akaw
mengadukan bahwa telah dilalukan
suatu perbuatan pidana, padahal

mengetahw bahwa itu tidak dilaka-
kan, dignecam dengan pidana penjara
paling lama sam tahun empal bulan,

Pasal 221
(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan bukan alau
pidana denda paling banyak
cmpat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja
menvembunyikan orang yang
melakukan  kejahatan  atau
yany dituntut karena kejaha-
tan, atau barang siapa mem-
ben perlolongan  kepadunya
untuk menghindari penvidi-
kan atau penahanan oleh peja-
bat kehakiman atan kepoli-
slan, atau olebh orang lain vang
meaurwt ketenlnan undang-
undany terus menerus atau un-
tuk sernentara walktu diserah
tugas menjalankan jabatan
kepolisian,

2. barang siapa sctclah dilaku-
kan suatun kejahatan dan de-
ngan maksud untuk menutupi-
nya, atau untuk menghalang-
halangi atan mempersukar
penyidikan alau penuniulan-
nya, menghancurkan, meng-
hilangkan, mcnycmbunyikan
benda-benda terhadap wmana
atay dengan mana kejahatan
dilakukan atau bekas-bekas
kejahatan lainnva, atau mena-
nkoya dar pemeriksaan yang
dilakukan oleh pejahat keha-
kiman atau Kkepolisian mau-
pun nleh grang lain, yang me-

nurut  ketentuan  undang-
undang terus-menerus  dtau
antuk sementara waktu
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diserahi menjalankan jabatan
kepolisian,

(2) Aluran di atas Gduk berlaku bagi
arang yang melakokan perbuatan
tersebut dengan maksud untuk
menghindarkan alau menghalau-
kan bazhava penuntutan terhadap
seorang  keluargpa sedarah alaw
semenda garis lurus ataw dalam
gars menyimpany derajat kedua
atau ketiga, atau terhadap suami/
istrinya atau bekas suami/istrinya.

FPasal 222

Barang siapa  dengan  sengaja
mencegah, menghalang-halangi atan
menggagalkan pemeriksaan mayat
forensik, diancam dengan pidana
pemura paling lama sembilan bulan
atan pidana denda paling banyak
empat ribu lima racus rupiah.

Pasal 223
Barang slapa dengan  sengaja
melepaskan dlau rnemberi

periclongan kelika meloloskan diri
kepada orang vyang ditahan atas

perintah  penguasa wmumn,  alas
putusan  atan  ketetapan  hakim,
digncam dengan  pidang  penjara

paling lama dua tabhun delapan bulan.

Pasal 224
Barang siapa dipanggil scbagai saksi,
ahli atau juu bahasa menurut

undang-undanyg dengan sengaja tidak

memennhi  kewajihan berdasarkan

undang-undang vang harus

dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana. dengan
pidana penjara paling lama
sembilan bulan;

Z. dalam perkara lain, dengan
pidana penjara paling lama enam
bulun.

Pasal 225

Barang siapa dengan sengaja tidak
memenubi perintah undang-undang
untuk menyerahkan surat-surat vang
dianggap palsu atau dipalsukan, atan
yang harus dipakai untak
dibandingkan dengan surat lain yvang
dianggap pulsu atau dipalsukan alau
vang kebenarannya disangkal atau
idak diakui, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan

pidana penjara paling lama
semnbilan bulan;
2. dalam perkara  lain,  dengan

pidana penjara paling lama enam
bulan;

Pasal 226
Barang siapa dinyatakan pailit atan
dalam  keadaan tak mampu  atau
sebagal spumiAsin orany vang pailit
dalam perkawinan dengan persatuan
harta kekayaan atau sebagai pengurus
atau  komisaris  sualu  perseroan,

perkumpulan atau vayasan yang
dinyatakan pailit, dan dipanggil
berdasarkan  ketentuan  undang-

wndang unink memberi ¥Kelerangan,
dengan sengaja tidak hadir tanpa
alasan yvany  suli,  alau  engygan
member: Keterangan yang diminta
ataupun dengan sengaja memberi
keterangan vang kelim, diancam
dengan pidana penjara paling lama
saty lahun empat bulan,
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Pasal 227

Barang siapa melaksanakan suaku
hak, padahal 12 mengetahui bahwa
dengan putusan hakim hak tadi telah
dicabut, diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan
atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.

Pasal 228

Burang swapa  dJengan  sengaja
memakal 1anda kepangkatan atau
melakukan perbuatan yang termasuk
jabatan vang tidak dijabatnya atau
vang 4 sementara  dihentikan
daripadanya, diancam dengan pidana
penjara paling lama doa tahun ataw
prdana denda paling banyak ewpal
ribu lima ratus rupial.

Pasal 229
Barang siapa dengan  sengaja
memakal fanda kebesaran vang

berhubungan dengan pangkat atau
gelar  vyang  tidak  dimilikinya,
diancam dengan  pidane  penjara
paling fama empat bulan dua minggu
atau pidana denda paling banyak
empal ribu lima ratus rupiah.

Pasal 230

Pasal 1ini ditiadakan berdasarkan
Undung-Undang No.l Tuhun 1946
Pasal 8, butir 41,

Pasal 231
(1) Barang siapa dengan sengaja
imenartk suain barang yang disita
berdasarkan ketentuan undang-
undang atau yang dititipkan atas
perintah 'hakiin, atau dengan
mengetahyi bahwa barang ditarik

darl situ, menvembunyikannya,
disncam dengan pidana penjara
paling lama empat tabun,

(2) Dengan pidana vang sama,
diancam barang siapa dengan
sengaja menghancurkan, merusak
atau membikin tak dapat dipakai
barang vang disiia berdasarkan
ketentuan undang-undang.

{3) Penyimpan barang yang dengan
Sengaja melakukan alau
membiarkan dilakukan salzh sam
kejahatan 1w, atan  sebagai
pembantu menolong perbuatan
i, diancam dengan pidana
penjura paling lama lima tahun.

(4] Jika salah satu perbuatan dilako-
kan karena kealpaan penyimpan
barang, diancam dengan pidana
kvrungan paling lama satu bulan
atan pidana denda paling banyak

serihu delapan ratus rupiah.

Pasal 232
(1) Barang siapa dengan sengaja
memitus,  membuang  atuu

merusak penyepelan suatu benda
pleh alue alas numa peoguasu
umum vang berwenang, atau
dengan c<ara lain menggagalkan
pemitupan dengan segel, diancam
dengan pidana penjara paling
lamiy dua tahun delapan bulan.
{(2) Penyimpan barang yung dengan
sengaja melakukan atau membi-
arkan perbuatan terscbut, atau se-
bagal pembantu menolong perbu-
atan itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
(3) Jika perhuatan dilakukan karena
kcalpaan  penyimpan  barang,
diancam dengan pidana kurungan
paling lama satu bulan atau
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pidana denda paling banyak
seribu delapan rahis rupiah.

Pasal 233

Baranpg siapa dengan sengaja meng-
hancurkan, metrusak, membikin tak
dapat dipakai, menghilangkan ba-
rang-barang vang digunakan untuk
mevakinkan atau membukiikan sesu-
atm di muka pengnasa yvang herwe-
nang, akta-akta, surat-surat atae daf-
tar-daftar vang atas perintah pengu-
asa umuin, terus-menerus atan untuk
sementara wakta disimpan, atau dise-
rahkan kepada secrang pejabat, atau-
pun kepada orang lain uniuk kepen-
tingan ummum, diancam dengan pida-
na penjara paling lama cmpat tabun.

Fasal 234

Rarang siapa dengan sengaja menarik
dan alamainya, mcmbuka, atau
merusak surat- sorat atau barang-
barang lain yang diserahkan ke kantor
pos atau kantor lelegram, atau yang
telah dimasukkan dalam kotak pos
atan dipercayakan kepada seqrang
pembawa surat, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tabun
empat btlan.

Pasal 235

Jika vanyg bersalah melakukan salah
sat kejahatan berdasarkan Pasal 231
- 234, masuk ke tempat Kejahatan
dengan membongkar, merusak atau
memanjat, dengan memakal anak
kunci palsu, perintah palsu  atau
pakalan jahatan palsy, pidananya
bolch ditembah menjadi lipat dua,

Pasal 236

Barang siapa pada waktu damai
dengan memakat salah satu cara
berdusurkan Pasal 33 No. 2 senguja
menganjukan  seorang  anggota
tentara dalam dinas negara supaya
melarikan din, atau mempermudah-
nya menurut salah satw cara berdasar-
kan Pasal 56, diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 237

Barang siapa pada waktu damai
dengan memakai salah satu cara
berdasarkan Pasal 55 No. 2 scngaja
menganjurkan supaya ada hum-hara
ata  pemberontakan di  kalangan
angerola Angkalan Bersenjata dalam
dinas Negara atau mempermudatinya
menurut sesuatu cara yang berdasar-
kan Pasal 34, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tabun,

Pasal 238

Barang siapa tanpa persetujuan
Presiden mengajak musuk scorang
menjadl  tentara negara  asing,
diancam dengan pidana penjara
paling lama satw tahun empat bulan
atau pidana denda paling banvak
empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 239

Barang siapa tanpa perseinjuan
Presiden mengajak seorang warga
negara Tndonesia hekerja di loar
Indonesia atan untuk mempertunjuk -
kan di luar Indonesis cara sewajarnya
kehidupan rakvat Indonesia. diancam
dengun pwluna penjura paling luma
enam bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.,



54 Eitab Undang-Undang IInkum Fidana: Buko Eedua - Kejahatan
L ___

Pasal 240

(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan
bulan:
|. barang siapa dengan sengaja

membikin atau  menyuruh
membikin dirinya tak manmpu
untuk memenchl kewajiban
berdasarkan Pasal 30 Undang-
Undang Dasar  Republik
Indonesia,

Z. barang siapa atas permintaan
orang lain, dengan sengaja
membikin  orang 1m tak
mampu memenvhi kewajiban

tersebut,
(2} Jika perbuatan terakhir
mengukibutkan kematian.

diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun,

Pasal 241+

BARB IX
SUMPAH PALSU DAN
KETERANGAN PALSU

Pasal 242

(1} Barang siapa dalam keadaan di
mana undang-undang menentu-
kan supaya memberi keterangan
di alas sumpah elau mengadakan
akibat hukum kepada keterangan
yang demikian, dengan sengaja
membert keferangan palsn di atas
sumpah, baik denmgan lisan atau
tulisan, secara pribadi maapun

2l Pusul 241 KUHP ditiadukan/dihapus
herdasarkan Undang-Undang Dxairurat
Noamor 8 Tabun 1935 tentang Tindak

oleh krasanya vyanp Khusus
ditunjuk untuk itu, diancam
dengan pidana peniara pahing
lama tojuhl tahun.

(2) Jika keterangan palsu di atas
sumpah diberikan dalam perkara
pidana dan merugikan terdakwa
atau lersangka, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara
paling luma sembilan tahun.

(3) Disamakan  dengan  sumpah
adalah janji  atan  pengnatan
diharuskan menurut aturanaturan
umum  atan  yang  menjadi
pengganti sumpah.

() Piduna pencabutan huk
berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 4
dapat dijatuhkan.

Pasal 243
Ditwadakan berdasarkan
1931 No. 244).

Staatsblad

BAB X
PEMALSUAN MATA UANG
DAN UANG KERTAS

Pasal 244

Barang siapa meniru atau memalso
mala  usng  atau kerlas  yang
dikeluarkan oleh Negara atau Bank,
dengan maksud untuk mengedarkan
atau menynmh mengedarkan mata
Uang ataw uang kertas itu sebagali asli
dan tidak dipalsu, diancam dengan
piduna penjara paling lTama lima belas
tahum.

Fulany Impr, Selengkapnya lbal
fbid., hlm. 31.



Eitab Undang-Undang ITukum Fidana: Buko Kedua - Kejahatan 335
L ___

Pasal 245

Barang siapa  dengan  sengaja
mengedarkan mata panye atau uang
kertas yang dikeluarkan oleh Negara
atan Bank sebapai mata wang ataw
uang kergs asli dan tidak dipalsu,
padahal ditirn atau dipalsu olehnya

sendirl, atau wakin  diterima
diketabuinya bahwa tidak asli atau
dipalsu, ataupun harang siapa

menyimpan  atuu  memasukkan ke
Indonesia mata vang dan vang kertas
yvang demikian, dengan maksud
vntuk mengedarkan atan menyaruh
mengedarkan sebagai vang asli dan
tidak dipalsu, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima helas tahun.

Pasal 246

Barang stapa mengurangi nilai mata
nang dengan  maksud  unwok
mengeluarkan atan menyuruh
mengedarkan uang yang dikurangi
nilainya itu, diancam karena merusak
nang dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun.

Pasal 247
Barang siapa dengan sengaja
mengedarkan mata vang yang

dikurang: nilai olehnya sendiri atau
vang merusaknya waktu diterima
diketabui schagal vpang yung tidak
rusak, ataupun  barang  slapa
menyimpan atau memasukkan ke
Indonesia uang yang demikian 1tu
dengan maksud untuk mengedarkan
gtau  menyuruh  mengedarkannya
sebagal uwang vang Gdak rusak,
digncam  dengan  pidana  penjara
paling lama dua belas tahun.

Pasal 248
Dinadakan berdasarkan  Stoaisbleed
1938 Ng., 593,

Pasal 249

Barang siapa dengan  sengaja
mengedarkan mata uang yang tidak
asli, dipalsu atan dirusak atau aang
kertas Negara atau Bank yang palsa
atan  dipalsu, diancam, kecuyli
berdasarkan Pasal 245 dan 247,
dengan pidana penjara paling lama
etpat bulan dua minggu alav pidana
denda paling banyak empat ribu hma
ratus rupiah.

Pasal 250

Barang  siapa  membuat  atan
mempunyai persediaan bahan atan
benda yang diketahninya hahwa itn
digunakan untuk meniry, memalsu
atan mengurang! nilal mata vang,
atau untuk tmeniry atan memalsn uang
kerlis negara altau bank, dlancam
dengan pidana penjara paling lama
cnam tahun atau prdana denda puling
hanyak empat nbu lima rates ripiah.

Pasal 250 bis

Pemudanaan berdasarkan salah satu
kejahatan yang diterangkan dalam
bab ini : maka mata uang palsu,
dipalsu  alav dirusak, uvang kertas
Negara atau Bank yang palsu atau
dipalsukan, bahan-bahan atav benda-
benda yang menilik sifatnya
digungkan untuk mcniruy, memalsu
atan mengurangi nilal mata nang atan
uang kertas, sepanjang dipakal unfuk
alau menjudi obyek dadam melakukan
kejahatan, dirampas, juga apabila
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barang-barang it bukan kepunyaan
terpidany,

Pasal 251

Diancam dengan pidana penjara
paling lama satn tahun atan pidana
denda paling banyak sepuluh ribu
rupiah. barang siapa dengan sengaja
dan  tanpa  izin  Pemerinlah,
menyimpan atau memasukkan ke
Indonesia kepmg-keping atan
lembar-lembaran perak, baik yang
ada maupun yang tidak ada capnya
atau dikerjakan sedikit, mungkin
diangeap sebagai mata vang, padahal
lidak nyata-nyala akan digunakan
sehagai  perhiasan  atan  tanda
peringatun,

Fasal 232

Dalam bhal pemidanaan berdasarkan
salah satu kejahatan yang ditcrangkan
dalam Pasal 244 - 247, maka hak-hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 No. | - 4 dapal dicabn.

BAB XI
PEMALSUAN METEEAI
DAN MEREK
Pasal 233
Dhancam dengan pidana penjara

paling lama tyjuhl tahun:

(1)barang siapa meniru  atau
memalsu meterai VAN,
dikeluarkan  oleh  Pemenntlah

Indonesia, atau jika diperlukan
tanda tangan wantwk sahnya
meferai i, harang siapa meniru
atitn memalsn  tanda  tangan,
dengan maksud untuk memakai
atau  tmenvurah  orang  lain

memakal meterai itw  sebapai
mcteral yang  asli dan  tidak
dipalsu atau yang sah;

(2)barang  siaps  dengan  maksod
vang sama, membikin meteral
tersebut  dengan menggunakan
cap yang asli secara melawan
hukum.

Pasal 254

Diancam denpan pdana penjara

paling lama enam tahun:

1. barang siapa membubuhi barang-
barang emas atan perak dengan
merek Negara yang dipalsukan,
atau  detigan  tunda  keahlian
menvrut  undang-undang  yang
dipalsukan alav memalsu merek
atau landa wang asli dengan
maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai
sealah-nlah merek atan tanda o
asll dun Oduk dipalsu;

2. barang siapa dengan  maksud
vang sama membubuhi barang-
barang tersebut dengan merek
atau tanda, dengan menggonakan
cap vang aslt secara melawan
hukum;

3. barang siapa memberi, menam-
bah ytay memindah merek Nega-
ra yuny asli atau tanda kechhan
menurut undang-undang yang
asli pada barang emas atau perak
vang lain danpada vang semula
dibubshi merek atau tanda itu,
dengan maksud antuk memakai
atay menyuruh orang lain mema-
kan barunyg 1tu seolah-olah merek
atau tanda dari semola  sudah
dibubuhkan pada barang itu.
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Pasal 255

Diancam dengan pidana penjara

paling lama empat tahon:

1. barang siapa membubuhi barang
yang wanb dilera alau yang atas
permintaan vang berkepentngan
diizinkan untvk dilera atau ditera
lagi dengan tanda tera Indonesia
yvang palsu, atau barang siapa
memalsu tanda tera yang asli,
dengan maksud wntuk memakai
aluu menyuruh orang lain mena-
kai barang itn seolah-olah tanda
leranya asli dan Ldak dipalsu;

2. burang supa dengun maksud
yang sama membubuh merek
pada barang tersebut dengan
menggunakan cap  yang ash
secara melawan hukum;

. harang s1apa membori,
menambah  atau  mermmndabkan
iera Indonesia vang asli Kepada
barang vang lain daripada vang

T

sermmuta dibobult tanda o,
dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain
memiakal barang 1tu scolah-olah
tanda  tersebut  darl  semula
diadakan pada barang tu.
Pasal 256
Diancam dengan pidana penjara
paling lama tiga tahun;

1. barang siagpa membubohi merek
lain daripada vang tersebul dalam
Pasal 254 dan 235, vang menumt
ketentuan undang-undang  harus
atau boleh dibubuli pada barang
atau bungkusnya secara palsu
pada barang atau  bungkus
tersebut, denpgan maksud uniuk
memakai alau menyuruh orang

lain memakai barang itn seolah-
olah mercknya ash dan tidak
dipalsu;

2. barang siapa vang dengan
maksud vang sama membubuhi
merek  pada  barang  atav
bungkusnya dengan memaikai cap
yvang ash secara melawan hukus;

3. barang slapa memakal merek
vang asli untuk barang atau
bungkusnya, padahal merek uu
bukan unhik  harang  atau
bungkusnya 1tu, dengan maksud
untuk memakai atau menyurah
orang lain mcmakai barang itu
seolah-olah merek  tersebut
ditentukan untok barang itu.

Pasal 257
Barang siapa dengan  sengaja
memakal, menjual, menawarkan,
menyerahkan, Me mpuny:u
persediaan untuk  dijual, atau
memasukkan ke lndonesia, meterai,
tancla atan merek yang tdak asli,
dipalsu atau dibikin secara melawan
hukum, aitaopun benda-benda i
mana merek itw  dibubuhkannya
secura melawan hukum scolbah-olah
meterai, tanda atau merek itu asli,
tidak dipalsi dan tidak dibikin scoara
melawan  hukom, ataupun tidak
dibubuhkan secara melawan hukum
pada  benda-benda itn,  diancam
dengan pidana penjara sama denoan
yany ditentukan dalam Pasal 233 -

256, menurnt perbedaan  vang
ditentukan dalam pasal-pasal itu,
Pasal 258

(1) Barang siapa memalsu ukuran
atau takaram, unak imbangan alau
timbangan sesudah  dibubuhi
tanda tera, dengan maksud unwk
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memakal ataun menvuruh orang
lain memakai barang 1tu scolah-
alah ash dan tidak dipalsue,
diancanm dengan pidana penjara
paling lama tiga tahun,

(2) Diancam dengan pidana  yang

sama barang siapa dengan senga-
Ja memakal ukuran alau (akaran,
anak tumbangan atau timbangan
yang dipalsu, seolah-oluh barany
itu asli dan tidak dipalsu.

Pasal 259

(1) Barang siapa menghilangkan

landa wpkir pada burang yung
ditera dengan maksud hendak
memakai atan menvuruh orang
lain memakai harang itn senlah-
glah tidak diapkir, dianocam
dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan.

(2) Diancam dengan pidana vang

sama barang siapa  dengan
sengaja  memakai,  menjual,
menawarkan, menycrahkan atau
mempunvai persediaan  untuk
dijual suatu benda yang dihilang-
kan tanda apkimya seclah-olah
benda itu ndak diapkir.

Pasal 260

(1) Diancam dengan pidana penjara

paling lama empat tahun atau

denda paling banvak empat ribu

lima ratns rupiah:

1. barang siapa pada meterai
Pemerintah Indonesia  yang
leluh dipakm, menglangkan
cap yang punanva untuk tidak
memungkinkan  dipakainya
lagi, dengan maksud untuk
memakai atau  menyuruh

orang lain memaka, seclah-
oldh meterm it belum
dipakat;

2. barang siapa pada meterai
Pemerintah Indonesia vang
telah dipakai, dengan maksud
yang sama menghilangkan
tanda langan, cin alau lamnda
saar dipakainya, yang
menurut  ketentuan  undang-
undang harus dibubuhkan di
aias atau pada meterai-meteral
tersebut.

{(2) Diancam dengan pidana yang
sama barang  siapa dongan
sengaja  memakal,  menjual,
menawarkan, menyerahkan,
mempunyua  persedizan  untuk
dinal  atan memasnkkan ke
indonesia meteral yang capnyva,
tanda tangannya, ciri atan tanda
saat  dipakainva  dihilangkan,
sealah-olah 1neteral belum
dipakai.

Pasal 260 bis

(1) Ketentuan dalam Pasal 253, 258,
257, dan 260 berlaku juga
menurut perbedaan yang
diterrtukan dalam pasal-pasal 1lu,
yika perbuatan vang diterangkan
di situ dilakukan terhadap meterai
atau merek yang dipakal oleh
Jawatan Pos Indonesia atau suatu
NEart dsIny.

(2] Jika kejahatan dilakukan terhadap
meterai atau merek yang dipakai
oleh jawatan pos negara asing,
maksimum pidana pokok vang
ditentukan  bagl  kemhatan i
dikurangi sepertigza.
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Pasal 261

(1) Barang siapa menyimpan bahan
alau benda yang dikelahuinya
diperuntukkan untuk melakukan
salah  salu kejahalan  yanp
diterangkan dalam IPasal 253 atau
dalam Pasal 260 bis, berhubung
dengan Pasal 253, diancam
dengan  pidana  penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu
limi ratus Tupialy,

(2) Bahan-buhan duan burang-barany
i dirzampas.

Pasal 262

Dalam hal pemidanaan berdasarkan
salah satu kejahatan vang dilerangkan
dalam Pasal 253 - 260 bis, maka hak-
hak sehagaimana dimaksud dalam
I*asal 35 No. 1 - 4 dapat dicabut.

BAB XII
PEMALSUAN SURAT

Pasal 263

(1) Barang sispa membuat  surat
palsu atau memalsukan surat
yvang dapat menimbulkan sesuatu
hak, penkatan alau pernbebasan
hutang, atau yang diperuntukkan
sebagat bukti daripada sesuatu hal
dengan maksud wntuk memakai
atau  mcoywuh  orang  Jain
memakai syrat tersebut seclah-
olah  isinya benar dan tdak
dipalsu, diancam jika peinakuaian
tersebut  dapat  menimbulkan
kerugian, karena pemalsvan
surat, dengan pidana  penjara
paling lama enam tahun,

(2) Diancam dengan pidana yang
sama, barang  siapa  dengan
sengaja memaka sural palsu atau
yvang dipalsukan  seobah-olah
sefati, jika pemakalan surat it
dapat menimbulkan kemgian,

Pasal 264

(1) Pemalsuan surat diancam dengan
pidana penjara paling lama
delapan tahun, jika dilakukan
terhadap:

1. akta-akta otentik:

2. sural hulang alau serlzfikal
hutang dari sesuatu negara
atal bagiamiya ataupun dari
suatu lembaga umm;
sural sero atan hutang atau
sertifikat sero atau hutang dani
suatu perkumpulan, vayasan,
PErseroan dtau maskapai :

4. talon, tanda bulkti dividen atau
bunga dari salah salu sural
yvang diteranglan dalam

2 dan 3, atau tanda bukti yang
dikeluarkan sehagai
PeTHZEARIL surat-surat igu;

5. surat kredit atan surat dagang
vang diperuntukkan untuk
diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang
sama  barang  siapa  dengan
sengaja mermakal surat tersebut
dalam ayat perlama, vang isinya
tidak sejati atau yvang dipalsukan
scolah-olah  benar  dan  tiduk
dipalsu, jika pemalsuan surat itu
dapat menimbulkan kerugian.

4

Pasal 265

Ditirdakan berdasarkan Staatsblad
1926, No. 339 jo. No. 429.
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Pusal 266

{1} Buning siupa meny uruh
memasvukkan k2terangan palsu ke
dalarn  suxlu akta  olenbhk
mcengendi sosuatn bal  yang
kebenwrannyys  harus  dinyalakan
oleh akta im, dengan maksud
unluk memabkay wlau menvuruh
arane  lin memakal akta i
sevluh-pizh kelerunganmya seswan
dengan keboenaran, diacan, jika
pemakason o dapat memmbul-
kap kempian., dJdengan pidana
prenjara palimg laemas lgyuh tahun;

{2} Disncam dengan pidang  yang
sama birang  siapa  desgan
seigaps memakal surst torschat
edlaen aval peitama, yang isicya
tidak scjad atau yang dipalsukan
seolah-vlash  benar dan  hdak
dhpalsw, jika pemalsuan sorat i
dapal reenimbulkun kerugion.

Pasal 267

{1} Seorang dokler yang dengon
settuafl memberikan saval keleta-
naan palsu tentang ada alao wdak
nyt penyskin, kelemuhuin st
cacisl, diamcam densan  pidana
penjara paling ama cmput tuhun

{2} Fiks kewerangan diberikan dengan
maksud  unmek oemasubban
sescorang ke dalamy mmah sakt
jiwa aman unek menahannya di
sity, chijnrubhkan pidans penjara
puding lwna delapan ke enan
bulan.

{3} Diancam dengan pidanz yang
sarni, hanmg  siapa dengan
wENERf memakai sUTHT

kelerangen palsy iw seolal-akah
isinyva sesual den2an kebeparan.

Pasal 268
1% Barany  sapa membual  secara
prlsn #tau memalsn e

heleeungan  dokwr tenteng  wla
atav  tdak oadanya penyakit,
helemdhan  atae cacal, dengan
aksud  uptuk  menyesatkan
P(.':llj_.‘l.lhlhl.l HIrAIm [T HIRT
pchangeung. diagcam dJdengan
pdunu penjura poling lama crompet
takhn.

N Diancanm dengan paidaai vane
samda,  harang  siapa  dengan
maksud yang sami  memakal
SRl krceangan yang nidik henar
aw  yung Jipalsu, seolud=-olad
surat itu henar dan tidak dipalsu.

Pasal 26Y
1 Barang  suapa onemboat <urst

palsu  atay  memalsu  sural
helemmgan wada kelzkunn bk,
kecakapan. kemiskinan,
hecacatun  slag keaddaon  lan,
dengan maksnd untmk oemakai

pfan menyunh amne lan
memiahal  swral  Hu Sugeyis

ditcrima  dnlam  pokerjaam  atuw
supAya menimbulkan kemurnhan
hali dan  periclonpan, diancam
dengan pidana pemjara  paling
lama sutu thyn esmpat bukin,

2 Phancam  dengan  padann vang
sbia  Daannp sapa dengan
Yengaji memakai zaral
Eetevangan yang palsy alau vang
dipalsokan torcchint dalam ayat
pertui,  seoldb-olah swal il

sejati dan tidak dipalsukan.



Pasal 270

(1) Barang siapa membual sural

palsu atau memalsnkan pas jalan
alau  sural penpggantinya, karlu
keamanan, surat perintah jalan
alan sural yang diberikan menurut
ketentuan undang-undang tentang
pemberian  izin  kepada  orang
asing univk masuk dan menetap
di Indonesia, ataupun barang
s1Apil Inenyuruh bern sursl serupa
itu atas nama palsu atau nama
kecil yang palsu alau dengan
menunjuk pada keadaan palsi,
dengan maksud uwntuk memakai
atau menvwrah orang lain
memakal surat im seelah-olah
sejall dun (dak dipalsukan atau
seolah-olah isinya sesual dengan
kebenaran, diancam  dengan
pidana penjara paling lama dna
tahun delapan bulan.

(2) Diancam dengan pidana vang

sama, barang siapa  dengan
sengaja memakai surat yang tidak
benar atav yang dipalsu lersebul
dalarn ayat pertama, seclah-olah
benur dun  tidak  dipalsu  atau
seolah-olah isimya sesual dengan
kchenaran,

Pasal 271

(1) Barang siupa membual palsa atau

memalsukan surai pengantar bagi
kerbau atau sapi, atau menyuruh
beri surat seiupa ifu atas nama
palsu atau dengan menunjuk pada
keadaan palsu, dengan maksud
untuk mmemakal atau menyurih
orang kon memakin surat 1tu
seolah-olah isinya sesuar dengan
kebenaran, diancam  dengan
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pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan,

(2) Diancurn  dengun  pidana  yung

sama, barang  siapa  dengan
sengaja memakai surat yang palsu
atam vang dipalsukan tersebut
dalam avat pertama, seolah-olah
sejall dan  Gdak  dipalsu ataw
seolah-alah 15inya sesnal dengan
kebenuram.

Pasal 272

Ditiadakan berdasarkan Staatsblod
1926 No. 359 jo. No. 425,

Pasal 273

Intiadakan berdasarkan Staatsblad
1926 No. 359 jo. No. 424,

Pasal 274

(1) Barang siapa iembuat palsu atau

memalsukan surat keterangan
seorang pejabal selaku penguasa
vang sah, tentang hak milik atan
hak laimnya atas scsuatu barang,
dengan maksudl untuk
memudabkan  penjualan  atau
penggaditannya alan  unluk
menyesatkan pejabat kehakiman
atau kepolisian tentang asalnya,
diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun.

(2) Diancam dengan pidana  yang

sama, barang  siapa dengan
maksud tersebut, memakal surat

keterangan 1lu seolah-olah sejal
dan tidak dipalsukan.

Pasal 275

(1) Barang siapa menyimpan bahan

atan benda vang diketahuinya
bahwa diperuntukkan untk
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melakukan salah satm kejahatan
berdasarkan Pasal 264 No. 2 -3,
diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau
pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Bahan-bahan dan benda-benda
1u dirampas.

Pasal 276

Dalam hal pemidanaan berdasarkan
sadah satu kejahatan dadarn Pasal 263
- 268, dapat dijatuhkan pencabutan
hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 4.

BAB XIII
KEJAHATAN TERHADAP
ASAL-USUL DAN
PERKAWINAN

Pasal 277

(1) Barang siapa dengan salah satu
perbuatan sengaja menggelapkan
asal-usul orang, diancam karena
penggelapan  asal-usul, dengan
pidana perjara paling Lama enan
tahun,

(2) Pencabutan  hak  berdasarkan
Pasal 35 No. 14 dapat
dinyatakan.

Pasal 278

Barang siapa mengakui scorang anak
sebagal anaknyva menurut peraturan
Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata, padahal dikelubunnya bahwa
dia bukan ayah dari anak tersebut,
chancam karena netakukan
pengakuan anak palsu dengan pidana
penjdara paling lama figa tahun,

Pasal 279
(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahua:

1. barang siapa mengadakan per-
kawinan pacdabal mengetahui
bahwa perkawinan ataun per-
kawinan-perkawinannya yang
telah ada menjadi penghalang
yany sah untuk img;
barang siapa mengadakan per-
kawinan padahal mengetuhui
bahwa perkawinan atau per-

*

awinan-perkawinan  pihak
lain  menjadi  penghalang
untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan
berdasarkan avat (1) Dbutir 1
menyembunyikan kepada pihak
lain babhwa perkawinan yvang telah
ada menjadi penghalang yang sah
untuk itu diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.

(3] Pencabutan  hak  berdasarkan
I’asal No. 1 — 5 dapat dinyatakan.

Pasal 280

Rarang siapa mengadakan
perkawinan, padahal sengaja udak
membert tahu kepada pihak lain
bahwa ada penghalang yang  sah,
diancam  dengan pulana  penjara
paling lama lima tahun, apabila
kemudian berdasarkan penghalang
tersebut, perkawinan lalu dinyatakan
tidak sah.

BAB X1V
KEJAHATAN TERHADAP
KESUSILAAN
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Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan
utan pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah:

i.

2.

harang siapa dengan sengaja dan
lerbuka melanggar kesusilaan,
barang siapa denpan sengaja dan
di depan orang lain yang ada di
situ bertentangan dengan kehen-
daknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282

(1)Barang  siapa  menyiarkan,

mempertanjukkan atau
menempelkan di muka umuem
tulisan, gambaran atau benda
yang  telah  diketahul  1sinya
melanggar  Kesusilaan, atau
barang sapa dengan maksud
untuk disiarkan, dipernmjukkan
atau ditcmpcelian di muka wmum,
membikin tulisan, gambaran atau
benda tersebut, memasukkannya
ke dafam neyen, mencruskannya,
mengeluarkannya dar  negeri,
atau memiliki persediaan,
ataupun  barang siapa  secar
terang-terangan atan  dengan
mengedarkan surat tanpa diminta,
menawarkannya atau
inenunjukkannya sebagai hisa
diperoleh, diancam  dengan
piduna penjura paling lagoa satu
tahun enam bulan atau pidana
denda paling tingpi empat ribu
lima ratns rupiah.

(2) Barang  siapa  menyiarkan,

mempertunjukkan arau
menempelkan di muka umum
tulisan, gambaran atan benda
vang melanggar  kesusilaan,

ataupun barang siapa dengan
miakzixd untuk disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan
di muka umum. membikin,
memasukkan ke dalam negeri,
mengruskan  mengeluarkannya
darm  megernn, atau  mermmhia
persediaan, ataupun barang siapa
secara  terang-terangan  atau
dengan mengedarkan surat tanpa
diminta, menawarkan, atan
menunjuk sebagai bisa diperoleh,
diancam, jika ada alasan kuat
baginya untuk menduga bahwa
tulisan, pambaran atau benda itu
melanggar  kesusilaan, dengan
pidana paling lama sembilan
bulan atau pidapa denda paling
banyak empat ribu lima ratus
ropiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan
kejahatan  terscbut dalam ayat
pertama sebagal pencarian atan
kebigspan, dapat  dijatubkan
pidana penjara pahling lama dua
tahun delapan bulan atau pidana
denda paling banvak tujuh pnluh
lima ribu rupiah,

Pasal 283
(1) Diancam dengan pidana penjura
paling lama sembilan bukan atau
pidana denda paling banyak
sembilan  ribu  rupizh, burang
siapa menawarkan, memberikan
untuk  terus  maupun  uniuk
rementara  waktu, menverahkan
atau  memperlihatkan  tulisan,
gambaran atau benda vyang
melangear kesusilaan, maupean
alat  untuk  mencegzh  atag
menggugurkan kehamilan kepada
seorang yang belum dewasa, dan



o4 Eitab Undang-Undang IInkum Fidana: Buko Eedua - Kejahatan
L ___

yang diketahui atan sepatuinya
harus diduga bahwa umumnya
helum tujubh belas 1ahun, jika isi
tulisan, gambaran, benda atau alat
itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana  yang
sama, barang siapa membacakan
11 lubisan  yang melanggar
kesusilaan di muka orang vang
belum  dewasa  sehaguaimanu
dimaksud dalam ayat yang lalu,
jika 1si tadh telah diketahuinya.

(33} Diancam dengan pidana penjara
paling lama empat butan atau
pidana kurungan paling fama tiga
bulan atan pidana denda paling
banyak sembilan ribu rupiah,
barang  stupa  Inenswarkan,
memberikan unwk terus maupun
untuk sermentara waktu,
menyerahkan  atan  memper-
lihatkan, tulisan, sambaran atau
benda yang melanggar
kesusilaan, maupun alat untuk
menceguh  alau menggugurkan
kehamilan kepada seorang vang
belum dewasa sebagaimana
dimaksud dalam avat pertama,
Jika ada alasan kuoat baginya
untuk mendugz, bahwa tulisan,
gambaran ataw  benda  yanp
melanguur kesusilasn alau ulal 1l
adalah alat vntuk mencegah atau
menggugurkan kehamilan.

Pasal 283 bix

Jika vang bersalah melakukan salah
gafu kojahatan terschul dalam Pasal
282 dan 283 dalam menjalankan
pencariannya dan kelika itu belum
lumpaun  dea fahun  scjak  adanya
pemidanaan  yang menjadi  pasti
karena kejahatan semacam 1tu juga,

maka dapat di cabut haknya untuk
menjalankan pencarian terscbut,

Pasal 284

(1)Diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan: 1. a.
searang pria vang telah kawin

VARG mclakukan gendak
(overspely, padabal diketahui
bahwa Pasal 27 Burgerlijk

Wethoek berlaku baginya; 1.b.
seorang waniia vang lelah kawin
vang melakukan gendak, padahal
diketahui hahwa Pasal 27
Burgerlifi.  Wetboek  berlaku
baginva; 2. a. seorang pria vang
turnt serta melakukan perbuatan
ilu, padahal dikelibuinya bahwa
vang turut bersalah telah kawin;
2.b. seorung wanita yang telah
kawin yang tint serfa melakukan
perbuatan itu, padahal diketahui
glehnya bahwa yang turuat
bersalah telah kawin dan Pasal 27
Burgeriijk  Wethoek  berluku
baginya.

(2)Tidak  dilakwkan  penuntutan
melainkan  atas  pengaduan
suami/fisti yang tercemar, dan
hilamana hagi mereka herlaku
Pasal 27 Burgerlijk Wethoek,
dalam tenggang waktu tiga bulan
dilkuti  dengan  permintaan
bercerai atau pisah meja dan
ranjang karena alasan ity juga.

(3)Terhadap pengaduan ini tidak
berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

(4)Pengaduan dapat ditarik kembali
selama pemeriksaan dalam si-
dang pengadiian belum dimulai,

(5)Jika bagi suami-istri berlakn
Pasal 27 Buryerlijk Wetboek,
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tidak diindahkan
sclaoma perkawinan belum
diputuskan Karena perceraian
atau sebelun puotusan vyang
menyatakan pisah megja dan
tempat tidur menjadi tetap.

pengaduan

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atan
ancaman kekerasan memaksa seo-
rung wamta bersctuboh dengan dia di
luar perkawinan, diancam Xarena
melakukan perkosaan dengan pidana
pemjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barang siapa  bersetubih  dengan
seorang wanlla di luar perkowinon,
padahal diketahui bahwa wanita ifu
dalam keadaan pingsan atau tidak
herdava, diancam dengan pidana
penjara paling lama scmbilan tahun,

Pasal 287

(1} Barang siapa bersetubuh dengan
sgorang  wanita  di lnar
perkawinun, padabal diketahui-
vz atau sepatutnya harus diduga-
tya bahwa umumnya belum lima
belas tahun, atau kalau ummurnya
tidak jclas, bahwa bolum waktu-
nya untik dikawini, diancam
dengan pidana penjara paling
lama scmbilan tahun,

(2) Penuntutan hanya dilakukan atus
pengaduan, kecuali jika wmur
wanita belum sampai dua belas
lahun ataw jika ada salah salv hal
berdasarkan Pasal 291 dan Pasal
294,

Pasal 288

(1) Barang siapa dalam perkawinan
bersetubuh  dengan  seorang
wanita yang diketabuwinya atau
sepatuinya harus  diduganya
bahwa vang bersangkuan befum
wakiunya unluk dikawin, apabila
perbuatan mengakibatkan luka-
luka diancam dcngan  pidana
peniara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan

luka-lzka  berat,  dijatuhkan
pidana  penpara  paling  lama
delapan tahun.

(3)Jika  mengakibatkan  mati,
dijatuhkan pidana penjara paling
lama dua helas tahun.

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan alau
ancaman kekerasan memaksa seo-
ring untuk meclakukan atau mem-
hiarkan dilakukan perbuatan cabul,
dinncam karena melakukan perbu-
alin  yung menyerany  kehormatan
kesusijaan, dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan mdana penjara

paling lama tujuh tabun:

1. barang siapa melakukan
perbuatan cabul dengfan seorang,
padahal  dikctghuinya  bahwa
grang i pingsan atayg  tidak
berdaya;

2. barang siapa melakukan
perbuatan cabul dengan seorang
padahal  diketabhunva  atau
sepatutnya hams  diduganya,
hahwa umumnya helum lima
belas tahun atau kalan nmomnya
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tidak jelas, yang bersangkutan
belum waktunya untuk dikawini;

3. barunyg SHi el membujuk
seseorang yang diketahuinya atan
sepatutnya  harus  diduganya

hahwa umurnya belum lima helas
tahun ataw Kalau nmumya tidak
Jjelas  yang  bersangkuian  atau
belum waktnnva uniuk dikawini,
untuk melaknkan HLELLL
meimnbiarkan dilakukan perboatan
cabuf, atav bersetubuh di Iuvar
perkawinan dengan arang lain.

Pasal 291

(1)Jika salah satw  kejahatan
berdasarkan Pasal 286, 287, 289,
dan 29 mengakibatkan hika-luka
berat, dijatubkan pidana penjara
paling lama dua belas lahun;

(2) Jika  salah  satu  kejahatan
berdasarkan asal 285, 2 86, 287,
2859 dan 290 mengakibaikan
kematian  dijatnhkan  pidana
penjara paling lama lmma belas
tahun.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan
perbuatan cabul dengan orang lain
sesama kelamin, yang diketahuinya
alan sepatuinva harus diduganya
belum dewasa, diancam dengan
piduna  penjars puling lama  lima
tahun.

Pasal 293

(1) Barang siapa dengan memberi
atan menjanjikan uwang atau
barang, menyalahgunakan
pecmbawa  yang timbul  darni
hubungan keadaan, atau dengan

penyesatan sengaja
menggerakkan  scorang  belum
dewasa dan baik tingkah lakunya
untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan
cabul dengan dia, padahal tentang
belum kedewusaannya, diketahun
atau selavaknya harus diduganya,
diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun.

{(2) Penuntutan hanya dilakukan atas
pengaduan orang yang terhadap
dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebnt dalam
Pasal 74 bagi pengaduan  ind
adalah masing-masing sembalan
bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan
perbuatan cabul dengan anaknya,
anak tirinya, anak angkatnya,
anak di bawah pengawasannya
yang belum dewasa, atau dengan
orang yang bclum dowasa yang
pemeiiharaannya, pendidikan
atau  penjagasnnya  discrahkan
kepadanya atau pun deagan
butangnya atau bawahannya vang
belum dewasa, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh
tahun,

(2) Diancam  dengan pidana  yang
gama:

1. pejabat vyang  melakukan
perbuatan cabul dengun orang
yag karena Jabatan adalab
bawahannya, atau dengan
Orang Yyang penjagaannya
dipercavakan atau diserahkan
kepadanya,

Z. pengurus,
peiawal,

dokiter,
pengawas

gur,
atau
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dalam

pekerjaan
lempal pendidikan, rumah
piatu, rumah sakit, rumah
sakit jiwa atan lembaga sosial,
vang melakukan perbuatan
cabnl  dengan orang  yuny
dimasukkan ke dalamnya.

pesurch
tcmpat

penjara,
negary,

Pasal 295

(1 )Diancam:

1. dengan pidana penjara paling
lama lima tahun barang siapa
dengan sengaja menyebabkan
atau memudahkan dilakukan-
nya perbuatan cabul oleh
anaknya, anak tirinya, anak
angkatnya, atau anak di
bawah pepgawasannya yang
belom dewasa, atau oleh
orang vyang belum dewasa
vang pemeliharaannya, pen-
didikan atan  penjugaannya
diserahkan kepadanya, atau-
pun oleh bujangnya atau
bawahannya yang belum cu-
kup umur, dengan orang lain;

2. dengan pidapa penjara paling

lama empat tabhun barang
siapa dengan sengaja
menghubungkan aldu
memidahkan perbuatan

cabul, kecuali yang tersebut
dalarn bulir 1 &1 alas, yang
dilakukan olch orang wvang
diketabuinya belum dewasa
atar yang sepatutnya harus
diduganya demikian, dengun
orang lain.

2 Pusul 297 KUHP ditiadukan/dihapus
berdasarkan Undang-Undang Nomot
21 Tahun 2007 fentang

(2)Jika vyang bersalah melakukan
kejahatan i sebagal pencarian
arau  kebiasaan, maka pidana
dapat ditambazh scpertiga.

Pasal 296

Barang ~siapa dengan sengaja
menycbabkan  atau memudahkan
perbuatan cabul oleh orang lain
dengan arang lain, dan
merjadikannya  sebagmn  pencanan
atau kebiasaan, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan atau pidana denda paling
banyak lima belas ribu rupiah,

Pasal 297+

Fasal 298

(1) Dalam hal pemidanaan bherdasar-
kan salah satu kejabatan dalam
Pasal 281, 284-290 dan 292-297,
pencabutan hak-hak herdasarkan
Pasal 35 No. 15 dapal
dinyatakan.

(2) Jika yang bersalah melakukan
salah satu kejahatan berdasarkan
Pasal 292 - 297 dalam melakukan
pencariannya, maka hak untuk
melakikan pencarian itu dapat
dicabut.

Pasal 299

(1) Rarang siapa dengan sengaja
mengobati scorang wanita atau
menyueruh supaya dicbati, dengan
diberitahukan atau ditimbulkan
harapun babwu Kurena
pengobatan itu harlnya dapat

Pernbherantasan Tindak  Puidina
Pardagangan Orang. Selenckapnya
IThat: Fid., hlm. 54
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digngurkan, diancam denpan
pidang penjara paling lama cmpat
lahun atan pidana denda paling
banyak empat puluh lima ribu

ruplah.

(2) Jika yang bersalah  berbuat
demikian nntuk mencari
keuntiungan, atau  menjadikan
pertbuatan  tersebnt  sebagai

pencunan  atan kebiwsaan, atay
Jika dia seorang tabab, bidan atau
juru  obat, pidananva dapat
ditambah sepertiga

(3) Jika yang bersalah melakukan
kcjahatan terschut dalam
mnenjalankan pencariannya, dapat
dicabut haknya untuk melakukan

pERCAIAn 1tu.

Pasal 3(K}

(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama satn tahun aiau denda
paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah:

. barang siapa dengan senuaja
menjueal  ataa  memberikan
minuman yang memabukkan
kepada seseorany yung (elub

kelithatan mabuk;
Perdagangan wanita dan
perdagangan anak laki-laki

vang belum dewasa, diancam
dengan pidana penjura paling
kama enam tahn,

2. barang siapa dengan sengaja
membikin mabuk  scorang
anak yang umurmya belum
cukup enarmn belas lahun;

3. barang siapa dengan
kekarasan  atan  ancaman
kckerasan  memaksy  orang
untuk nmunum minuman yang
memabukkan.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan
luka-luka berat, yang bersalah
diancam dengun pidana penjura
paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan
kematian, vang borsaluh diancam
dengan pidana penjara paling
lama senbilan tahun,

(4) Jika yang bersuluh melakukun
kejahatan tersebut dalam
mernjalankan pencariannva, dapat

dicabut haknva unmk
menjatankan pencarian itu,
Pasal 301
Barang  siapa  memberi  atan
menyerahkan kepada orang lain

scorang anak yang ada di bawah
kekuasaanmmya yang szh dan vang
wmutnnya kKurang dari dua belas
tabun, padahal diketahul bahwa anak
itn akan dipaka entuk ataw di wakiun
melakukan pengemisan atau untuk
pekerjaan yang berbahaya, atau yang
dapat  merusak  keschatannya,
diancam dengan pidana penjara
paling lama ¢mpat tahun.

Pasal 302

(1) Diancam dengan pidana ponjara
paling lama tiga bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah  karena
melakukan pengamavyaan ringan
lerhadap hewan
1. barang siapa tanpa tujuan

ydng  patut  atau  secara
melampam batas,  dengun
sengaja  menyakiti  atau
mclukai hewan atau

merugikan kKesehatannya;
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2. barang siapa tanpa tujuan
vang patut atan  dengan
melampam balus VULLE
diperlukan untuk mencapai
tujuan itu, dengan sengaja
tidak memberi makanan yang
diperlukan  untuk  dup
kepada hewun, yang
selurmuhnya atau sebagian
memady kepunyasnnya  dun
ada di bawah pengawasannya,
atau Kepada hewan yang wajib
dipeliharanya.

(2} Jika perbuatan itu mengakibatkan
sakit lcbih dari seminggu, atan
cacat atan menderita luka-luka
berat lainnya, ataw mati, vang
bersuluh diancam dengan pidana
penjara pabng lama sembilan
bulan, atau pidana denda paling
banyak tiga ratis mpiah, karena
penganiayaan hewan,

(3)Jikn bhewan 1w nmulik  yang
bersalah, maka hewan itu dapat
dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan
tersebut tidak dipidana.

Pasal 303
(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama sepulvh tahun atau
pidana denda paling banvak dua
puluh lima juta rwpiah, barang
slapa tanpa mendapat izin:

1. dengan senpaja menawarkan
atau membernkan Kesempatan
unluk permwonan judi dun
menjadikannya sehagai
pencarian, atau  dengan
sengdaia  mrut  serta dalam
suatu perusahagzn untuk rtu;

2. dengan sengaja menawarkan
atau  membert kesempatan

kepada khalayak umum untuk
bormain  judi  atau  dengan
sengaja turmt  serta  dalam
perusahaan untuk itu, dengan
tidak peduli apakah untuk
mengounakan  kesempatan
udanya  sesuutu  syarat  atau
dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. menjadikan turut serta pada

perminan Judi sebugwm
pencarian.

(2) Kalan yang bersalah melakukan

kejahatan tersebut dalam

menjalankan pencariannya, maka
dapat dicabut haknya untuk
mernjalankan pencarian itu.

(3] Yang disebut permainan judi
adalah tiap-tiap permainan, di
mana pada uwmumnya
kemungkinan mendapat untung
bergantung pada peruntungan
belaka, jura karena pemainiya
lebih terlatih atau lebih mubar. D
situ termasuk sepala pertaruhan
lentang  keputusan perlombaan
alan permainan lain-lainnya yang
tidak diadakan antara mereka

vang  turut  berlomba  atau
bermain, demikian juga segala
pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis

(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau
pidana  denda  pahng  banyak
sepuluh juta rupiah:

1. barany siapa menggunakan
kKesempatan main judi, yang
diadakan dengan melanggar
keenman Pasal 303;

2. barang siapa tkut scrta main
judi di jalan umum ataa di
pingeir jalan umum atau di
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tempat yang dapat dikunjungi
wmum, kecuali kalau ada izin
dari penguasa vang
berwenang yang telah
memberi izin uatuk
mengadakan perjudian it
(2) Jika ketika melakukan
pelanggaran belum  lewat  dua
tahun sejak ada pemidanaan yvang
merpudl tetap karena sulub saty
darn  pelanggaran im, dapat
dikenakan pidana penjara paling
lama enam tahun ataw pidana
denda paling banyak lima belas
Juta rupiah,

BAB XV
MENINGGALKAN ORANG
YANG PERLU DITOLONG

Pasal 304

Barang siapa dengan sengaja
menempatkan  atan  membiarkan
seorang  dalarn  keadaan  senysara,
padahal menurut hukum yang berlaku
baginva atau karena persetujuan dia
wajib memberi kehidnpan, peravwaran
atan pemelibaraan kepada orang itw,
diancam dengun pidana  penjuara
paling lama dua tahun delapan bulan
alav piduna demdu paling bunyuk
empat ribe lima ratus rupiah.

Pasal 305
Burang siaps mencmpatkan anak
yang urmurnyz belum tujuh tahun
unluk ditemukan ataw meninggalkan
anak itu dengan maksud untuk
melepaskan din daripadanva,
digncam dcngan  pidang  penjara
praling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 306

{(1)Jika salah satu perbuatan
berdasarkan Pasal 304 dan 305
mengakibatkan Iuka-lnka berat,
yvang bersalah diancam dengan
pidana pemjara paling lama tujuh
labun enam bulan.

(2) Jika mengakibatkan
pidana penjara
sembilan tahun.

kematian
paling  lama

Pasal 307

Jika vyang melakukan kejahatan
berdasarkan Pasal 305 adalah bapak
atan ibu dari anak iti, maka pidana
vang ditentukan dalam Pasal 305 dan
306 dapal dilamnbah dengan seperliza.

Pasal 308

Jika seorang iby karena takut akan
dikelahur orang  lenlanyg  kelaluran
anaknya, tidak lama  sesudah
melahirkan, menempatkan anaknya
untuk ditemukan atan meninggalkan-
nya  dengan maksud untuk
melepaskan diri daripadanva, maka
maksimum pidana tersebut  dalam
Pasal 305 dun 306 dikurangl separuh.

Pasal 30)v

Dalam hal pemidanaan bherdasarkan

salah salu kejahalan dalam Pasal 304
- 308, maka hak-hak tersebut dalam
I*asal 35 No. 4 dapat dicabut.

BAB XVI
PENGHINAAN

Pasal 310

(1) Barang siapa scngaja menycrang
kehormatan ataun mnama baik
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seseorang dengan menuduhkan
sgsuatu hal, yang maksudnya
terang supava hal itu diketahui
umuin, diancam karena
pencemaran  dengan  pidana
penjara paling lama sembilan
bulun atww pudans denda puhing
banyak empat fibu lima ratus
rupiah.

(2) Jika hal itu dilskwksn dengun
tulisan atau gambaran yang
disiarkan, dipentonjukkan atan
ditempelkan di pwka wnum,
tnaka diancam karena
pencemaran  tertulis  dengan
pidana penjara paling lama satu
tuhun cmpat bulan atau pidang
denda paling banvak ermpat ribu
lima ratus rumah.

(3) Tidak merupakan pencemaran
atau pencemaran fertulis, jika
perbuatan jelas dilakukan dermi
kepentingan mmnm atau karena
terpaksa untuk membela din.

Pasal 311

(1) Jika yang mgclakukan kcjahatan
pencenran  atau  pencemarin
tertulis dibolehkan untuk
membukikan apa vang
cdituduhkan  im henar, tidak
membuktikannva, dan tuduhan
dilakukan bertentangan dengan
apa yang diketahui, maka dia
diancam  melakukan  [itnab
dengan pidana penjara paling
larna empal Labwen.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan
Pasal 35 No. 1 - 3 dapat
dijatuhlan,

Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran mduhan
hanya dibolehkan dalam hal-hal
berikut:

1. apabila hakim memandang perhu
untuk memeriksa kebenaran itu
guna menimbang  keleranigan
terdakwa, bhahwa  perbuatan
dilakukan demi  kcpentingan
umum, atan karena terpaksa
untuk membela diri;

Z. apabila seorang pejabat ditudeh
sesuatn hal dalam menjatankan
tugasnya.

Pasal 313

Pembuktian yang dimaksud dalam
T'asal 312 ddak dibolehlan, jika hal
yang dilnduhkan hanya dapail dituniui
atas pengaduan dan pengaduan tidak
dimajukan.

Pasal 114

(1) Jika vang dikina, dengan putusan
hakim yang menfjadi tetap,
dinyatalkan bersalah atas hul yang
ditudubkan, maka pemidanaan
karena fitnah tiduk mungkin.

(2) Jika dia dengan putusan hakim
yvang menjadi letap dibebaskan
dari hal yang diiuduhkan, maka
pulusan 1tu dipandang sebagai
bukti semmpurtia bahwa hal yang
difuduhkan tidak benar.

(3) Jika terhadap yung dihina telah
dimnlai pecuntitan pidana karena
hal vang dituduhkan padanya,
maka penvntutan karena fitnab
dihentikan sampail mendapat
putusan  vang menjadi  tetap
tentang hal yang dituduhkan.
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Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja
yang tidak hersifat pencemaran atau
peocemaran tertulis yunyg dilukukan
terhadap seseorang, baik di muka
umum dengan Hsan atou  [ulisan,
maupun di mwka orang itn seadiri
dengan lisan ataw perbuatan, atag
dengan soral vang dikirinkan atan
diterimakan kepadanya, diancam ka-
rcoa penghingan ringan dengan pi-
dana penjara paling larna empat bulan
dua minggn atau pidana denda paling
banyak empat ribn lima ratus rupiah.

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-
pusdl sebelumnya dalum hab 1m,
dapat ditambah dengan sepertiga jika
yang dihina adalah seorang pejabat
prada wakns atan karena menjalankan
tugasnya vang sah.

Pasal 317

(1} Barang siapa dengan sengaja
mengajukan pengaduan  atau
pembentahuan palsu  kepada
penguasa, baik secara tertulis
tnaupun untuk ditnliskan, tentang
seseorany semngga kehormatan
atal nama  baiknya terscrang,
diancam  karema  nelakukan
pengaduan fitnah, dengan pidana
penjara paling lama cmpat tahun,

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan

Pasal 35 No. 1-3 dapat
dijatuhkan.
Pasal 318

(1) Barang siups dengan  sesualu
petbuatan sengaja memmbulkan
secara palsu persangkaan

terhadap seseorang bahwa dia
mclakukan  suagtu  perbuatan
midana, diancam karena
menimbulkan persangkaan palsu.
dengan pidana penjara paling
lamg empat tahun,

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan

Pasal 33 Noeo 1-3  dapat
ditaluhkan.
Pasal 319

Penghinnan yang disncam dengan
pidana menurut bab ini, tidak dituntut
Jika udak ada pengaduan dan orang
vang terkena kejahatan im, kecual
berdasarkan Pasal 316.

Pasal 320

(1) Barang siapa terhadap seseorang
vang sudah mati melakukan per-
buatan vang kalau orang 1m0 mastih
hidup akan merpakan pencema-
ran atal pencemaran tertulis, di-
ancaur demgan pidana pemuara pa-
ling lama empat bulan dua ming-
gu atau pidana denda paling bany-
ak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Kejahatan ini tidak diwntur kalau
tidak ada pengaduan dari salah
seqrang keluarga sedarah maypuan
semenda dalam garis lurus atag
menyimpang  sampai  derajat
kedua dan vang mati itw, atau atas
pengadusn suami (1560 )yl

(3) Jika karena lembaga matriarkbal
keknasaan bapak dilakukan gleh
orang lain daripada bapak, maka
kejahatan juga dapat dituntut atas
pengaduan orang ied.
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Pasal 321

Barang siapa menviarkan,
memperianjukkan atau menemm-
pelkan di muka umum tulisan
alau vambaran yang 1sinya meng-
hina atau bag crang yang sudah
mall mencemarkan namanva, de-
ngan maksid supaya isi suraf atan
gambar u diketahwi atan Iebih
diketahui eoleh umunm, diancam
dengan pidana penjara paling
lama saty bulan dua manggu alau
pidana denda paling banyak
empal ribu ima ratus rupiah.

Jika yang bersalah melakukan
kejahatan tersebut dalam men-
jalankan pencariannya, sedang-
kan ketika itu behim lampau dna
tabun sejak adanva pemidanaan
yang menjadi  lelap  Karena
kejahutan semacam it juga,
muka dupil. dicubul haknya unluk
menjalankan pencarian tersebut.
Kejahatan ini tidak dimntue kalan
tidak ada pengaduan dam orang
yvang ditunjuk dalain Pasal 319
dan Pasal 320, ayat kedua dan
ketiga.

BABR XVII
MEMBUKA RAHASIA

Pasal 322
Barany siapa dengan sengajs
membuka rahasia yvang wajib
disimpannya kargna jabatan
atag pencariarmya, bailk yanp
sekurang maupun yvang daho-

23

Pusul 324 KITHP dittadukan/dihapus
berdasarkan Undang-Undang Nomot
21 Tahun 2007 fentang

(2)

(1)

(2)

lu, diancam denpan pidana
penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling
banyak sembilan ribu rupiah.
Jika kejahatan dilakukan tec-
hadap seorang tertentu, maka
perbuatan it hanya dapat di-
turitul  atas pengaduan crang
it

Pasal 323

Barang siapa dengan sengaja
memberitahukan hal-hal
khusus tentang suatu
perusahuan dagany, kerajinan
atan pertanian, di mana ia
bekerja atau dahulu bekerja,
yvang hams dirghasiakannya,
diancam  dengan  pidana
perjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling
bunyuk sembilan nbu rupiuh.
Kejahatan um hanya diluniul
atas  pengadoan  pengurus
perusahaan itu,

BAB XVIIi

KEJAHATAN TERHADAP
KEMERDEKAAN ORANG

(1)

Pasal 324~

Pasal 325
Barang siapa sebapai nakhoda
bakerja atan beriugas di kapal,
sedang diketabninva bahwa

kapal itu dipergunakan untuk
tujuan perniagaan budak, atan

Pernbherantasan Tindak  Puidina
Pardagangan Orang. Selenckapnya
IThat: Fid., hlm. 54
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dipakan kapal itn untak
perniagaan  budak, diancam
dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun.

(2) Bilamana pengangkutan itu
mengakibatkan kematian
seorang budak atan lebih,
maka  nakhoida  disncam
dengan pidana pergara paling
lunma lima belas tahun.

Pasal 326

Barang siapa bekerja sebagai awak
kapal di sebuah kapal, sedang
diketahuinya bahwa  kapal it
dipergunakan untuk tujuan  atau
keperluan perniagaan budak, atan
dengan  sukarela tetap bertugas
seteluh mendengar bahwa kapaul 1lu
diperpunakan uatuk tyjuan  atan
kepetluan permagaan budaic,
diancam  dengan  pidana  penjara
paling lama sembilan tahun.

Pasal 327

Barang siapa dengan biaya sendiri
atan biava orang lain, secara langsung
atan tidak langsung Dbekerja sama
untuk menyewakan, mengangkutkan
atuu mengasuransikan scbugh kapal,
sedang diketahumya bahwa kapal itu
dipergunakan untuk tijuan
permagaan budak, diancam dengan
mdana penjara paling lama delapan
tahun.

Pasal 328

Barang siapa membawa  pergi
seprang dan tempat kediamannya
atan tempal tinggalnya sementara
dengan maksud unuk mencmpatkan
arang i secara melawan hukum di

hawah kekuasaannya atau kekuasaan
agrang lain, ataz untuk menempatkan
dia dalam keadaan sengsara, diancam
karema penculikan dengan mdana
pernjara paling lama dua belas tahun.

asal 329

Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum mengangkut orang
ke daerah lain, padahal orang itit telah
membuat perjunjian untuk bekerja di
suatu  tempat  tertentu,  diancam
dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.

Pasal 330

(1) Barang siapa dengan sengaja
menarik seorang vang belum
cukup umur dati kekvasaan yang
menurut undang-undang
ditentukan atas dirinya, atan dari
PENgawaAasan OTANg yang
berwenang untuk itu, diancam
dengan pidana penjara  paling
lama wjuh tahun,

(2) Bilamana dalam hal ini dilakukan

tipn wuslihat, kekerasan atau
ANCAMAN kckerasan, atau
hilamana anaknya belum
bermtnur  dua  belas  tahun,

dijaluhkin prdana penjara paling
lama sernbilan tahur.

Fasal 331
Orunyg  swupa  dengun  senguja
menyembunyikan orang yvang belum
dewasa vang ditarik atan menarik
sendiri dart kekuasaan vang menurut
undang-undang  ditentukan  atas
dirinya. atau dari pengawasan orang
yang berwenang untuk ita, atau
dengan  scngaju  menariknya  dan



Eitab Undang-Undang ITukum Fidana: Buko Kedua - Kejahatan 75
L ___

pengusutan pejabat kehakiman atau
kepelisian diancam dengan penjara
paling lama empal lahun, atau jika
anak itu berumur di bawah dua belas
tahun, dengan pidana penjara paling
lama tujub tahun,

Pasal 332

(1Y Bersalah  melarikan wunita
diancanl dengan pidana penjara;

A. paling lama tujuh tahun,
barang siapa membawa pergi
se0rany wurta vang belum
dewasa, tanpa dikehendaki
orang {uanya alau  walinya
tetapt dengan persetujuannya.
dengan maksud untuk
memastikan penguasaan
terhadap wanita itu, baik di
dalam maupon  di luar
perkawinan;

D. paling lama sembilan tahun,
barang siapa membawa pergi
reorang wanita dengan tipn
muslihiat, kckerisan  atau
ancaman kekerasan, dengan
maksed  untuk  memastikan
PENguAsAANNY A terhadap
wanita itu, baikk di dalam
mavpun di luar perkawinan,

(2) Penuntutan hanya dilakunkan atas
pengaduan.
(3) Pengaduan dilakukan :

A. jilka wanita kctika dibawa
pergr behnn dewasa, cleh dia
sendiri atan orang lain yvang
harus 1memnben 1zin bila dia
kawin;

b. jilka wanita ketika dibawa
pergt sudah dewasa, oleh dia
sendini atau aleh suaminya,

(4) lika yang memhawa pergi lalu
kuwin dcagan  wanita  yang

dibawa pergi dan terhadap
perkawinan itw berlaku  aturan-
aturan Burgerlijk Wetboek, maka
tak dapat dijatvhkan pidana
sebelum perkawinan itu
dinyatakan batal.

Pasal 333

(1) Barang siapa dengan sengaja dan
melawan  hukum  merampas
kemerdekaan  seseorang,  atan
meneruskan PeTUInpasin
kemerdekaan vang demikian,
diancam dengan pidana penjara
paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
luka-luka berat maka yang
hersalah diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan
Lahu.

(3)ika  mengakibatkan  mati
diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.

{(4) Pidana yang ditentukan dalam
Pasal ini diterapkan juga bagi
grang yany dengan senguja dan
melawan hukumn member tempat
untuk perumpusan kemerdekaan.

Pasal 334

(1) Barang siapa karens kealpaannya
menyebabkan seoranpg dirampas
kemerdekaannya secara melawan
hukum, atan  diteruskaonya
perampasan kemerdekaan yang
demikian, diancam  dengan
pidana kurungan paling lama tiga
bulan atau pidany denda puling
banyak tipa ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
luka-luka  bert, maka yang
bersalah diancam dengan pidana
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kurungan paling lama sembilan
bulan,

(3) Jikn  mengakibalkan  mali,
diancam dengan pidana kurungan
paling lama satv tahun.

Pasal 335

(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun atau denda
paling banyak empat ribu lima
ratus mpiah:

1. Barang siapa secara melawan
hukum memaksa orang lain
supaya  melakukan, tdak
melakukan atau membiarkan
sesvaty, dengan  memakai
kekerasan, atan  dengan
memakai ancaman kekerasan,
baik terhadap orang itu sendin
manpun orang lain.*

2. barang siapa memaksa orang
lain supaya melakukan, tidak
melakukan atau membiarkan

sestaty dengan  ancaman
pencemaran 4tan pencemaran
tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana
dirumuskan dalam  bhutir 2,
kejuhutun hanya dituntut  atas
pengaduan orang yang terkena.

Pasal 336
(1) Diancam dengan pidana penjara
pulng lama dua Lihun delapan

2 Bebelum terjadi proses dekriminali-
sasl murni schahagian erhadap Pasal
335 ayat (1) KUHP, pasal icrscbut
berbunyi:  burang  siapa secura
melawin hukum memaksy orunyg lan
supays mielakukan, tdak melakuken
alaa membiatkan sesuale, dengan
memakai kekerasan, SESILA

bulan, barang siapa mengancam
dengan kekerasan terhadup orang
atan  barang secara terang-
terangan dengan tenaga bersama,
dengan suatu kejzhatan yang
menimbulkan bahaya umum bagi
keamanan orang atan  burang,
dengan perkosaan atau perbuatan
yvang melanggar kehormatan
kesusilaan, dengan  sesuatu
kejahatan  terhadap  mvawa,
dengan penganiayaan berat atan
dengan pembakaran.

(2) Bilamana ancaman dilakukan
secary tertulis dan dengan syarat
tertentu, maka dikenakan pidana
penjara paling lama lima tahun.

Pasal 137

Dalam hal pemidanaan berdasarkan
salah satu kejahatan dalam Pasal 324
- 333 dan Pasal 336 avat kedua, dapat

dijatuhkan pencabutan hak
berdasarkan Pasal 33 Na. | - 4.
BAB XIX
KEJAHATAN TERHADAP
NYAWA
Pasal 338
Barang siapa dengan  sengaja

merampas nyawa orang lain, diancam
karcna pecmbunuhan dengan pidana
perjara paling lama fima helas tahun.

perbuatan lain  maupun perlikuan
vang ak menyenangkan, atau dengan
memakai Ancuman kekerasan,
sesuate  perbuatan lwn maupun
perlakisan yang twk menyenangkan,
bak terhasdap orming  tu sendin
maupun orang lain, Selengkapnya
IThat: fHid, him. 218-219.
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Pasal 339
Pembunuhan yang ditkuti, disertai
utan didahului olch suatu perbuaian
pidana, yang dilakukan  dengan
maksud untuk mempersiapkan atan
mempermudah pelaksanaannya, atau
unink  melepaskan  diri sendin
maupun peserta lainnya dari pidana
dalam hal tertangkap tangan, ataupun
untuk  memastikan  penguasaan
harang vang diperolehnya secura
melawan huloun, diancamn dengan
pidana penjarz seomur hidup ataw
selama wakwn terteniu, paling lama
duwa puluh tahun.

Pasal 344

Barang siapa dengan sengaja dan
dengan rencana terlebih dahulw
merampas nyawa arang lain, diancam
karcna pembunuhan dengan rencana,
(dengan pidana mati atan pidana
penjara seurmnur hidup atae selama
waktu tertentu, paling lama dua puluh
tahun.

Pasal 341

Seorang ibu vang karena takut akan
ketahuan melahirkan anak pada saat
anak dilabirtkan atan  tidak  lama
kemudian, dengan sengaja merampas
nyawa anaknya, diancam  karcna
membunuh  anak  sendiri. dengan
mdana penjara paling lama tujuh
tahun.

Pasal 342

Seorang ibut yang untok
mielaksanakan niat yany dilenlukan
karena takul akan ketahuan bahwa 1a
akan meiahirkan anak pada saat anak

dilahirkan atau tidak lama kemudian
merampas nyaws anaknya, diangam
karena melakukan pembunuhan anak
sendiri  dengan rencana, dengan
pidana penjara paling lama sembilan
tahun,

Pasal 343

Kejahatan yang dilerangkan dalam
Pasal 341 dan 342 dipandang hagi
orang  lain yang  tarut  scrta
melakukan, sebagai  pemnbunuhian
atan  pembunuban  anak dengan
IENCADA.

Pasal 344

Barang siapa merampas nyawa orang
Lain atas permmnlaxn orang iu sendin
vang jelas dmyatakan dengan
kesnngguhan hat:. diancam dengan
pidana penjara paling lama dua helas
tahun,

Pasal 345

Barang siapa sengdja mendorong
grang lain  untuk  bunuh  di;,
menolongmya dalam  perbuatan itu
alan memberi satana Kepadanya
untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun
kalau orang itu jadi bunuh din,

Pasal 346
Seorang  wanlla  vang  sengaja
mengouourkan  atan mematikan

kandungannya atau menyuruh orang
jain  untuk itu, diancam <dengan
pidana penjara paling lama cmpat
tahun.

"asal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja
mengeugurkan atan mematikan
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kandungan seorang wanita tanpa
persctujuannyy, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua
belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
matinya wanila tersebut diancam
dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun,

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja
mengzugarkan atau mematikan
kandungan  seorang  wanifa
dengan persetujuannya, diancam
dengan pulana penjara paling
lama lima tahun enam bulan.

(2} Iika perbuzatan itu mengakibatkan
matinya wanita ferscbat, diancam
dengan pidana penjara paling
lama tajuh tahun.

Pasal 349

Tika seorang dokter, bidan atan juru
obat membaniu melakukan kejahatan
berdasarkan  Pasal 346, suupun
melakukan atau menbantu
imeiakukan salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam Pasal 347 dan 348,
maka pidana vang ditentukan dalam
Pasal itu dapat ditambal dengan
sepertiga dan dapat dicabut hak untuk
menjalankan pencarian Jalam mana
kejahatan dilakvkan.

Pasal 350

Dalaan hal  pemidanaan  Karena
pembunuhan, Karena pernbunuban
dengan rencana, atau karena salah
satu kejahatan berdasarkan Pasal 344,
347 dan 345, dapat dijatuhkan
pencabutan hak berdasarkan Pasal 35
No. 1- 5.

BAB XX
PENGANIAYAAN

Pasal 351

(1) Pengumiayann diancam  dengun
pidana pemjara paling lama dua
tahun delapan bulan atan prdana
denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiak,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan
luka-luka berat, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara
paling lama hora Galwn,

(3) ika  mengakibatkan  mali,
diancam dengan pidana penjara
paling lama tujub tahun,

(4) Dengan penganiavaan disamakan
sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan  untuk  melakukan
kejahaian im Gdak dipidana.

asal 352
(1) Kecuali yang tersebut dalam
Pasal 333 dan 356, maka peng-
andayaan yang ldak memmbul-
kan penvakit atau halangan uncak
menjalankan pekerjaan jabatan
arau pencarian, diancam, sehagai
penganiayaan  rmingan, dengan
pidana penjara paling lama tiga
bulan atau pidana denda paling
banyuk emmpal nbu lima ralus
rupiah. Pidana dapat ditambah
seperliga  bagli  orang yang
melakukan kejahatan itn terhadap
orang yang bckerja padanya, atau
mnenjadi bawahannya.
(2) Percobaan  untuk  melakukan
kejahatan ini tidak dipidana,
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Pasal 333

(1) Penganiavaan dengan rencana
lebih dahulu, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat
lahum.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
luka-luka berat, yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan
kematian yang bersalah diancam
dengan pidana penjara  paling
lama sembilan tahtn

Pasal 334

(1) Barung sipa senguja melukai
berat oranye lain, diancam karena
melakukun penguniayvaan  betul
dengan pidana penjara paling
lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
kemaltan, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling
Larna sepuluh talaun.

Pasal 335

(1) Penganiayuan berat yanp
dilakukan  dengan IeNCand
terlebih dahulu, disncam dengan
pidana penjara paling lama dua
belas tahun.

(2) Iika perbualan ilu mengakibatkan
kematian, yang hersalah diancam
dengan  pidana penjara  paling
lama lima helas tahun.

Pasal 356
Pilana yang ditentukan dalam Pasal
351, 353, 354 dan 333 dapat

ditambah dengan sepertiga;

1. bagi vang melakukan kejahatan
itw terhadap ibunya, bapaknya
yvany sah, 1stnnyya alaw anaknya;

2. jika kejahalan iln dilakukan
terhadap seorang pejabat ketika
atau karcna menjalankan

tugasnya yang sah;
3. jika  kejahatan  itu  dilakukan
dengan membenkan bahan yang

berbahaya bagi nyawa atau
kesehatan untuk dimakan atan
diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah
sala kejahalan berdasarkan Pasal 353
dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan
bak berdasarkan Pasal 30 Ko, 1 - 4,

Pasal 358

Merekz wyang sengaja tomt serta

dalam penyerangan atau perkelabian

di mana terlibai beberapa orang,

selain  tanggung  jawab masing-

nusing  lerhadap apa yang khusus
dilaknkan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling
lama dua tahoen delapan bulan,
Jika akibat penyerangan atau
perkelahian it ada vung luka-
luka berat;

2. dengan pidana penjara pahng
lama empal tahun, jika akibalnya
ada yang mati.

BAB XXI
MENYEBABKAN MATI

ATAU LUKA-LUKA
KARENA KEALPAAN
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Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya
{kealpaannya) menyehabkan orang
lin mati, diancam dengan pidana
pemjara paling lama lima tahun ataw
pidana kurungan paling lama sata
tahun.

Pasal 361

(1) Barang siapa karena kesalahan-
nya {kealpaannya) menyebabkan
arang lain mendapal luka-luka
berat, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun
atau pidana kurungan paling lama
satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahan-
nya {kealpaannva) menyebabkan
orang lain luka-luka sedenukian
rmpa sehingza timhul penyakit
atau  halangan  menjalankan
pekerjaan jabatan atan pencarian
selama waktu tertentn, diancam
dengan pidana penjam paling
lama sembilan bulan alau pidana
kurungan paling lama enam bulan
atau pidana denda paling tinggi
cmpat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361
Iika kejahatan  vang diterangkan
dalam bab i dilakvkan dalam
menjalankan suatu  jabatan ataw
pencarian, maka pidana ditambah
dengan sepertigy dun yang bersalah
dapat  dicabut  haknya  untuk
menjalankan pencarian dalam mana
cilakukan kejahatan dan hakim dapat

memerintahkan supaya putusannya
dmumumkan.

BAB XXII
PENCURIAN

Pasal 362

Barang siupa mengurabil barany se-
suwaty, yang seluruhnya atan sebagian
kepunyaan orang lain, dengan mak-
sind untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam Kareha pencurian,
dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidana denda paling
banyuk sembilan ratus rupiah.

Pasal 363

(1) Diancaim dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;

Z. pencurian pada waklu ada
kebakaran, letusan, banjr
gempa bumi. atan gempa lavt,
gunung meletus, kapal karam,
kapal terdampar, kecelakaan
kercta qpi, huru-hara,
peniberontakan atau bahava
perang;

3. pencurian di wakt malam
dalam sebuah rumah atan
pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, vang dilakukan
oleh orang vang ada di situ
tiduk diketahui  atau  tdak
dikehendaki  oleh  vang
berhiak;

4. pencurian vang dilakukan
oleh dva orang atau lelnh
penciarian yang untuk masuk
kc lempat mclakukan
kejahatan, atau untuk sampai
pada bharang vyang diambil,
dilakuksan dengan 1nerusak,
memotong  atau  memanjat,
atan dengan memakai anak

rn
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kunci palsu, perintah palsu
atau pakaian jubatan palsu,
(2) Jika pencunian yung diterangkun
dalarn butir 3 disertai dengan
salah satw hal dalam butir 4 dan 5,
maka diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan
iahuiL

Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam
Pasud 362 dun Pasul 363 bulir 4, bew-
tu pun perbuatan vang diterangkan
dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak
dilaluican dalam sebuah mumah aran
pekarangan tertutup yang ada ramah-
nya, jika harga barang yang dicuri
tidak lebib dari dua puluh lima rupi-
ah, diancam kdrena pencurian nngan
dengan pidara penjara paling lama
tiga bulan atau pidana denda paling
banyak dua ratus lima puluh mpiah,

Pasal 365
(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tabun

pencurian yang didahului, disertai
atau  ditkuti dengan  kekerasan

atan ANCAmAan kekerasan,
terhadap orang denran maksud
univk  mempersiapkan  atan

mempermudah pencurian, atau
dalarmm hal tertangkap tangan,
untuk memungkinkan melarikan
diri scndiri atau pescria lainnya,
atau untuk tetap menguasai
barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun:
1. jika perbuatan dilakukan pada
wakiu malam dalam sebuah
romah  alan  pekarangan

tertutup yang ada rumahnya,
di berjalan;

2. jika perbusntun dilakukan vleh
dua orang atau lebih dengan
bersekuiu;

3. jika masuk ko tompat
melakokan kejahatan dengan
merusak atau memangat atau
dergan memakal anak kunci
palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu.

4. jika perbuatan mengakibatlan
luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan
kematian maka diancam dengan
pidana penjara paling lama lima
belas tuhun.,

(4) Diancarn dengan pidana mal atau
pidana penjara seurnur hidup atau
selama  waktu tertentu paling

lama dua punlub  tahun, jika
perbuatan  mengakibatkan  luka
berat atau  kematian dan

dilakukan oleh dua orang atan
lebih dengan bersekulu, disertal
pula oleh salah satw hal yang
diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 366
Dalam hal pemidanaan berdasarkan
salah SALT perbuatan vang

dirmmmuskan dalam Pasal 362, 363,

dan 863 dapat dijatuhkan pencabutan

hak berdasarkan Pasal 33 No. 1 - 4.
Pasal 367

(1) Jika pembuat atan pembantu dari
salah satn kejahatan dalam bab ini
adalah suwami {istr3) dari crang
vany terkena kejahatan dan tidak
terpisah meja dan ranjang atau
lerpisah harla kekuyaun, nuka
terhadap pembuat atau pembantu



82 Eitab Undang-Undang IInkum Fidana: Buko Eedua - Kejahatan
L ___

itu tidak mungkin diadakan
tuntutan pidana,

(2) Jika dis adalah suami (isli) yung
terpisah meja dan ranjang atau
terpisah harta kekayaan, atau jika
dia adalah kelunarga sedarah atau
semenda, baik dalam garis lurus
maupun  Fars  menylmpang
derajat kedua maka terhadap
grang 1tu hanya mungian diada-
kan penontatan jika ada penga-
duan yang terkena kejahatan.

(3} Jika menurut lembaga
matriarkhal kekuasaan hapak
dilakukan olch orang  lain
daripada bapak Kandung
(sendir), maka ketentuan ayat di
aias berlaku jugs bayl vrang itu.

BARB XXIII
PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN

Pasal 368

(1) Barang siapa dengan maksud
uniuk menguninngkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan
hukum, memaksa secrang dengan
kekerasan atan ancaman kekera-
san untuk memberikan  barang
sesuatu, vang selurnhnya atan
sebapian adalah kepunyaan orang
llu alau orang lmn, atau supaya
membuat hutang manpun meng-
hapuskan piutang, diancam kare-
na pemerasan dengan pidana pen-
Jura paling lama scmbilan bulan,

(2) Ketentuan Pasal 365 ayvat kedua,
ketiga, dan keempat berlakn bagi
kejahatan imi,

Pasal 369

(1) Barang siapa dengan maksud
untuk menguntuagkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan
hkukun. dengan ANCATILAD
pencemaran bailk dengan lisan
maupun tulisan, ataw dengan
ancaman akan membuka rahagia,
mcmaksa SCOTANE supdyd
memberikan barang sesucatu yang
seluruhnya atan sebagian
kepunyuan omng ilu atau orang
lain. atau supaya membuat hutang
atau  menghapuskan  piutang,
diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tatnn,

(2) Kejahatan ini tidak dituntut
kecuali atas pengaduan arang
vang terkena kejahatan,

Pasal 370

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi
kejahatan-kejahatan yang dirumus-
kan dadlam bab 1.

Pasal 371

Dalam hal pemidanaan berdasarkan
sulah st kejahatun vang dirumuoskan
dalam bab imi dapat dijatuhkan
pencabutan hak berdasarkan Pasal 35
no. 1 -4,

BAB XXIV
PENGGELAPAN

*asal 372

Barang siapa dengan sengaja dan
melawan  hukum memihlka burang
sesuatn - yang  seluruhnya atau
sehagian udalah kepunyuan orang
lain, tetapi vyang ada dalam
kekuasaannya hukan karena
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kejahatan diancam karena
penggelapan, dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau pidana
denda paling banyak sembilan ratus
rupiah,

Pasal 373

Perbuatan vang dirumuskan dalam
Pasal 372 apabila yang digelapkan
hukan ternak dan harganya tidak
ichih dan dua puluh hma rupiah,
diancam sebagal pengoelapan ringan
dengan mdana penjara pahng lama
tiga bulan atav pidana denda paling
banyak dua ratus lima puluh rapah.

Pasal 374
Penpeelapan vane  dilakvkan  oleh
orang yang penguasaannya terhadap
barang disebabkan karena ada
hithungan kerja atau karena pencarian
atau karcna mendapat upah untuk 1tu,
diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun,

Pasal 375
Penpeelapan vang dilakvkan oleh
orang yang karena lerpaksa diberi
barang untuk disimpan, atau yang
dilakukan oleh wali pengampu,
pengurus atau pelaksany surat wasiat,
pengurus  lembaga  sosial | atan
yavasan, terhadap barang  scsuatu
yang dikuasainya selakn demikian,
diancam dengan pdana penjara
pahng lama enam tahun.

Pasal 376

Ketentnan dalam Pasal 367 berlako
bagl  kejuhatan-kejabalun yanyg
dirumuskan dalam bab imi.

Pasal 377

(1) Dalam hal pemidanaan berdasar-
kan salah satn kejahatan yang
dimmmuskan datam Pasal 372,
374, dan 375 hakim dapasl meme-
rintahkan supaya putusan dium-
umkan dan dicabutnya hak-hak
herdasarkan Pasal 35 No. | - 4.

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam
menjalankan pencarian maka
dapat dicabut haknya uniuk
menjatankan pencarian itn,

BAB XXV
PERBUATAN CURANG

Pasal 378

Burang siapa denzan maksed untuk
menguntungkan diri  sendiri atau
orang iain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsn atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat,
atanpun  rangkaian  kebohongan,
menggerakkan orang  lain antok
menyerahlkan baruny SesUatL
kepadanya, atan supaya memberi
hutang  maupuan  menghapuskan
plulang diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.

Pasal 379

Perbuatan vang diromuskan dalam
Pasal 376, 1ka barang yang diserah-
kan itu bukan ternak dan harga dari
pada barang, hutang alau piulany lu
tidak lebih dari dua puivh lima mapiah
diancam sebagal penipuan ringan
dengan pulana penjara paling lama
tiga bulan atau pidana denda paling
banyiak dua rutus hma puluh rupiah.
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Pasal 379a

Barang siapa menjadikan sebagai
mata pencarian atau kebiasaan untuk
membeli barang- burang, dengan
maksud supaya tanpa pembayaran
seluruhnva memastikan penguasaan
terhadap barang- barang itu vntuk diri
sendiri mavpun orang lain diancam
dengan pidana penjara paling lama
empat tzhun.

Pasal 350

(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan
bulan atauw pidana denda paling
bunyuk lima ribu rupiih:

l. barang siapa menaruh suaiu
nama atau tanda secara palsu
di atas atan di dalam suatu
hasil kesusastraan, keilmnan,
keseman atan kerajinan, atan
memalsu nama  atan  tanda
yvang asli, dengan maksud
supdya orang menpirs bahwa
it benar-benatr buah ‘hasil
orang yang nama  atau
tandanya ditanith nlehnys di
atas atau di dalamnya adi;

2. barang siapa dengan sengaja
menjual menawarkan menye-
rahkan, mempunyai persedi-
aan uniuk dijual atav mema-
sukkan ke Indonesia, hasil
kesusasiraun, keildmuan, kese-
man atau kerajinan. yang di
dalam atau di atasnva telah
ditaruh nama atan anda yang
palsu, atan yvang nama atau
landanvya yang ash (elah
dipalsui, seakan-zkan  itu
benar-benar hasil orang yvung
nama atau tandaaya telah
ditaruh secara palsu tads.

(2)Jika hasil itu  kepunyaan
terpidana, maka boleh dirampas.

Pasal 381

Barang siapa dengan jalan tipy mush-
hat menyesalkan penanggung asuran-
s1 mengenal keadaan-keadaan vang
herhubungan dengan pertanggungan
schingga disctujui perjanjian, hal ma-
na tentu tidak akan disetujuinya atau
setidak-tidaknya fidak dengan syarat-
syarat yuny demnkian, jika diketahui-
nya keadaan-keadaan sebenarnya
diancam dengan pdana penjara
paling lama sam tahun empat blan.

Pasal 382

Barang siapa dengan maksud untak
menguntungkan dirt sendiri  atau
orang lain secara melawan hukum
atas kerugian penanggung asuransi
atan pemegang surat bodemerij yang
sah menimbulkan  kebakarun  atau
ledakan pada suatu barang vang
diperianggungkan terhadap bahaya
kebakaran, atau mengaramkan, men-
damparkan, menghancurkan, meru-
sakkan. atau membikin tak dapat
dipakai kapal yang dipertanggungkan
atal yang muatunnyyg maupun upah
yang akan diterima untuk pengangku-
tan muatannya yang dipertanggung-
kan, alaupun yang atasnya telah di-
terima uvang bodemerif diancam de-
ngan pidana penjara paling lama lima
tahun.

Pasal 382 bis
Barang siapus untuk mendapatkan,
melangsungkan  atan  memperluas
hasi! perdagangan ataun perusahaan
milik sendirt atau orang lain, mela-
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kukan perbnatan curang untuk me-
nycsatkan khalayak umum atau sc-
orang tertentu, diancam, fika perbu-
atan itu dapat menimbulkan kerugian
bagi konkuren-konkurennya atau
konkuren-konkuren arang lain, kare-
na persyingan curany, dengan pidana
penjara paling lama sati tahun empat
bulan alan pidana denda pahap ba-
nvak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Pasal 383
IMancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan,
seorang penjual vang berbuat curang

terhadap pembeli:
1. karena sengaja menyerahkan
barang lain  daripada  vanp

ditumuk untuk dibel;
2. mengenai jenis, keadaan alau
jumlah barang yang diserahkan,

dengan menggunukan Lipu
muslihat.

Pasal 383 bis
Seprang pemegang Kognosemen
yang  sengaja  mempergunakan
beborapa cksemplar dari surat
tersebut dengan tited yang

tnemberatkan, dan untuk beberapa
orany, penerima, diancam  dengan
pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan.

Pasal 384

Perbuatan vyang dirumuskan dalam
IPasal 383, diancam dengan pidana
penjara paling lama liga bulan atau
denda paling banvak dua ratus lima
puluh rupiah, jika jumlah keuntungan
yang di peroleh tidak lehih darl dua
puluh hma mpiah.

Pasal 385

Diancam denpan pidana penjara

puling lama cmpat tuhun:

1. barang stpa dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan huo-
kum, menjual, menukarkan aiau
mcmbebant  dengan  credietver-
band sesuatu hak tanah yang telah
besertifikat, sesuatu  gedung,
bangunan,  penunaman  alau
pembenthan di atas tanah yang
belum besertifikat, padahal dike-
fahmi bahwa wang mempunyai

atau turut mempunyal hak di

atasnya adalah orang lain;

harang stapa dengan  maksud

vang sama menjual, menukarkan

atau menmbebani dengan
credietverband, sesuatn hak tanah
vany belumn  besertilikat  yung
telah dibebani  credietverband
atauv sesunatu gedung bangunan,

penanaman atau pembenihan di

atas tanah vang juga telah

dibebam demakian, lanpa
memberitahukan tentang adanya
bebun 1tu kepada pihak yanyg lan;

3. barang siapa dengan maksud
vang sama mengadakan crediet-
verband mengengl scsuatu hak
tanah yang belum besertifikat.
dengan menvembunyikan kepada
pihak lain bahwa  lanab  yung
berhubungan dengan hak tadi
sudah digadaikan;

4. barang siapa dengan maksud
yvang sama, menggadaikan atan
menycwilan tanah dengan hal
tanah yang belum besertifikat
padahal diketahwm bahwa orang

™
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lain yang mempunyai atau turat
mempunyval hak atas tunah itu;

5. barung siups  dengun muksud
yang sama, mempual atan
menukarkan tanah dengan hak
tanah yang belum besertifikat
yvang telah digadaikan, padahal
dak  diberitahukammya kepada
pthak vang lain bahwa tanah i1ta

teluh digadmkan;
6. barang siapa dengan maksud
vang  sama  menjual  amau

menukarkan tanah dengan hak
tanah vang belum besertifikat
untik  suatu masa,  padahal
diketalnn, bahwa tanah 1tu telah
disewakan kepada orang lain
uniuk s 1o juga.

Pasal 386

(1) Barang slapa menjual,
menawarkan atau menverahkan
barang makanan, mupuman atau
abat-obatan  yang dhketahuinya
bahwa  mu  dipalsui,  dan
menyembunyikan hal itu,
diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahum.

(2) Bahan makanan, minuman atau
obat-ocbatan itu dipalsui  jika
nilainya atan faedahnya mmenjadi
kurang karena sudah dicampur
dengan sesuatu babhan lain.

Pasal 387 dan Pasal 388>

23 Pusul 387 dan 388 KUHP ditiadakam/
dibspus berdasarkan Undung-
Undanzg Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atfas  Tndang-

Pasal 389

Barang siapa dengan maksud untak
menguntungkan dirt sendiri atao
grung lain secura melawun hukum,
menghancurkan, mermndahkan,
membuang atau membikin tak dapat
dipakai sesvatu yang digunakan
untuk menentukan batas pekarangan,
diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tabun delapan bhulan.

Pasal 390

Barang siapa dengan maksud untak
menguntungkan din sendin atan o-
rang lain sccara melawan bukum, de-
ngan menylarkan kabar bohong yang
menyebabkan harga barang- barang
dagangan, dana-dana atau sural-surat
berharga menjadi tarun atau naik
diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan

Pasal 391
Barang siapa menerima kewujibun
untuk, atau memberl pertolangan
puda penempatan  surat  hutang
sesuatu negara atau bagiannya, atau
sesualu lembaga umum sero, atan
sural hmang sesuatu perkumpslan,
yavasan atau perseroan, mencoba
menggerakkan khaiavak umum untak
pendaftaran  atau  penyertaannya,
dengan  scngdaja  menycmbunyikan
atan mengurangkan keadaan vang
sebenarnya atau dengan membayvang-
bayangkan keadaan yang palsu,
diancam dengan pidana penjara
paling lama cmpat tabun,

Undang Nomor 31 Tahun 1294
tenlioy  Pemberintasan Tinduk

Pidana Korupst, Selengkapoya libae
Thid., hlm_ 51



Eitab Undang-Undang ITukum Fidana: Buko Kedua - Kejahatan &7
L ___

Pasal 392
Seorang penpusaha, SEOTATL
peogurus  atau  komisarls  perscro

terbatas, maskapai andil Indonesia
atan  koperasi, yang  sengaja
mengumomkan daftar atan neraca
yvang tidak benar, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tabun
empat hulan.

Pasal 393

(1) Barang siapa memasukkan ke
Indonesia tanpa tujuan jelas untuk
mengeluarkan lagi dan Indonesia,
menjua!, menawarkan, menye-
rahkan, membagtkan atau mem-
punyai persediaan untuk dijual
atav dibagi-bagikan harang-ba-
rang vang diketahui atan sepa-
mtnyva hams didoganya bahwa
pada barangnva itu sendiri atau
puda bungkusnya dipakaikan
secara palsu, nmama firma atau
merek yvang menjadi hak orang
lain  aiam  untuk menvatakan
asalnya barang, nama sebuah
tempat lertentu, dengan ditam-
hahkan nama ataun firma yang
khaval, ataupun pada barungnyu
sendint atau pada bungkusnya
ditirukan nama, firma atau merek
yang demikian sekalipun dengan
sedikit perubzhan, diancam de-
ngan pidana penjara paling lama
empat bulan dua minggu atan
pidana denda  paling  banyak
sernbilan ribu rupizh.

(2)Jika pada wakiu melakukan
kejahatan belum lewat lima tahun
sgjak adanva pemidanaan vang
menjadl tetap karena kejahatan
semacam 1t juga  dapat

dijatuhkan pidana penjara paling
lama sembilan bulan.

Pasal 393 his

(1) Searany pengacira yang sengaja
memasukkan atau menvuruh ma-
sukkan dalam surat permichonan
ceral ataue pisah meja dan ranjang,
atau dalam surat permohoenan
pailit, keterangan-keterangan ten-
tang tempat tinggal atau kedia-
man lerguyal dlau penghulang,
padahal diketahui atan sepatutnya
harus diduganya babhwa Kelera-
ngan-keterangan itu bertentangan
dengan vang sebenarnva, dian-
cam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun,

(2) Diancam dengan pidana yang
saima ialah 51 suamad (istri) yang
mengajukan  gugatan  atauz  si
pemiuviang  yanyg memasukkan
permintaan pailit, yang sengaja
memberi keterangan palsu kepa-
da pengacara yang dimaksudkan
dalam avat pertama.

Pasal 394

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi
kejabatan-kejahatan  yang  ditumus-
kan dalam bab im kecuali vang
dimmuskan dalam avat kedna Pasal
393 bis, sepanjang kejahatan dilaku-
kan mengenai keferangan untuk mo-
hon ccrai atau pisah meja dan ranjang

Pasal 395

(1) Dalam hal pemidanaan
herdasarkan salah satu keiahatan
vang dirumuskan dalam bab ini,
hakim dapat memerintahkan
pengumuman putusannya dan
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yang bersalah dapat dicabut hak-
nya uniuk menjalanksan pencarian
kelika kejahatan di lakukan.

(2) Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan
vang dirmuskan dalam  Pasal
378 382, 385, 387, 388, 393 bis
dapat dijaiuhkan pencabulan hak-
hak berdasarzan *asal Ne. 1 -4,

BAB XXVI
FERBUATAN MERUGIKAN
PEMIUTANG ATAU ORANG

YANG MEMPUNYAI HAK

Pasal 396

Seprang pengusaha yang dinvatakan
dalam keadaan pailil alau vyang
diizinkan melepaskun budel oleh
pengadilan, diancam karena meruyi-
kan penuuling dengamn piduna penjura
paling lama satn tahun empat bulan:

1. jika pengeluarannya melewati
batas;

2. jika yang bersangkutan dengan
maksud untuk menangpuhkan
kepailitannya  fclah meminjam
uvang dengan syarat-svarat yang
mermberatkan sedanp
dikelahuinya bahwa pinjarnan ita
Hada mencegah kepailitan;

3. jika dia tak dapat memperlihatkan
dalamn keadasn tak diubah bukuo-
huku dan surat-sorat  untuk
catutan menurnt Pasul 6 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang
dan tulisantulisan vang harus
disimpannya menort Pasal itu.

Pasal 397

Segrang pengusaba yvang dinyatakan
dalam keadaan pailit atan diizinkan
melepuskan budel oleh pengadilan,
diancam karena merugikan
penmiutang secara curang jika vang
bersangkulan untuk mengurangi hak
pemiutang secara curang:

1. mcmbikin pengeluaran yang tuk
ada, maupun tidak membukukan
pendapatan, atan menarik barang
sesuilu dan budel;

2. telah melyjerkan (vervreemden)
barang sesuwatu dengan cuma-cu-
ma alau jelas di bawah largunya;

3. dengan suatu cara menguniung-
kan salah seorang pemiutang di
wakiu paihtnya atau pada saat di
mana diketahui bahwa keadaan
terscbut tak dapat diccgah;

4. tidak memenuhi kewajiban untuk
mengadakan pencatatan menurut
Pasal 6 ayal pertama Kitab
Undang-undang Huknm Dagang
atau  untuk  menyimpan  dan
memperlihatkan buku-huku,
surat-surat, dan tuhisan-talisan
vany dimuksud dalam ayal Keiiga
Pasal tersebot.

Pasal 398
Scorang pengurus atau komisaris
perseroan terbatas, maskapai andil
Indeonesia atan perkumpulan koperasi
yvang dinyatakan dalam keadaan paidil
atan yang diperintahkan penyelesaian
alch  pengadilan, diancam  dengan
pidana penjara paling lama satu tahan
etnpat bulan:
1. jika vyang bersangkutun  turut
membanlu  alau  mengizimkan
untuk  melakukan perbuatan-
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petbuatan  yang  bertentangan
dengan anggaran dasar, schinggy
aleh karema itu selurvh atau
sebagian besar dari kerugian
diderita ¢leh persercan, maskapai
atau perkumpulan,

2. jlka yang bersangkutan dengan
maksud  vnluk  menangguhkan
kepailitan alau penvelesaian per-
SO, muskapal atay perkumpo-
lan. turot membantu ataw meng-
1ZInKan peminjaman uang dengan
syarat-syarat yang memberatkan,
padahal diketahuinya tak dapat
diceguh  keadaan pailit  aao
penyelesalannya;

3. jika yang bersanpkutan dapat
dipersalahkan (dak memenvin
kewajiban vang  diterangkan
dalam Pasal 6 ayat peréama Kitab
Undang-undang Hukum Dagang
dan Pasal 27 ayat pertama
ordonansi tentang maskapal andil
Indonesia, atau bahwa bukuo-buku
dan  suralsural  yang memuat
catatan-catatan  dan  tulisan-
tulisan yang disimpan menumt
pasal tadi, tidak dapat diperlihat-
kan dalam keadaan tak diubah,

Pasal 399

Scorang pengurus atan  komisaris
persercan terbatas, maskapai andil
Indoncsia atau perkumpulan koperasi
yang dinyatakan dalam keadaan pailit
atuu yany penyelessiannya dipernin-
tahkan oleh pengadilan, diancam
dengan pidana penjara paling lama
tujuh talbum jika yang bersangkntan
mengurangl secara curang hak-hak
pemintang dan perseroan maskapai
atan perkumpulan untuk:

1. membikin pengelnaran yang tak
acla, maupun tidak membukukan
pendapulan ataw menunk barang
sesnatu dari budel;

2. telah melijerkan (vervreemden)
barang scsuatu dengan cuma-cu-
ma atau jelas di bawah harganva;

3. dengan seswatu cara menguntung-
kan suluh seoruny pemmiuiany di
walitu kepailitan atan penyelesai-
an, ataupun pada saat di mana
diketabuinya bahwa kepailitan
atau penvelesalan tadil tak dapat

dicegzh;

4. tidak  memenuhi  kewajiban
mengadakan catatan  menuarut
Kitab Undung-Undang Hukum
Dagang atau Pasal 27 avat
perlama  ordonansi lentang
maskapai andil Indonesia, dan
tentang menyvimpan dan
memperlihatkan buku-buku,

surat-surat dan  mlisan-talisan
menurut pasal-pasal i,

Pasal 400
Diancam dengan pidana penjara
paling lamea lima tahun enam bulan,
harang slapa vang mengurangi
denzan penipuan hak-hak pemiutang;
(1)dalam hal pelepasan budel.

kepaiiitan atau penyelesaian atau
pada waktu diketahui akan terjadi

salah satm di antaranya  dan
kemudian  sunggub  disusual
dengan pelepasun bedel.
kepallitan  atau  penyelesalan

menarik  barang sesualu  dari
budel atau menernma pembayaran
baik dart hutang vang iak dapat di
tagih manpun yang dapat ditagih,
dalam hal terakhir dengan
dikctahuinya bahwa kcpailitan
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atau penyelesaian penghutang
sidah  dimohonkan, atau akibat
rundingan dengan penghulang;

(2) di wakta verifikasi pivtang-piu-
tang dalam hal pelepasan budel,
kepailiian  atau  penyelesgian.
mengaku adanya pistang vang tak
ada atan memperbesar Jumlah
pinlang vang ada.

Pasal 401

(1} Seorang pemiutang yang
menyetujul tawaran persetujuun
di muka pengadilan karena telah
addu perselujuan dengun
penghutang maupun pihak ketiga
di mana yang bersangkutan minta
keuntungan istimewa, diancam
dengan pidana peojara paling
lama satw tahun empal bulan, jika
persetujuan itu diterima.

(2) Diancam dengan pidana vang
sama pada penghulang dalam hal
sepertt di atas, atan jika peng-
hutang adalah perscroan, maska-
pal, perkumpulan atau yayasan,
pada pengurus  atan komisaris
yang mengadakan persetujuan.

Pasal 402

Barang sigpa  dinyatakan dalam
keadaan jelas iak mampu alau jika
bukan pengusaha, dinyatakan dalam
keaduun  palit  alau  dibolebkan
melepaskan budel, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima

tahun  enatn  bulan,  jika vang
bersangkutan SECara curang
mengurangi  hak-hak permulang

dengan menpgada-ada pengeluaran
yung tak ada, IN{UpUn
menvembunyikan pendapatan, ataw
menarik barang sesuvatu dan budel

atanpun  telah melijerkan  barang
sesuatn  cdengan  cuma-cuma  atau
terang di bawah harganya, ataun di
wakiu ketidakmampuannva,
pelepasan budelnya atan
kepaititannya. atau pada saat di mana
diketahuinya bahwa saluh sutu dan
keadaan tadi tak dapat dicegah,
menguniunglkan  salah seorang
pemintang dengan sesuatu cara.

Pasal 403

SeOrang penglivs  atau  komisaris
perseroan terbatas. maskapai aadil
Indonesia atan perkumpulan koperasi
di lvar ketentwan Pasal 398, furut
membantu atan mengizinkan dilaku-
kan perbuatan yang  bertentangan
dengan anggaran dasar, dan oleh
karena itu mengakibatkan perseroan,
maskapal alau perkumpulan iak dapal
memennhi kewajibannya, atau harus
dibubarkan, diancam dengan pidana
denda paling banyak seratus lima
puluh ribu rupiah,

Pasal 404

Diancam dengan pidana penjara

paling lama dua tahun;

1. barang siapa dengan  sengaja
menarik barang milik  sendiri,
atan kalau bukan demikian untuk
pemiliknya dani orang lain yang
mempunyat hak pgadal, hak
menahan, pungul hasil alan pakai
arasnya;

Z. barang siapa dengan sengaja
untuk selurubnya alau sebugian,
menarik barang mikik sendin atau
kalaw bukan demikian untek
pemiliknya dari ikatan hipotik

3. barang stapa dengan sengaja, un-
tak selurshnya atau sebagian, me-
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narik suatu barang yang olehnya
dibcbani ikatan pancn atau untuk
vang memberl 1katan menank
suatu barang yvang oleh crang lain
it dibebani ikatan panen dengan
merugikan pemegany ikatan;

4. barang siapa dengan sengaja,
unluk seluruhnya alau sebagian,
menartk soatu  barang  mihk
sendin. atau kalaw  bukun
demikian, uatuk permniliknya. dari
ikatan kredit atasnva, dengan
mergikan pemegang ikatan.

Pasal 405

(1) Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan
yvang dimmuskan dalam Pasal
397, 399, 400, dan 402 vang
bersalah dapal dicabul hak-
haknya berdasarkan Pasal 35.

(2) Pemidanaan berdasarkan salah
salu  kejahalan seperli  yang
dirumuskan, dalam Pasal 396 -

402, dapat diperintahkan supaya
putus hakim ditmmuomkan.

BAB XXVII
MENGHANCURKAN ATAU
MERUSAKKAN BARANG

Pasal 406
(1) Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum menghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat
dipukina menghilangkan
barang sesvatw vang selurshnya
atau sebagian milik orang lain,
diancam dengan pidmma penjara
paling lama dpa tahun delapan

dlau

bulan atau pidana denda paling
banyak cmpat ribu lima ratus
rmpiah.

(2) Dijaluhkan pidana yang sama ler-
hadap orang vang dengan sengaja
dan melawan hukum membunuh,
memmsaklan, membikin tak dapat
dignnakan atau menghilangkan
hewan, yang seluruhnva atan
sebagian miltk orang lain.

Pasal 407

1) Perbuatan-perbuatan  vang
diromuskan dalam pasal 406, jika
harga kerugian tidak lehih darn
dua puluh lima rupish diancam
dengan pidana penjara paling
lama tiga bulan atau pidany denda
paling hanyak cna ratus lima
puluh rupiah,.

(2) Jika perbuatan yang dirmamuskan
dalam pasal 406 ayat kedua it
dilakvkan dengan memasukkan
bahanbahan vyang merusakkan
nvawd atau keschatan, atau jika
hewan itu termasuk dalam pasal
101, maka ketentuan ayat pertama
tidak berlaku.

Pasal 408

Barang siapa denpan sengaja dan me-
lawan hukum menghancurkan, meru-
sakkan atau membikin iak dapal dipa-
kai bansunan-bangunan kerela am
rem. telegrap, lelepon alau iistrik,
atau bangunan bangunan untuk mem-
bendung, membayt alau menyvidurkan
air, saluran gas, air atan saluran vang
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digunakan untuk keperluan umurm,
diancam dcngun  pidana  penjara
paling lamma empat tahun.

Pasal 409

Barang siapa vang karena kesalahan
(kealpaan) menyebahkan bangunan-
buangunan tersebut dalam pasal di atas
dihancurkan, dirusakkan atau dibikin
tak dapat dipakal. diancam dengan
pidana karungan paling lama satu
hulan atau pidana denda paling
banvuk scribu lima ratus rupiah.

Pasal 410
Barang siapa dengan sengaja dan
melawanr hukom  menghancurkan
atau membikin tak dapat dipakai
suatn  gedung atan  kapal vang
seluruhnya atau sebagian milik orang
lain, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun,

Pasal 411
Ketentuan Pasal 367 diterapkan bagi
kejuhurun yung  dirumuskan dalam
bab in1.

Pasal 412
Jika salah satn  kejahatan vang
dimmuskan dalam bab ini dilakukan
olehh dua orang atau lebih dengan
bersekuru, maka pidana  ditamhzah

26 Pagul 415 sumpat dengan Pusal 420)
KUHEP diisdakap/dihapus berdasar-
kan Undang-Undang Momor 20
Tatun 2001 tentang Perubahan Atas

sepertiga, kecuali dalam hal vang
dirumuskan Pasal 407 ayat pertama.

BAB XXVIII
KEJAHATAN JABATAN

Pasal 413

Seorang komandan Angkatan DBer-
sengata yang menolak atau sengaja
mengahatkan  untuk  menggunakan
kekualan di  bawah pernntahnya,
kelika diminta oleh penguasa sipil
vang berwenang menurut undang-
undanyg, diancam  dengan pidana
penjara lama empat tahun.

Pasal 414
(1) Secrang pejabat vang sengaja
minta hantuan Angkatan
Bersenjata umiuk melawan

pelaksanaan ketentuan undang-
nndang, perintah penpuasa umum
menurul mdung-undanyg, pulusan
atau surat perintah pengadilan,
diancam dengan pidana penjara
paling lama tujub tahun.

(2)Jika  pelaksanaan  dihalang-
halangi oleh perbuatan demikian,
yvang bersalah diancam dengan

pidana pentara paling lama
seinbilan tahun.
Pasai 415 - Pasal 42(°¢

Undang-Undanpg Nomor 31 ‘Tahun
1959 {enlany Pernberuntasan Tinduk

Pidana Korupst, Selengkapoya libae
Thid., hlm_ 51
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Pasal 421
Seorang  pejabat yang  menyalah-
gunakan kekuasaan memaksa

sescorany  untuk melakukan, tidak
melakukan atau membiarkan sesoatu,
diancam dengan pidang  penjara
pahng lama dua tahon delapan bulan.

Pasal 422

S¢orang pejabat vang dalam suatu
perkara pidana menggunakan sarand
paksaan, baik untuk memeras penga-
kuian, maupnn untuk mendapatkan
keterangan, diancam dengan pidana
penjarg paling lama cmpat tahan,

Pasal 4235

Pasal 424

Seorang pejabat dengan  maksud
menguntungkan  dinl o sendini  atan
orang lain secara melawan hukum,
dengan menyalahgunakun kckuasa-
annya, menggunakan tanah nepgara di
atas mana 4ada hak-hak pakas
Indonesia, diancam dengan pidana
penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425+

Pasal 426
(1) Seorang pejabat yang diberi tugas
menjaga oramg  yang dirampas
kemerdekaannva atas perintah

* Pazal 423  ditiadakan/dihapus
berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas  Unding-Undung Nomor 31
Tubun 19958 tentunyg Peinberantasan
Tindak Pidana Kompsi.
Selengkapnya lihat: fhid, him. 51.

pengliasa umum atau atas putusan

atan  ketetapan pengadilan,
dengan sengaja  roembiarkan
orang itw meiarikan diri atau

dengan sengaja melepaskannya,
atau memben pertolongan pada
waktu dilepus atau melepaskan
din., dimancam dengan pidana
penjara paling lama empat Lahun.

(2) Jika orung itu lun, diepaskan,
atav melepaskan  dJdiri  karena
kesalahan {kealpaan). maka yang
bersangkutan diancam dengan
pidana kurungan paling lama dua
bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

Pasal 427
(1) Diancamn dengan pidana penjara
paling lama empat tahun:

1. seorang pejabat dengan tugas
menyidik perboatan pidana,
yang sengaja tidak memenuhi
permintgan uniuk menyatakan
bahwa ada orang dirampas
kemerdckaannya secara mela-
wan hukuin, atan yang senga-
ja tidak memberitahukan hal
iy kepada kekuasaan vang
lehih tinggi;

2. seorang pejabat yang dalam
mcnjalankan  tugasnya  me-
ngetahei bahwa ada orang di-
rampas kemerdekaannya se-

*  Pasal 425 KUHP ditiadakan/dihapus
berdasarkan Undang-Lndang Nomor
20 Tahun 2001 tentung Perubshan
Atas  Undang-Undang Nomer 31
Tuhun 1999 tenlany Pemberantasun
Tindak Pidana Eorpsi.
Selengkapnya lihat: fbid, hlmi. 51.
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cara melawan hukum, sengaja
tidak membentahukan hal it
dengan sepera kepada pejabal
vang bertugas menvidik
perbuatan picana.

(2) Seorang  pejabat yang bersalah
(alpa} menyvebabkan apa vang
dirumuskan dalam Pasal 1m ler-
laksana, diancam dengan pidana
kurungan paling luma tiga bulan
atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

FPasal 428

MDiancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan,
seorang kepala lembaga
pemasyarakatan  tempatl  menutup
orung  terpidana, oraap  tahanum
sementara atau orang vang disandera,
atan  seorang kepala lembaga
pendidikan negara atau rumah sakit
jiwa, vang menolak memeanuhi
permintaan menumt wndang-undang
supaya memperlihatkan orang yang
dimusukkan di sitn,  atan  supaya
memperlthatkan repister masuk, atau
akta- akia yang menurut aturan-

aluran wmum harms  ada untnk
memasukkan orang dE situ.
Pasal 429
(1) Seorang pejabat yang melampani
kekuasaan atan tanpa

mengindahkan cara-cara  vang
ditentukan dalam  peraturan
umurm, memaksa masuk ke dalam
rumah  atan ruangan atau
pekarangan tertutup vang dipakai
aleh orang lain, atau jika berada
di sitg secara melawan huokum,
tidak segera pergi atas permintaan
vang berhak atau atas nama orang

itn, diancam dengan pidana
penjura paling lama satuw tabun
empatl bulan atan pidana denda
paling «nggi empat ribu lima
ratus mupigh.

(2) Diancam dengan pidana yang
sama, seorang pejabat vang pada
waklu mengeeledah rumah, de-
ngan melampani kekuasaannya
atan tunpa mengindahkan cura-
cara yang Jditentvkan dalam
peraturan umum, memeriksa atan
Imerampas surat-surat, buku-buko
atau kertas-kertas lain.

Pasal 430

(1) Secrang pejabat vang melampaui
keknasaannya, menyuriuh mem-
perlihatkan kepadanya atan me-
rampas sural, kartu pos, barang
atau paket yang diserahkan
kepada lemibag: penganglkutan
umum atav kabar kawat vang
dalam tangan pejabat teleprap
untuk keperluan umum, diancam
dengan pidana penjara paling
lama dua (ahun delapan bular.

(2) Pidana  yang suma  dijatubkan
kepada pejabat vang melampaui
kekuasaannya, menyuruh secrang
pejabal telepon alan orang lain
vang diben  wgas  pckerjaan
telepon untuk keperluan umam,
memberi keterangan kepadanya
lenliny sesudly percokapan yvang
dilakukan dengan perantaraan
lerbaga .

Pasal 431
Searang  pejabat, suatu  lembaga
penguangkutan umun yang sengaja
dan melawan hukum membuoka snatu
surat barang tertntup atau paket vang
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diserahkan kepada lembaga itu
memeriksa IRiny4, At
memberitahukan isinya kepada orang
iain, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun,

Pasal 432

(1) Searang pejabat suam lembaga
peagangkutan umum  yang
dengan sengaja memberikan
kepada orang lain daripada yang
berhuk, surab lerlvlup, karlv pos
atau paket vyang dipercavakan
kepada  lembaga 1lu,  alau
menghancurkan, menghilangkan,
memilikl sendin atav mcogubah
1sinya, atan wmemibki sendini
barang sesuatu  yang ada de
dalarnnya diancam dengan prlana
penjara paling lama lirna tahun.

(2) Jika surat atan barang itu bernilai
nang, mdks pemiikan sendin itu
diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.

Pasal 433

Seorang  pejabat  telegrap  atau

telepon, atau orang lain yvang ditugasi

mengawasl pekerjaan telegrap atau
telepon  yang digunakan  untuk
kepeniingan urau, disncam:

1. dengan pidana penjara paling
lama dua tahun. 3ka ta dengan
sengaja dan  melawan  hukum
memberitahukan kepada orang
lain, Kkabar vang diserahkan
kepada jawatan telegrap atan
tefepon  atau Kepada lembaga

2 Pusul 435 KUHP ditisdakan/dihapus
berdusarkan Undang-Unduang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pembahan
Atas  Undang-Lndang MNomor 31

semacam itu, atau dengan sengaja
dan meclawan hukum membuka,
membaca, atau membentahukan
kabar tzlegrap ataw telepon
kepada orang lain;

2. dengan pidana penjara paling
lama lima tahun, jika ia dengan

sengaja membenkan  kepada
orang lain daripada vang berhak
atau. menghancurkan,

menghitangkan, memiliki sendini
atau mengubah isi suatu berita

telegrap atau telepon  yang
diserahkan  kepada  jawatan
telegrap, telepon  atau  pada

lembaga semacam itu.

Pasal 434

Seurang pejabul suata lembaga peng-
angkutan umuin, seorang pejabat
telegrap atau telepon atau orang lain
vang dimaksnd dalam Pasal 433,
yang dengan sengaja memiarkan
orang lain melalukan salah satu per-
mutan berdasarkan Pasal 431-433,
atin membanty orung lain dalam
perbuatan  1tn,  diancam  denean
pidana menurut perbedaan-perbedaan
vang ditetapkan dalam pasal-pasal
tersebut.

Pasal 435

Pasal 436

(1) Burung sispa mmoenurut hukum
yang berlaku bagi masing-masing
pihak mempunyai kewenangan
melangsungkan perkawinan

Tahun 19949 fentung Pemberantusan
Tinduk Pudana Kurpsa.
Selengkapnva hibat: fiid,, him. 51.
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seseorang, padahal diketahuinya
bahwa perkawinan LA
perkawinan-perkawinan orang itu
vang telah ada menjadi halangan
untuk itn berdasarkan undang-
undang, diancam dengan pidana
penjury puling lama tujub tahun.

(2) Barang siapa Imenurul hukuin
yang berlaku bagi masing-masing
pihak mempunyul kewenangan
melangsungkan perkawinan
seseorang, padahal diketahuinya
ada  halanpan  untak ity
berdasarkan undang-undanyg
diancam dengan pidana penjuara
paling lama dua tahun delapan
bulun utam pidana dendu paling
banyak empat 1ibu lima ratus
ruplah,

Pasal 437

Dalam hal permdanaan berdasarkan
Pasal 415, 419, 420, 423, 434, 425,
432 ayat penghabisan, dan Pasal 436
ayat pertama. dapat dijatuhkan
pencubutan  hak berdasurkan Pasal
35. No. 3 dan 4.

BAB XXIX
KEJAHATAN PELAYARAN

Pasal 438

(1) Diancam  karena  melakukan
pembajakan di lamt :

1. dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun, barang
siapa masuk bekerja menjadi
nakhoda atau menjalankan
pekeriaan ity di sebuah kapal,
padalid diketahuinya babhwa
kapal wu diperuntukkan atau
digunakan untuk melakukan

perbuatan-perbuatan
kckerasun i lautan  bebas
terhadap  kapal Jlain  atau
terhadap orang dan barang di
atasnva, tanpa  mendapal
kuasa untuk itu dari sebuab
negard vung berperany  uatau
tanpa masuk angkatan  laut
suaiu negara yang diakui;

Z. dengun pidany penjura paling
lama dua belas tahun, barang
siapa mengetahui  tentang
tujnan atau penggunaan kapal
ity, tmasuk bekerja menjadi
kelasi  kapal tersebut atan
dengan suka rela terus
menjalankan pckerjasn
tersebut  setelah hal  xtu
dikctahui  olchnya, ataupun
termasuk anal buah kapal
tersebut.

(2) Disamakan dengan tidak punya
surat kuasa, Jika melampam apa
vang diknasakan, demikian juga
jika memmegany sural kuasa dun
negara-negara  yang berperang
satu dengan yang lainnva.

{3) Pasal 89 tidak ditcrapkan.

Pasal 439

(1) Diancam  karena  melakukan
pembajakan di tepil laut dengan
piduna penjara palimg lama lima
belas tabnen, barang stapa dengan
memaka  kapal melakukan
perbuatan kekerasan terhadap
kapal lain atau terhadap orang
atan barang di atasnya, di perairan
Indonesia.

{(2) Yang dimaksud dengan wilayah
laut  Imdomesia  yanu  wilayah
"Terrifaoriale zee en maritieme
kringen ordonantie, 5. 19394427
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Pasal 440

Diancam karena melakukan
pembajukun i pantai dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun,
barang siapa yang di darat mmaupun di
alr sekitar pantaz atau mwara sungai,
mejakukan perbuatan kekerasan
terhadap orang atan barang di silu,
setelah lehih dahulu menyeherangi
fautan scluruhnys atau scbaglannya
untuk twjuan tersebut.

Pasal 441

Diancam karcna melakukan
pembajakan di sungai dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun,
burang siapa dengan memakal kapal
melakukan perbuatan kekerasan di
sungal terhadap kapal lain atau
terhadap orang atan  harang di
atasnya, sctclah datang ke tempat dan
untuk tujuan tersebut dengan kapal
dari temypat lain,

Pagsal 442

Diancam dengan pidana penjara
paling lama Lima belas tahua, barang
siapa yang menerima alau melakukan
pekerjaan sebapal komandan atau
pemimpin  sebuah  kapal. padahal
diketahuinya bhahwa kapal ity
diperuntukkan atzu digunakan untuk
melakukan salah sam perbnatan yang
dirumuskan dalam Pasal 439 - 441,

Pasal 443
Diancam dengan pidana penjara
pahing lama sepuluh tahun barang
siupa yang menerimsg alau melakukan
pekerjaan sebagal kelasi di sebuvah
kapal, padahal diketahuinya bahwa

kapal itu diperuntukkan  atau
digunzkun untuk mclakukan salah
salu  perbuatan  vang  dirumuskan
dalam Pasal 439 - 441 ataupun
dengan sukarela tetap tinggal bekerja
di kapal itu, sesudah diketahui
alehnya buhwa kapal 1tu digunakun
seperti diterangkan di atas.

Pasal 444

Jika perbuatan  kekerusan  vang
diterangkan dalam Pasal 438 - 441
mengakibatikan seseorang di Kapal
yang diserang atau seseorang vang
diserang 1w mati maka nakhoda.
komandan atan pemimpin kapal dan
mereka vang turat serta melalukan
perbuatan kckerasan,  diancam
dengan pidana mati, pidana penjara
senmur hidup, atau pidana penjara
selama wakiu terlenlu paling lama
dua puluh tahun.
Pasal 445

Barang siapa melengkapi kapal atas
biaya sendiri atan orang lain, dengan
maksud untuk digunakan sebagai
yang diremuskan dalam Pasal 438
alan  dengan  maksad  unk

melakukan salah satu per- buatan
yang dirumuskan dalam Pasal 439 -

441, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun.

*asal 446

Barang siapa atas biaya sendir atau
orang lain, secara langsung maupun
tidak langsung turut melaksanakan
penycwaan, pcmuatan atau
pertanggungan sebuah kapal, padahal
diketahuinyn bahwa kapal i akan
digunakan sebagai yang dirumuskan
dalam Pasal 438, 38, atan untuk
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melakukan salah satu perbuatan yang
dirmmuskan dalam Pasal 439 - 441,
diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun dalam

Pasal 447

Barang siapa dengan  sengaja

menverahkan sebuah kapal Indonesia

dalam kekuasaan bajak lant, bajak
tepi laut, bajak pantai, dan hajak
sungal, digneam;

1. dengan pudana pemjara paling
lama lima belas tahun. jika 1a
adalah nakhoda kapal mu;

2. dengun pwlana penjara paling
lama doa belas tahun, dalam hal-
hal lain.

Pasal 448

Seorang penumpang kapal Tndonesia
yang merampas kekuasaan atas kapal
secara melawan hukum, diancam
dengan pidana penjara palng lama
(ujuh Lahun.

Pasal 449
Seorangr  nakhoda  sebuah  kapal (
Indonesia yang menank kuapal dun
pemiliknya atan dar pengusahanya
dan memakainya unfuk keuntungan
sendiri, diancam dengan pidana
penjara paling lama delapan tabhun
enam bulan.

Pasal 450

Seorang warga negara Indonesia
yang tanpa izin Pemerinlab Tndonesia
menerima surat, bajak, maupun me-
nerima alau menjalankan pekerjaan
sebagal nakhoda sebuah kapal, pada-
hal diketahni bahwa kapal itu diper-

vnlukkan atau digenakan vniuk pela-

yaran pembajakan tanpa 1zin Peme-
rintah Indongsia, diancam dongan
Mdana penjata paling hima tahun,

Pasal 451

Seorang warga negara Indonesia
vang menerima pekerjaan sebagal
kelasi di sebuah kapal. padahal
diketalminya bahwa  kapal it
diperuntykkan atan digunakan untuk
pelayaran  pembgjakan  tanpa  izin
Pemerintah Indonesia, ataupun secara
sukarela tetap bekerja sebagai kelasi
sesudah  diketahuinya tujuan atau
peneggunaan  kapal 1w, diancam
dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.

Pasal 451 bis

(1) Seorang nakhoda sebuah kapal
Indonesta  yang  menyurh
memhikin  keterangan kapal,
vany diketahuinya bahwa 1sinya
bertentangan dengan kenyataan.
diancam dengan pidana penjara
paling lama lima iahun.,
Kelasi-kelasi vang furut sertz
menyuruh membikin ketcrangan
kapal yang diketahuinya bahwa
isinya tidak benar, dmancamn
dengan pulana penjara paling

latna dua tahun delapan bulan.

Pasal 451 ter

Barung swpa untuk memenuiu
peraturan dalam ayat ketiga Pasal 12
aturan tentang pendaftaran Kkapal,
memperlihaikan sural  keterangan
vang diketahuinva bahwa isinva tidak
benar, diancam dengan pidana
penjara paling lama tima tahyn.
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Pasal 432
(1) Barang siapa dalam berita acara
sealu Keterangan kapal, menvu-
ruh menulis Keterangan palsu
lentang  suale  keadaan  yang
kebenarannya harus dinvatakan
dalam akia iu dengan maksud
untok menggunakan atan menyu-
ruh orang lain menggunakan akia
itu, seclaholah keterangannya
BESUA dengan kenyataan,
diuncam, pka karena penggundan
akta itu dapat memmbulkan
kerugian dengan pidana penjara
paling lama delapan tahnn,
(2} Diancam dengan pidana
yang sama, barang siapa dengan
sengaja  menggunakan akia ifu
senlah-olah 15inya sesual dengan
kenvalaan, jika karena
pengpunaan  itu dapat timbul
kerugran.
Pasal 453
Digncam  dengan  prdana  penjura
paling lama duva tahun delapan bulan,
seprang nakhoda kapal Indonesia
yang sesudah dimulai penerimaan
atan  peonyewaan  kelasi. totapi
sebelum perjanjian  habis dengan
sengaja dan melawan hukum menarik
dirz dant punpinan kapal iu.

Pasal 454
Diancam, karena melakukan desersi,
dengun pidans penyury puling lama
satu tahun empat bulan, seorang
kelasi vang, bertentangan dengan
kewajibannya menurit perselujuan
kerja, menarik diri dan twgasnya di
kapal Indonesia, jika memunt
keadaan di waktu  melakukan
perbuatun, adu kckhawatirun timbul

hahaya bapi kapal, penumpang atau
muatan kapal 16w,

Pasal 455

Diancain karena melakukan desersi
hiasa, dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua manggu,
seorang anak buabh kapal-kapal
Indonesia, yang dengan sengaja dan
melawan hukom tidak mengikati atan
tidak mencruskan perjulunan yang
telah disetujuinya.

Pasal 456
Dhiaclakan berdasarkan  Sraatshlad
34-124jo. 38 - 2.

Pasal 457

Pidana yang ditentukan dalam Pasal
434 dan 4335 dapat dilipatkan dua, jika
dua  orang atau lgbih  dengan
bharselaitu melakukan kejahatan itu,
atan jika kejahatan dilakukan akKibat
permuiakalan jahal untuk berbuat
demikian.

Pasal 458

(1) Seorang pengusaha, pemegang
buku, atay nakhoda kapal
Indonesta yang menerima
scorang anak buah kapal untuk
bekerja, padahal mengetahui
bahwa anak buah kapal itu bebum
ada sebulun sejuk menank din
dari persetujuannya dengan kapal
Indonesta seperl dirumuskan di
dalam salah satu Pasal 454 atan
455, diuncam denguan  pidana
penjara paling kama empat bulan
dua minggn atau pidana denda
paling banyuk empuat nbu lima
ratus rupiah.
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(2) Tidak dipidana, jika penerimaan
kerja dilakukan di luar Indonesia
dengan 1n konsul Indonesia.
atau kalaun ini tidak ada, atas
permintaan penguasa setempat.

Pasal 459

(1) Seorang  penumpang  kapal
Indonesia yang di atas kapal
menyerang nakhoda,
melawannya dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan, dengan
senydjd merampas kebebasunnya
untuk bercerak atau seorang anak
buah kapal Indonesia yang di alas
kapai dalam pekerjaan berbuat
demikian terhadap orang vang
lebih tinggi pangkatnya, diancam
karena melakukan insubordinasi
dengan pidana penjara paling
lama dua tahun delapan bulan.

(2) Yang bersalah diancam dengan:

i.  pidana penjara paling lama
empat tahun, jika kejahatan
itn atae perbuatan-perbuatan
llum  yany¥ — menyertainya
mengakibatkan luka-luka;

2. pidana penjara paling lama
delapan tahun enam bulan jika
mengakibatkan luka-luka
berai:

A pidana penjara paling lama
dua Thelas  tahun, jika
mengakibatkan kematian,

Pasal 460

(1) Insubordingsi yang dilakukan dua
grang atau  lelih  dengan
berseluty, diancam  karcna
melakukan pemberontakan  di
kapal dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.

(2) Yang bersalah diancam dengan:

1. pidana penjara paling lama
delapun tabun enam bulan jiku
Kejahatan it atav perbuatan-
perbuatan lain vang
menvertainya mengakibatkan
luka-luka:

2. pidana penjara paling lama
dua belas tahun, jika
mengakibatkun luka-luka
berat;

3. pidana pemara paling lama
lima  belas tahon  jika
mengakibatkan kematian.

Pasal 461

Barang siapa di atas kapal Indonesia
menghasut  supava  memberontak,
disncam  dengan  pidana  penjura
paling lama enam tahun.

Pasal 462

Penolukun kerja oleh dud vrang anak
huzh kapal ITndonesia atau lebih yang
dilakukan bersekuin atan akibat
permuiakalan jahat diancam dengan
pidana penjara pahng lama dua tahan
delapan bulan,

Pasal 463
Diancam dengan pidana  penjara
paling lama sembilan bulan seorang
anak buah kapal Indonesia yang
scsudah dikenakan tindakan disiplin
karena menolak kerja, masih tetap
menolak kerja jupa.

Pasal 464
1) Diancam dengan pidana penjara
gak p Pely
paling lama sembilan bukan atau
denda paling banyak empat ribu
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ima ratus rupiah  seorang

penumpang kapal Indoncsia;

1. vung senpaja tiduk menumot
perintah nakhoda vang diberi-
kan wnmk keamanan atan
untuk meneguhkan ketertiban
dan disiplin di atas kapal,

2. yang tidak memben pertolo-
ngan menurut kemampuannya

kepada nakhoda, ketika
dikelahuinya  bahwa  dia
dirampas  kemerdekaannya
untuk bergerak,

3. yang SN tidak
memberitahukan kepada

nukhoda ketuka dikelahuinyu
adanya niat untuk melakukan
insubordinasi.

(2) Ketenwan lersebut pada no. 3
iidak berlakv jika insubordinasi
tidak terjadi.

Pasal 465

Pidana vang diancam pada Pasal 448

451 434 464 dapat ditambah

sepertiza, jika yang melakukan salah

sutu  kejuhatan  yang  diumuskan
dalam Pasal itu, berpangkat perwira
kapal

Pasal 466
Seorang nakhoda kapal Indonesia
yang dengan maksud

menguatungkan dJun sendiri  atau
orang lain dengan melawan hukom
alau uniuk menvicp: perbuaian tn
menjual kapalnya, atau menmnnjam
uang dengan mempertanggungkan
kapalnya atan perlengkapan kapal it
atan perbekalannva, atau menjual
atau menggadakan kapal itv barany
muatan atau barang perbekalan kapal
itu, atau mengurangi kerugian alaw

helanja, atan tidak menjaga supaya
bukubuku harian-harian i kapal
dipelshara menurul undang-undang,
ataupun tidak mengurus keselamatan
surat-surat  kapal ketika mening-
galkan kapalnya, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh

*asal 467

Seorang nakhoda kapal Indonesia,
yany  dengan maksud  untuk
menguntungkan din  sendiri  atau
orang lain secara melawan hukum,
atau  unmtok menotupl  keuntungan
vane demikian, mengubah haluan
kapalnya, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.

Pasal 468

Segrang nakhada kapal Indonesia
yvang di lnar keharusan atau herten-
tangan dengan hukum yang berlako
haginya, meninggalkan kapalnya di
tengah perjalanan, dan juga menyu-
ik atan memberi 1zin kepada anak
bughnva untuk berbuat demikian.
diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 469

(1) Scorang nakhoda kapal Indoncsia
vang di luar keharnsan dan di lnar
pengetaluan lebih dahulu dani
pemilik  ataw pengusaha  kapal,

melakukan atan membiarkan
dilakukan  perbuatan vang
diketahuinya bahwa karena it
kapalnya atau muatannya

kemungkinan ditungkap dituhan
atan dirintangi diancam dengan
pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana
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denda sebanyak-banyaknya
sembilan ribu rupiah,

(2) Sevrung penumpang kapal yung
di luar keharusan dan di lvar
pengetahuan iebih dulu dari
nakhoda  melakukan  perbuatan
yang sama dengan pengetahuan
yang sama pula, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu
tuhun atau pidana denda paling
banyak sembilan nbu rupiah.

Pasal 470

Seorang nakhoda kapal Indonesia
yang di lnar keharusan sengaja tidak
membert kepada PeNUMpang
kapalnya apa yang wajib di berikan
padanva, diancam dengan pidana
pemura  pulmg lama dua 1uhun
delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah,
Pasal 471

Seorang nakhoda kapal Indonesia
yang sengaja membuang barang mua-
lan di luar keharusan dan berlen-
tangan dengan hukom vang berlaku
baginya, diancam dengan pidana pen-
jara paling lama dua tahun delapan
bulan atau pidana deada paling
banyak emnpat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 472

Barang siapa dengan scngaja dan
melawan hukuin, menghancurkan
merusakkan, atau membikin  tak
dapat dipakai muatan, perbekalan
atau barang keperluan vang ada
dalum kapal, digncam dengan pidana
penjara paling lama dua  t1azhun
delapan bulan,

Pasal 472 bis

Barang siapa sebagai penumpang
gelap turut berlavar di atas sebuah

kapal, diangam dengun  pidana
penjara paling tiga bulan.

Pasal 473
Seorang nukhoda  yung emakal
hendera [ndonesia, padahal

diketahuinya bahwa dia tidak berhak
uiduk 1fu, diapcan denpan pidana
penjara paling lama satu tahun empat
hulan atau pidana denda paling
hanyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 474

Seorang  nakhoda  yung  dengan
memakal tanda-tanda pada kapalnya
sengajy memmbulkan kesan seukan-
akan Kapalnya adalah kapal perang
Indonesia kapal Angkatan Laut atau
kapal penunjuk vang bekerja di
perairan atau terusan laut Indonesia,
disncam  dengan  pidana  penjara
paling lama empat hulan dua minggu
atan prdana denda puling banvak
empat ribu lima ratus repiah.

Pasal 475
Barang siapa vang di luar kcharusan
melakukan pekerjaan nakhoda, juru
mudh atau masinis di kKapal Indonesia

padatal dikeilahminya buhwa
kewenangannva untuk berlayar telah
dicabut oleh penguasa  vang

herwenang, diancam dengan pidana
perjara puling lama sembilan bulan
atau pidana denda palmg banyak
sembitan ribu rupah.
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Pasal 476

Seorang  nakhoda kapal Tndonesia
yang tanpa alasan yang dapat dite-
rima menolak untuk memenuhl per-
mintam berdasarkan undang-undany
untuk menerima di Kapalnya seorang
terdakwa atau terpidana beserta ben-
da-benda vang berhubrngan dengan
perkaranya. diancam dengan pidana
renjara paling lama empat bulan doa
minggu atan pudana dendn  paling
banyak emnpat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 477

(1} Seorang nakhoda kapal Tndonesia
yunyg dengun senguja membiurkan
lari, atau melepaskan seorang ter-
dakwa atau terpidana atau mem-
beti bantuan ketika dilepaskan
atau melepaskan diri. padahal o-
rang itu diterima di kapalnya atas
permintaan berdasarkan undang-
undung, diancam dengun pidana
penjard paling lama emnpat tahun.

(2) Jika orang itu lari, dilepaskan atau
melepaskan  dirinya  karena
kealpaan nakhoda 1, maka dia
diancum dengan pidana kurungan
paling lama dua bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu
limia ratus Tupials,

Pasal 478

Seorang nakheda kapal Indonesia
yang sengy)a tidak memenul kewa-
jibannya menurut avat pertama Pasal
358a Kitab Undang- undang Hukum
Dagang untuk memberi perinlongan
kalau kapalnya terlibat dalam suaiw
tabrakan, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.

Pasal 479

Dalam hal pemidanaan berdasarkan
salah safu kejahatan yanpg dimmuskan
dulam Pagal 438449, 444, dun 467,
dapat dinyatakan pencabutan hak-hak
berdasarkan Pasal 35 no. 1 - 4.

BAB XXIX A
KEJAHATAN
PENERBANGAN DAN
KEJAHATAN TERHADAP
SARANA/PRASARANA
PENERBANGAN

Pasal 479a

{1) Barang siapa dengan sengaja dan
meluwan hukurm menghancurkan,
membuat tidak dapat dipakai atau
merusak bangunan untuk
pengamanan lalu lingas udara atau
menggagalkan usaha  uniuk
pengamanan  bangun  tersebut
dipidana denpan pidana penjara
selama-lamanyy sembilan tahun,

(2] Dengan pidana penjara selama-
lamanva sembilan tabuon jika ka-
renda perbuatan itu timbul bahaya
bagn keamanan lalu hittas udara;

(3) Dengan pidana penjara selama-
lamanya lma belas tahun jika
karena perbumatan in  meng-
akibatkan matinya orang.

Pasal 479b

(1) Barang siapy karcng kealpaannys
menyebabkan hancumya, tidak
dapat dipakainya atau rusaknya
bangunan untuk penganmanan lala
lintas ndara, alau gagalnya usaha
untuk  pengamanan bangunan
tersebut, dipidana dengan pidana
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penjara
tahun,

(2) Dengun piduna penjuru seluma-
lamanya lima tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi
keamanan lalu lintas udara.

(3) Dengan pidana penjara selama-
lamanya twuh tahun, fika kurena
perbuatan  itu  mengakibatkan
matinya orang.

selama-lamanya  tiga

Pasal 479¢

(1) Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukumn menghancurkan,
merusak, mengambil aian me-
mindahkan landa atau alat untuk
pengamanan penerbangan, atan
menggagalkan bokerjunva tanda
atau alat tersebut, atau memasang
tanda atan  alat yang keliru,
dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya enam tahun,

(2} Dengan pidana penjara selama-
lamanya sembilan tahun, jika ka-
reny perbuatan ita timbul bahaya
bagi keamanan penerbangan.

(3) Dengan pidana penjara selama-
lamanya dua belas tahun, jika
karcny  perbustan 1tu Gmbuol
bahaya bagi keamanan
penerbangan dan mengakibatkan
celakanya pesawal ndara.

(4) Dengan pidana penjara selama-
lamanya lima belas tahun, jika
karena perbuatan 1o Gmbul
bahaya keamanan penerbangan

dun  mengakibaikan  matinya
arang.
Puasal 479d
Burang swupa  kurena  kealpaun

menyebabkan tanda atau alat untuk

pengamanan penerbangan hancur,
rusak, tcrambil atau pindah atan
menyebabkan tidak dapat hekerja
atau menvebabkan terpasangnya
tanda ataun alat untuk pengamanan
pencrbangan yang keliry, dipidana;

a. dengun piduna penjura selama-
larnanya lima tahun, jika karena
perbuatan 1n menyebabkan
penerbangan tidak aman;
dengan pidana penjara selama-
lamanva lima tahun, jika karena
perbuatan itu  mengakibatkan
celakanya pesawat udara,;

C. dengan pidana penjara sclama-
lamanya tujuh tahun, jika karena
perbuatan 1tu  mengakibatkan
malinya orany.

Pasal 47%

Barang siapa dengar. sengaja dan
nielawan hukum, menghancurkan
atau membuat tidak dapat dipakainya
pesawal udara vang seluruhnva atau
sebagian kepunyaan orang lain,
dipidana dengan mdana penjara
selama-lamanya sembilan lahun,

Pasal 479

Barang siapa dengan sengaja dan

melawsn hukum  mencelakakan.

menghancurkan, membuat Hdak
dapat dipakai atan merusak pesawat
uclara, dipidana:

a. dengan pidana penjara selamna-
lamanya lima belas tahun, jika
karenaz perbuatan in  timbal
bahaya bagi nyawa orang lain;

0. dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara untuk
selama-lamanya dua puluh tabun,
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jika karena perbuatan itu
mengakibatkan matinyy orang.

Pasal 479g

Baranpg siapa karena kealpaannya

menyebabkan pesawal udara celaka,

hancor, tidak dapat dipaka atan
rusak, dipidana:

d. dengan pidana penjara sclama-
lamanya lima tahan, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi
ny:iwa erang lan;

b. dengan pidana penjara seluma-
lamanya tujuhb tahun, jika karena

perbuatan 1lu mengakibalkan
matinva orang.
Pasul 47%h

(1) Barang siapa dengan maksud un-
iuk menguniungkan din sendin
atan orang lain dengan melawan
bukum, atas kcrugian penang-
gung asuransi  menimbulkan
kebakaran atau ledakan, kecela-
kaun. kehancurmn, kerusakan dalan
membuat tidak dapat dipakainya
pesawat udara, yang dipertang-
gungkan rerhadap bahaya (erse-
but di atas ataw vang dipertang-
gungkan muatannva maupun
upah yang akan diterima untuk
pengangkutan muatannya, atau-
pun untuk kepentingan muatan
lersebul lelah dilerime vany (ang-
gungan, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya sembilan
tahun,

(2) Apahila yang dimaksud pada ayat
(1} Pasal im1 adalah pesawat ndara
dalam  penerbangan, dipidana
dengan pidana penjara selama-
lamanya litna belas tahun.

(3) Barang siapa dengan maksud
untuk menguntungkan dirl sendir
atau oruny lain dengan melawan
hukum atas kerugian penanggung
asuransi, menyebabkan penum-
pang pesawal udara yang clipet-
tanggungkan terhadap bahaya
nendapai kecelakaan, dipidana:
a. dengan pidana  penjara

selama-lamanya sepilub
tahun, pka karena perbualan
it menyehabkan luka berat;
b. dengan pidana penjara
selamu-lamanva  lima  belus
tahun, yika karena perbuatan
il mengakibalksn matinya

Orang.
Pasal 479i

Barang siapa di dalam pesawat udara
dengan perbuatan yang melawan
hukum merampas atau mempertahan-
kan perampasan alau nenguasal
pesawat udara dalam penerhangan.
dipidana dcngan  pidana  penjara

selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 479j

Barang siapa dalam pesawat udara
dengan lekerasan atau ancaman
kekerasan  atau  ancaman  dalam
bentok lainnya merampas alau
mempertahankan perampasan atau
menguasal  pengendalian  pesawat
wdara dalam penerbangan dipidana
dengan pidana penjara
selamalamanya lima belas tahun,

Pasal 479k

(1) Dipidana dengan pidana penjara
scumur  hidup  atan  pidana
penjara selama-lamanya dua
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pulub tahun, apabila perbuatan

dimaksud Pasal 479 huruf i dan

Pasal 475] itu:

a. dilakvukan oleh dua orang
atan lebih bersama-sama,

b. sebagai kelanjutan permufa-
katan jahat;

¢. dilakukan dengan direncana-
kan lebih dahulu;

d. mengakibatkan kerusakan pa-
da pesawat udara tersebut
sehingga dapat membahaya-
kan penerbangannoya;

c. mengakibatkan luka berat se-
Se0rang;

f. dilakukan dengan maksud
untik merampas kemerdeka-
A1 chEZILE IIIEHEIUE]S.EI_I] HIETaIn-
pas kemerdekaan seseorang.

(2} Jika perbuatan itu mengakibat-
kan matinya seseorang atau
hancurnya pesawal udara itu,
dipidana dengan pidana mati

atau pidana penjara  seunur
hidup ataun pidana penjara
selama-lamanya dua  puloh
tahun.
Pasal 4791
Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum melakukan
perbuatan  kekerasan  terhadap

gseseqrang di dalam pesawat ndara
dalam pcnerbangan, jika perbuatan
1tu dapat membahavakan
keselamatan pesawar udara tersebut,
dipidana  dengan pidana penjara
selama-lamanva lima belas tabun.

Pasul 479m
Burang siapa denyan sengaja dun
melawan hukum mernsak pesawat

wdara dalam dinas atau menvebabkan
keruspkan  atas  pesawat  udara
tersebut yvang menyebabkan wtdak
dapat terbang atau membahayakan
keamanan penerbangan, dipidana
dengan pidana  penjara selama-
lamanya lima belas tahun.

Pasal 479n

Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum menempatkan atau
menyebabkan ditempatkannya  di
dalam pesawat ndara dalam dinas.
dengan cara apa pun, alat atau bahan
vane dapat menghancurkan pesawal
wdara atav menyebabkan kerusakan
pesawat  undara  tersebut  yang
membuainya tidak dapat terbang atau

menyehabkan kerusakan pesawat
udara tersebut Vang dapat
mernbahayakan  keamanan  dalam

penerbangan, dipidana dengan pidana
perjara selama-lamanya lima belas
tahun.

Pasal 47%0

(1) Dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara
selama-latnanva dua puluh tahun
apabila perbuatan dimaksud Pasal
479 huruf 1, Pasul 479 huruf m,
dan Pasal 479 haruf n itu :
a. diulakukan oleh dua orang atau

lebih bersama-sama;

. sebugai  kelamjuian  dun
permufakatan jahat;
¢. dilakukan dengan

dircneanakan lebih dahaly;
d. mengakibatkin  luka  berat
bagi seseorang.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
malinyu SEeSeOrang aliu
hancurnya pesawat udara i,
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dipidana dengan pidana mati atau
piduny penjara scumur hidup atan
pidana penjara selama-lamanya
dua pulwh tahumn.

Pasal 479

Barang siapa memberikan keterangan
yvang diketahuinva adalah palsu dan
karena perbuatan itu membahayvakan
keamanan pesawat udara dalam
pencrbangan, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima helas
tahun.
Pasal 479%q

Barang siapa di dalam pesawat udara,
melakukan perbuatan vyang dapat
membahayakan keamanan dalam
pesawal undara dalamm penerbangan,
dipidana dengan pidana penjara
selamalamanya lima tahun,

Pasal 479r

Barang siapa di dalam pesawat udara
melakukan perbuatan-perhuatan yang
dapat mengganggu ketertiban dan
tata tertbh di dalam pesuwat udara
dalam penerbamgan, dipidana penjara
selamalamanya satu tahun.

BAB XXX
PENADAHAN PENERBITAN
DAN FERCETAKAN

Pasal 480

Diancam denpgan pidana penjara

pahing lun: ewnpal lzhun alau pidana

denda paling banyak sembilan ratus

rupiah:

1. baranyg siapa iembell, 1wenyewa,
menukar, menerima  madai,
menerima hadiah, atau  untuk

menarik  keuntunpan, menjual,
menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau

menyembunyikan sesuatm benda,
vang diketahul atau sepatutnya
harus diduga bahwa diperoleh
dari kejahatan penadahan;

2. barang siapa menarik keuntungan
dari hasil sessatu bendua, vang
diketahuinya atau sepatutnya
harus diduga bahwa diperoleh
dari kejahatan.

Pasal 481

(1) Barang siapa menjadikan sebagai
kebiasaan untuk sengaja membe-
li, menukar, menerima gadai, me-
nyvimpan, atau menyembunyikan
barang vang diperoleh dari ke-
jahatan, diancam denpan pidana
penjura paling lams (wjuh ahun.

(2) Yang bersalab dapal dicabut
haknya herdasarkan Pasal 3% no,
1-4 dan haknya untuk melakukan
pencarian dalam mana kejahatan
dilakukan.

Pasal 482

Perbuatan sebagaimana dimnmskan
dalam Pasal 480, diancam karena
penadahan ringan dengan pidana
penjara paling lama tiga bulan atau
pidana denda paling banyak sesabilan
ratus rupiah, jika kejahatan dari mana
benda terzebut diperoleh adatah salah
satn  kejahatan vwvang dimmuskan
dalam Pasal 364, 373, dan 379.

Pasal 483
Barang siapa menerbitkan sesuatu
tnhisan atan sesuatl gambar yang
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karena sifatnya dapat diancam
dengan  pidang,  diancam  dengan
pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan atau pidana kurungan
paling lama safn tabun atan pidana
denda paling banyak empat rbu lima
ratus rupiah, jika
1. sipelaku tidak diketahui namanya
dan juga tidak diberntahukan
namanya oleh  penerbit  pada
peringatan  pertama  sesudah
penuntutan berjalan terhadapnyva;
2. penerbit sudah mengetahui atau
patut mendinga bahwa pada wakta
tulisan atan gambar ite ditcrbit-
kan, s1 pelaku itu tak dapat ditun-
tut atau akan menetap di luar
Inddonesia.

Pasal 484

Barang siapa mencetak tulisan atau
gumibur yang merupukan perbualan
pidana, diancam dengan pidana pa-
g lama satu tahun empat bulan atap
pidana kurungan paling lama satu ta-
hun atau pidana denda pahag banyak
empal ribu lima ratus rupiah, jka;

1. orang yang menyuwruh mencetak

barang tidak diketahw, dan
selelah  dileniukan  penunluian,
pada teguran pertama tidak
diberitahukan olchnya;

2. pencetak mengetahui  utaw
seharusnya  menduga  bahwa

orang yang menywruh mencetak
pada saat penerbitan, tidak dapat
dituniot atau menetap di loar
Indonesia.

Pasal 485

Jika sifat wlisan atau gambar merupa-
kan kejahatan yang hanva dapal di-

tuntut atas penpaduan, maka penerbit
atan penectak dalam kedua Pasal &
atas hanya ditvniut atas pengaduan
OTang vang terkena kejahatan ktu.

BAB XXXI1
ATURAN TENTANG
'ENGULANGAN
KEJAHATAN YANG
BERSANGKUTAN DENGAN
BERBAGAI-BAGAI BAB

Pasal 486
Pidana pepjara yang dirumuoskan
dalam pasal 127, 204 avat pertama,
244 - 243, 253 - 260 bis, 263, 264,
266-268, 274, 362, 363, 365 avat
pertama, kedua dan ketiga, 368 avat
pertama clan kedna sepanjang di sim
ditunguk kepada ayat kedua dan
ketiga pasal 363, pasal 309, 372, 374,
375, 378, 380}, 381 - 383, 385 - 388,
397, 399, 400, 402, 415, 417, 425,
432, avat penghabisan, 452, 4466, 480,
dan 481, begitu pun pidana penjara
selama waktu tertentu yang diancam
menurut pasal 204 ayat kedua, 365
ayal keempat dan 368 ayal kedua,
sepanjang di situ ditunjuk kepada
ayat  keempat pasal 3635, dapat
ditambah dengan sepertiga, jika yang
bersulah ketika melakukan kojahatan
helum lewat ralun  sejak
menjalani untuk seluruhnyva atau
sebagian dari pidana penjara vang
dijatuhkan kepadanya, baik karena
salah vang

limaa

satn lejahiatan
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dirnmuskan dalam pasal-pasal itu,
maupun karcna salah satu kejahatan,
yang dimaksud dalam salah satu dari
pasal 144 -143, 145 - 149, Kitab
Undang-Undang Hukum  Pidana
Tentara, atan sejak pidana tersebut
baginya sauna sekah elah dihapuskan
atau jika pada wakic melakukan
kejahatan, kewenangan menjalankan
pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 487
Pulana pemjara  yang  duentukan
dalam pasal 131, 140 aval pertama,
141, 170, 213, 214, 338, 341, 342,
344, 347, 348, 351, 353 - 355, 438 -
443, 459, dan 460, begilu pun pmdana
penjara selama wakin terrentu yang
diancam meaurut pasal 104, 130 ayat
kedua dan ketiga, pasal 140, ayat
kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444,
dapat ditambah sepertiga, jika vang
bersalah ketika metakukan kejahatan
lewalt hma fabun  sejak
menjalam  untuk selurubnya atau
sebagian  pilana  penjara yang
dijatuhkan kepadanya, baik karena
salah  satu  kgjghatan  yang
diterangkan dalam pasal-pasal itu
maupun karena salah sata kejahatan

belum

BUKU KETIGA
PELANGGARAN

vang dimaksudkan dalam pasal 106
ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua
dan ketiga, 108 avat kedua, sejauh
kejahatan yang dilakukan it atan
perbuatan YdItg menyertainya
menyebabkan luka-luka atan
kematian, pasal £31 aval keduoa dan
ketiga, 137, dan 138 KUHI? Tentara,
atuu sejak prdany terscbut baginya
sarma sekali telah dihapuskan, atau
jika pada wakws  melakukan
kejahatan, kewenangan menjalankan
pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 488
Pidana yang ditentukan dalam pasal
134 — 138, 142 — 144, 207, 208,
310 — 321, 483, dan 484, dapat
chtambabh  sepertiga, jika vang
bersalah ketika melakukan kejahatan

helum lewat lima tahun sejak
menjalani untuk  scluruhnyva  atan
sehagian pidana penjara vang

dijauhkan kepadanya karcna salah
satn kejahatan yang diterangkan pada
pasal ita, atau sejak pidana tersebut
Baginya sama sekuali teluh dihapuskan
atau jika pada waktn melakukan
kejuhutan, kewenungan menjalankan
pidana tersgbut helum daluwarsa.
BAR 1
TENTANG PELANGGARAN
KEAMANAN UMUM BAGI
ORANG ATAU BARANG
DAN KESEHATAN
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Pasal 489

kenakalan terhadap orang atau
barang yvang dapal menimbulkan
bahaya, kKerugian atan kesusahan,
diancam  dengan pidana  denda
paling banvak dua ratus doa puluh
lima mapiah.

. Jika ketika melakukan

pelanggaran belam lewat satu
tahun sejak adanya pemidanaan
vang menjadi  tetap  karena
pelanggaran vang samg, pidana
denda dapat diganti  dengan
pidana kurvnpgan paling lama tiga

Pasal 490

Diancam dengan pidana kurungan
paling lama enam hari, atau pidana
denda paling hanyak tiga ratus
rupah:

1.

L

barang siapa mcnghasut howan
terhadap orang atau terhadap
hewan yang sedang ditunggangi,
alau dipasany di muky kereta atau
kendaraan, atau sedang memikul
muAatan.

barang siapa tidak mencegah
hewan vang ada di bawah
penjagusnnyy, bilamany hewun
Itu menyerang ranyg atan hewan
yang lag  ditunggangi  atau
dipasang di muka Kkereta atau
kendaraan, atau sedang memikul
muaian:

. barang slapa tidak menjaga

secukupnya binatang buas yang
ada di bawah penjaraannya,
supaya fidak  menimbulkan
kerugian;

barung SIUpiL niemelihara
binatang buas vang berbahaya

tanpa melaporkan kepada polisi
atau pgjabat lain yang ditunjuk
untuk e, alay tdak menaati
peraturan vang diberikan oleh
pejabat tersebut tentang hal i

asal 491

Diancam dengan pidana denda paling

banyak tujuh ralus luna puluh rupiah:

1. barang siapa diwajibkan menjaga
orang pgila yang berbahava bag
dinnys semdinl  maupun  orang
lain, membiarkan orang it
berkeliaran tanpa dijaga;

2. barung siapa diwajibkun menjaga
searang anak, meninggalkan anak
itu tanpa dijaga sehingga oleh
karenanya dapat timbul bahaya
bagi anak itu atau orang lain.

Fasal 492

(1)Barang siapa dalam keadaan
mabuk di moka umum merintangi
lala lintas, atan mengganggn
ketertiban, ataw  mcengancam
keamanan orang lain, atan
melakukan sesuatn yang harus
dilakukan dengan hali-hati atau
dengan mengadakan tindakan
penjagaan terteniv lebih dahulu
agar jangan  membahayakan
nvawsa atau kesehatan crang lain,
diancam dengan pidana kurungan
paling lama enam hari, atau
piduna denda paling banvak tiga
ratus tujull pulul lima rupiah.

(2)Jika ketika mclakukan
pelanggaran helum lewat satu
tahun scjak adanya pemidanaan
yvang menjadi  tetap  karena
pelanggaran yang sama, atau
karenaz hal yang dinuenuskan
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dalam Pasal 538, dijatuhkan
piduny kurungan paling lama dua
minggu.

Pasal 493

Barang szapa secara meiawan hulam
di  jalan umum membahayakan
kebebasan bergerak orang lain, atau
terus mendesakkan dirinya bersama
dengan seorang atan lehih kepada
orang lain yang tidak mcoghendaki
itu dan sudah tegas dinyatakan, atau
mengikuti  orang lain  secara
mengganggi, diancam dengan pidana
denda paling banvak seribu lima ratus
rupiah.

Pasal 494

Diancam dengan pidana denda paling
banyak tiga ratus tujith puluh lima
rupiah:

1. barang siapa tidak mengadakan
pencrungan  secukupnya  dan
tanda-tanda menurut  kebiasaan
pada penggalian atai
menumpukkan lanah di  jalan
vmum. vang dilakukan oleh atau
alas perintahnya, alau pada benda
vang ditarub di sita oleh atan atas
perintahnyu;

2. buarany stapa ldak mengadakan
indakan seperlunya pada waktu
melakukan suatu pekerjaan di
atas atan di pinggir jalan nmum
untuk mcmbern tanda bagl yvang
lahu di situ, bhahwa ada
kemungkinan bahaya;

3. batang siapa menaruh atan
mengganinngkan sesualv di alas
suatu banpunan, melempar atau
menuangkan ke luar dun sita
sedemikian rupa hingza oleh
karena 1ty dapat timbul kerugian

pada orang yanpg  sedang
mcnggunakan jalan umum;

. barang slapu membiarkan di julun

umum, hewan untuk dinaiki,
unttk menarik  ataw  hewan
mualan  fanpa  mengadakan
tindakan penjagaan agar tidak
menimbulkan kervgian;

. barang srapa membiatkan ternak

berkeliaran di jalan umnm tanpa
mengadakan (indakan penjagaan,
agar rdak menmmbulkan
kerugian;

barang siapa tanpa izin penguasa
vang herwenang, menghalangi
sesuuplu julanan wuntuk wmum di
darat maupur di  air  atan
menimbulkan rintangan Kkarena
pemakaian kendaraan atau kapal
vang tidak semestinya.

Pasul 495

. Barang siapa tanpa izin kepala

polist atau pejabat yang ditunjuk
untuk iy, di tempat vang dilalui
orang METNASHNE runjau
perangkap, jerat, atau perkakas
luan  unluk mEnangkap  atau
membunch binatang buas,
diancam dengan pikdana denda
paling banyak tiga ratus tujuh
puluh lima rupah.

. Jika ketika melakukan
pelanggaran  belum lewat satu
tahun sesudah adanya

pemidanaun yung menjadi tetap
karena pelanggaran yang sama,
pidana denda dapat diganii
dengan pidana kunwgan paling
lama enam hari.
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Pasal 496

Barang siapa tanpa 1zin kepala polisi
atan pejabat vang ditunjuk untuk ito,
membakar  burang  tuk  bergerak
kepunyaan sendiri, diancam dengan
pidana denda paling tinggi tnjuh ratus
lima puluh rupiah.

Paxal 497

Driancam dengan pidana denda paling
ngm tga raws luuh pulub Inna
rupiah:

1. barang siapa di jalan umum atau
di pinggirnya, ataupun di tempat
yang  sedemikian  dekatnya
dengan bangunam atuu barunyg,
hingga dapat timbal bahaya
kebakaran, menyalakan api tanpa
petlu menembakkan senjata api;

2. bharang siapa melepaskan halon
angin di mana digantungkan
bahan-bahan menyala.

I"asal 498 dan 499
Dioadakan berdasarkan Staarsblad
32-143j0.33 - 9.

Pasal 504

Barang siapa tanpa 1zin kepala polisi
atan pejabat vang ditunjuk untuk itu,
membikin obat ledak, mata peluru
gtan  peluru  untuk  scojata api,
diancam dengan pidana kurungan
paling lama sepuluh hari atau pidana
denda paling banvak tujuh ratus lima
puiuh rupiah.

Pasal 501
{1)Diancam dengan pidana denda
paling banyvak tiga rams tujub
puluh lima rupizh:

1. barang slapa menjual,
menawarkan, menyerahkan,
mermbayikan alay mempurryual
persediaan untuk dijual atau
dibagikan, barang makanan
atan minuman yang dipalsu
atau vang busuk, ataupun ar
susu dan ternak vang sakil
atau yang dapat mengganggu

keschatan,
2. barang siapa lanpa izin kepala
polisi  atan  pejabat  vang

ditunjuk untuk itu, menjual,
menawarkan, menyerahkan,
membagikan  daging  ternak
yang dipotong karena sakit
atau mati dengan sendirinya.
(2)Jika ketika melakukan
pelangoaran belum  lewat dua
tahun setelah ada pocmndanaan
yvang menjadi tetap karena
pelanggaran yang sama, pidana
denda dapat diganti dengan
ridana kurungan paling lama
enam hari.

Pasal 502

1. Rarang siapa lanpa izin penguasa
vang berwenang untuk it
membum atau membawa senjata
api ke dalam hutan nepara di
mang diluranyg umuk itn tanpa
izin, diancam dengan pidana
kwrungan paling lama satu bulan
atan pidana denda paling banyak
tiga ribu rupah;

Z. Binatang vung ditangkap atau
ditembak seita perkakas dan
senjata yang digunakan dalam
pelanggaran, dapal divampas.
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BAB LI
PELANGGARAN
KETERTIBAN UMUM

Pasal 503

Dvancam dengan pidana kurungan

paling lama tiga han atau pidana

denda paling banyak dua ratus doa
puluh lima mpiah:

(1) barung siapa membikin ingur atau
riuh, sehingga  ketenteraman
malam hari dapat terganggu;

(2) barang siapa membikin gaduh di
dekat bangunan untuk
memalankan 1badat Viang
dibolehkan atay untwk sidang
pengadilan, di waktu ada ibadat

alau sidang.
Pasal 504
( 1)Barang siapa mcngemis di muka
umun, diancam karena

melakukan pengemisan dengan
pidann  kwungan paling lama
enan minggu.

(2)Pengemisan yang dilakukan oleh
tiga orang amag  lebih, yang
berumur di atas enam belas tahun,
diancam dengan pidana kurungan
paling lama tiga bulan.

Pasal 505

(1) Barang slapa bergelandangan
tanpa pencarian, diancam Xarena
melakukan pergelandangan
dengan pidana kurungan paling
lama tiga bulan.

(2) Pergelandangan yang dilalkukan
olch tiga orang atqu lchih, yang
berumur di atas enam belas tahun

diancam denpan pidana kurungan
paling lama ¢cngm bulan.

Pasal 506
Barang siapa menank keuntungan
dari perbuatan cabul seorang wanita
dan menjadikannya sebagai
pencarian, diancam dengan pidana
kurmngan paling lama sata tahun.

Pasal 507

Diancam dengan pidana denda paling
hanyak dua ribu dea ratus limaa puluh
rupiah:

1. barang siapa tanpa wenang
memalied suatu gelar mograt, atua
suatu tanda kehormatan
Indonesta:

2. barang siapa lanpa izin Presiden,

manzkala it diperlukan,

menerima suatu tanda
kehormatan, gelar, pangkat atau
derajat asing;

barang siapa ketika ditanya oleh

pengudss  yang berwenang

tentang namanya, memberi nama
yvang palsu.
Pasal 508

Barang siapa lanpa wenang nientakal
dengan sediki! penvimpangan suatu
nama atan tanda  jasa  vang
pemakaiannya menuwrut ketentuan
undang-undang, semata-mata untuk
suatu  perlampulan  atau  personal
perkumpulan, atan personal dinas
kesehalan lenlara, diancam dengan
mdana Kurungan paling lama satu
bulan atau pidana denda paling
hanyak empat ribu lima ratus rupiah.

L
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Pasal 508 bis

Barang siapa di muka uwnmm tanpa
wenang  memakal  pakaian  yang
menyamyl  pakuaian  jubatan  yuny
ditetapkan untuk pegawal negeri atau
pejabat vang bekerja pada negara,
pada suatw provinsi, pada svatw
daerah wvang berdiri sendiri vang
diakui atan yang diatur dengan
nndang-undang sehingga pamt ia
dapat  dipandang orang  scbhagai
pegawat atau pejabat itu, diancam
dengan pidana kKurungan paling lama
satu bulan atav pidana denda paling
banvak empat ribu litna ratus rupiah.

Pasal 509

Burang s1dpa lanpra 1£1n
meminjamkan uvang  ataw  barang
dengan gadai, atan dalam bentuk
jnalkeli dengan bholeh dibeh kembali
ataupun dalam  bentuk  kontrak
komisi, yang nilainya tidak lebih dari
seratus  tupiah, diancam  dengan
pidana kurungan paling lama tiga
bulan, atau pidana denda paling
banyak lima belas ribu rupiah,

Pasal 519
(1) Diancam dengan pidana denda
paling banvak tiga rams tujuh
puluh lima mpiah, barang siapa
tanpa 1izin kepala polisi atau
pcjabat lain yang ditunjuk untuk
itu:
|. mengadakan pesta lain yvang
ditunjuk untek ic:
2. mengadakan arak-arakan di
jakan umum.
(2) Tika arak -arakan diadakan untuk
menyatakan Keinginan-keingingn
secara  1menakjubkan, vyang

bersalah diancam dengan pidana
kurungan  paling lama  dua
minggu atau pidana denda dua
ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 511

Barang siapa di waktu ada pesta arak-
arakan, dan sebagainya, tidak
menaate perintah dan petunjuk yang
diadakan oleh polisi untuk mencegah
kecelakaan olch kemacetan lalu lintas
di jalan umum, diancam dengan
pidana denda paling banyak tiga ratus
tojuh puluh hima rupiah.

Pasal 512

(1)Burung siapu tidak diwcnangkan
melakukan  pencarian yang
menurut  aturan-aturin  umum
harus diberi kewenangan untuk
i, melakukannya tanpa
keharusan, diancam  denguan
pidana denda paling banyak
cmpat ribu lima ratus mpiah.

(2)Barang siapa  diwenangkan
melakukan  pencanian yaang
mennnit.  anmran-amran nmum
harus diberi kewenangan untuk
i, dalam melakukan pencarian
tersebut tanpa keharusan
melimpeau balas
kewenangannya, diancam dengan
piclana denda paling banyak tujuh
ratus lima puluh rupiah.

(3)Jika ketika melakukun
pelanggaran belum lewat dua
tahun sejak adanva pemidanaan
vang menjadi  telap  XKarena
pelanggaran yang sama, maka
dalam hal ayat pertama, pidana
denda dapat dimanti dengan
piduna kurungan paling lama duan
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bulan, dan dalam hal ayat kedua,
paling lama satu bulan.

Pasal 512a

Barang siapa sebagal mata pencarian,
baik khnsus manpun  sebagai
sambilan menjalankan pekerjaan
dokter atau dokter gigi dengan tidak
mempunyal  sarat izin, di dalam
keadaan wvang tidak memaksa,
digncam dengan pidana  kurungan
paling lama dua bulan atau pidana
denda setinggi-tingginya seratus lima
puiuh ribu rupiah.

Pasal 513
Barang siapa menggunakan atau
memnbelebkan  digunakan  barany

orang lain vang ada padanva karena
ada hubungan kerja atau karena
pencariannya, unink pemakaian vang
tidak  diizinkan olch pcemiliknya,
diancam dengan pidana kurungan
paling lama enam han atau mdana
denda paling banyak tiga raius tujuh
puluh lima rupiah.

Pasal 514

Seorang pekerja hanan, pembawa
ungkusan, pesuruh, pemikul atau
kuli, yang dalam menjalankan
pencariannya melakokan kelalaian
atan kckurangan dalam
pengembalian perkakas yany
diterimma untuk dipakal, atau dalam
penyampalan barang vang dilerima
untuk  diangknt, diancamn  dengan
pidana kurungan paling lama caam
hari, atau pidana denda paling banyak
tega ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 513

(1) Diancam dengan pidana
kurungan paling lama enam hari,
atau pidana denda paling banyak
lujuh mius Ko pelub repah;

1. barang siapa pindah kediaman
dari bagian kota, desa atau
kampung di  mana dia
menetap, tanpa
memberitahukan sebelumnya
kepada  penguasa  yang
berwenang dengan menyebut
tempat menstap yany baru;

2. barang siapa setelah menetap
di bagian kota, desa atau
kanipung, lidak
memhberitahukan  hal  ttu
kepada  penguasa yang
berwenang dazalam tenggang
wakm ¢mpart  belas  hari,
dengan menyebut nama,
pencarian dan tempat asalnya.

(2) Ketentuan dalam ayat pertama
tidak berlakn Dbagi orang yang
pindab tempat kediaman dan
menctap, yang masih di dalam
satu kota.

Pasal 516

(1)Barang siapa menjadikan sebagai
pencarian unluk memberi tempat
bermalam kepada orang lain. dan
tidak mempunyal register terus-
mcncrus, atau tidak mencatat atau
menyuruh catat nama, pencarian
atau pekerjaan, tempat Kediaman,
hann dalang dan perginya orang
vang bermalam di situ, atau atas
permintazn kepala pelisi atan
peiabat vang diturjuk nnk i,
tidak memperlihatkan register i,
diancam dengan pidana denda
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paling banvak tiga ratus tujuh
pulub lima rupiah,

(2)ika ketika melakukan pelang-
guran belum lewat dua taubun
sejuk adanva pemidamaan yang
menjadi tetap karena pelanggaran
vang sama, pidana denda dapal
digantt dengan pidana kurungan
paling lamga enam hari,

Pasal 517

(1) Diancam dengan pidana
kurungan paling lama sato bulan
atau pidana denda paling banyak
dua riby dua ratus lima puluh
rupiah:

1. barang  siapz  membeh,
inenukar, menerima untuk
ibadah, gadai. pakal atan

rimpan dan seorang tentara di
bawah pangkat perwira; atau
menjuatkan, menggadaikan,
meminjamkan atau
menylmpankan barang
tersebut untuk seorang tentara
di bawah pangkat perwira,
yvang diberikan tanpa izin dani
atau nama perwira.

2. barang siapa menjadikan
kehiasaan atau pencarian
untuk membeli barang-barany
yany demikian, tidak menaat
peraturan mengeenal
pencatatan dalam register
vang ditentukan dalam aturan-
aluran umuim,

(2) Jika kctika metakukan
pelanggaran belum lewat dua
tahun sejak adanya pemidanaan
yang menjadi  lelap karena
pelanggaran yang sama,
pidananya dapat dilipatkan duva
keali.

Pasal 518

Barang siapa tanpa wenang memberi
pada atan menerima dan  scorang
terpidana sesuatu harang, diancam
dengan pidana kurvngan paling lama
enam harl ataw prdana denda paling
banyzk tea ratus tujuh puluh lima
rupiah,

Pasal 519

(1) Buranyg siapa membikin, menjuul,
menylarkan atan  mempunyai
persediaan uniuk dijual atau
disiurkamn, aluupeun
memasukannya ke Indonesia,
barang cctakan, potongan logam
atau  benda-benda lain  vyang
bentuknyu menyerupul | uang
kertas, mata vang, benda- benda
emas atau perak dengan merek
negard, utuu  prungko  pos,
diancam dengan pidana denda
paling banyak cmpat ribu hma
ratus rupiah.

(2)Benda-betnda vang merupakan
pelangoaran dapat dirampas.

Pasal 519 bis

Diancam dengan pidana kurungan

paling lama tiga bulan, atau pidana

denda paling banyak Jima belas ribu
rupiah;

1. barang siapy mcngumumkan isi
apa yang ditangkap lewat pesawat
penerima radio vyang dipakai
olehnya atau yang ada di bawah
pengurusannya, yang sepatutaya
harus didvwganya bahwa itu tidak
untuk dia atau entok diumumkan,
MELpUn memberitahukannya
kepada orang lain, jika sepatutnya
harus diduganya bahwa it akan
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diumumkan dan memang lalu
disusut dengan pengumuman;

2. barung siupy  mengumumkan
betita  yang ditangkap lewat
pesawat penerima radio, jika ia
sendirt, maupnn orang dari mana
berita 1 dientmanya, tdak
herwenang unluk ilu.

Pasal 520

Diancam dengan pidana kurungan

pabing lumna tpa bulan:

1. burunyg yanyg  setelah
mendapat pengunduran
permnbayurun hulang  dengan
kehendak sendiri  melakukan
perbuatan-perbuatan, untuk mana
meminit  anmran-aturan  wmm,
dibaruskan adanya kerja sama
dengan pengurus;

. SEOTANE pengurus atau komisars
perseroan, maskapai, perkum-
pulan atau vayasan, yang setelah
mendapat  pengunduran  hayar
hutang, dengan kehendak scndiri
melakukan perhuatan-perbuatan
untuk mana mchurut aturan-
aturan nmum, dibaruskan adanya
kerja sama dengan pengurus.

siapd

[

BAB I1I
PELANGGARAN
TERHADAP PENGUASA
UMUM

Pasal 521
Barang siapa melanggar ketentuun
peratiuran penguasa Lmum vang telah
diumumkan wmengenai pemakaian
dan pembagian air dari perlengkapan
alr alau bangunan pengairan guna

keperluan umum, diancam dengan
piduna kurungan paling lama dua
helas hari, atau pidana denda pahing
banvak sembilan ratus rupiah.

Pasal 522

Barang siapa menurnt  undang-
undang dipaneggil sebagal saksi, ahli
atan juru babasa, tidak datang secara
melawan hukum, diancam dengan
piduna denda paling banyak scimbilan
ratus rapiah.

Pasal 523
Barang siapa tanpa alasan vang sah
membiarkan tidak dikerjakannya
pekerjaan rodi, pekerjaan desa atau
pekenaun perusahaan kebun negara,
diancaimn dengan pidana kurungan
paling tingg: tiga hari atau pidana
denda paling tinggi sepuluh rupiah,
Jika kefika mclakukan pclanggaran
belum lewat enam bulan sejak adanya
permidanaan vane  menjadi  fetap
karena pelanggaran yang sama, dapat
diancam dengan pidana kurungan
paling tinggi tiga bulan.

Pasal 524

Diancamn dengan pidana paling
banyak sembilan ratus rupiah:
1. barangsiapa  dalam  perkara

mengenal orang vang belum
dewasa, atau orang yang sudah
tahu akan di bawah pengampuan,
atau orang yang akan atau sudah
dimasukkan dalam rumah sakit
piwa, dipanggil nnuk didengar
selaku  kelmarga  sedarah  ataw
vermnends, selakn suamiastr, wali
atan wali pengawas oleh hakim
atan atas perintahnya olch kepala
polist, tidak datang sendiri
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maupun dengan  perantaraan
kuasunya jika 1t dibolchkan,
lanpa alasan yang dapat diterima;

. batang siapa dalam perkara

mengenai orang yang belum
dewasa atau orang yang sudah
atau akan di bawah pengampuan,
dipanggl untuk didengar  oleh
kantor peninggalan harla atae alas
permntaunnyy oleh kepala pohsi,
tidak datang sendirr maupun
dengan perantaraan kuasanya jika
itu ditbolehkan, tanpa alasan yang
dapat diterima;

. barang sapa  dalam  perkara

mengenal orang  yang  belum
dewasa dipanggil untuk didengar
uleh majells perwalian atau alas
permintaannya oleh kepala pokisi,
tidak datang sendiri atau dengan
perantaraan  kuasanva, tanpa
alasan yang dapat diferima,

Pasal 525

(1)Barang siapa ketika ada bahaya

umumn bagi orang atau barang,
afan  kefika ada kejahatan
tertangkap tangan diminta
pertolongannyva oleh penguasa
umilm tetapi menolaknya,
padabial miampu unluk roemben
pertolongan  tersebut  tanpa
menempatkan dii fangsung
dulamn kizadaan yuny
mncmbahayakan, diancam dengan
pidana denda paling banyak tiga
ratus tujuh puluh lima rupiah;

(2)Ketenluan ini tidak berlaku bagi

mereka vang menclak memberi
pertolongan kureny ingin
menghindar atzu menghalaukan
bahuyva penuntutan baygl  sulah
seorang kelvarganya sedarah atau

semenda dalam garis lurus atau
menyimpang,  sampal  derajat
kedua alan keliga, atau bagi
suami (istri) atau bekas suaminya
(istrinya).

asal 526

Barang siapa menyobek, membikin
tak terbaca ataz merusak suatu pem-
heritahuan di muka umum dari pihak
penguasa yang wenang dtau karcna
ketentuan undang-undang, diancam
dengan pidana denda paling banyak
dva ratns doa puluh lima rapiah.

Pasal 527
Dhitiadakan berdasarkan L.N, 1955 -
28,

Pasal 528
(1) Diancam dengan pidana

kurungan paling lama dua bulan

atau pidana denda paling banyak

empal rtbu lima ratus rupiah,
barang siapa tanpa izin penguasa
vang berwenang:

1. membikin  salinan  atau

petikan  dari surat-surat

jabatan nepara dan  alat-
alalnya, yang dengan periniah
penguasa  umum  harus
dirahasiakan;

mengumumkan seluruh atau
sehagian surat-surat tersebut

dalam butir 1,

3. mengumumkan hal-hal yang
tetmaktub dalam surat-sorat
tersebut dalam  butir L,
padahal  sewajarnya  dapat
diduga bahwa hal-hal im
harus dirahasiakan.

[
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(2) Perbuatan itu tidak dipidana, jika
perintah  merahasiakan  jelas
diberikan kurenu wlusan  luin
datipada kepentingan dinas atan

umum.
BAR IV
PELANGGARAN
MENGENAT ASAL-USUL
DAN PERKAWINAN
Pasal 529
Baranp siapa  tidak  memenuhi
kewuibunpya  menurul  undunyg-
undang uniuk melaporkan pada
pejabat  Catatan  Sipil  atauw

perantaranya tentang kelahiran dan
kematian, digncam dengan pidana
dendu pahing banyak seribu lima ratus
rupiah.

Pasal 530

{1)Senrang petugas agama yang
melakukan upacara perkawinan,
vang hanya dapat dilangsungkan
di hadapan pejabat Catatan Sipil,
schelum  dinyatakan  padanya
bahwa pelangsungan di muka
pejabat it sudah  dilakukan,
diancam dengan pidana denda
paling banyak empat ribu lima
ratus rpiah.

(2)Jika ketika melakukan
pelanggaran belum lewat doea
tahun sejak adanva pemidanaan
yang menjadi  tctap  karcna
pelanggaran sama, pidana denda
dapat diganti dengan pidana
kurungan paling lama dua bulan.

BAB YV
PELANGGARAN
TERHADAFP ORANG YANG
MEMERLUKAN
PERTOLONGAN

Pasal 531
Barang siapa kctika wmcenyaksikan
halhhwa ada orang yang sedang
menghadapt maut tidak  memberi
pertolongan vang dapat  diberikan

padanya tanpa selayaknya
menimbullkkan bhahaya bagi dirinya
atan  orang lain, diancam, jika

kemudian orang iHu meninggal,
dengan pidana kuringan paling lama
tiga bulan atan pidana denda paling
hatyak empat ribu lima ratus rupiah.

BAR VI
PELANGGARAN
KESUSILAAN

Pasal 532
Diancam dengan pidana kurungan
paling lama tiga hari atau pidana
denda paling banyak dva ratus dua
puluh lima rupiah:
1. barang siapa di muka umum
menyanyikan lagu-lagu  yang
melanggar kesusilaan;

2. barang siapa di muka umum
mengidakan prdato yung
melangpar kesusilaan;

3. barang siapa di lempat vang
tcrkihat  dari jalan umum
mengadakan tulisan atau gamba-

ran vang melanggar kesustlaan.
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Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan

paling lama dua bulan atau pidana

dendu paling banyak tiga ribu rupiah:

1. barany siapa di {empal unluk lalu

lintas umum dengan terang-
lerangan memperlunjukkan atan
menempelkan  tulisan  dengan
Judud, kulit, atau isi yang dibkin
terbaca, manpun gambar atau
benda, vang mampu membang-
kitkan nafsu beruhi para remaga;

2. burung s1apu di tempat untuk lali
lintas umum dengan teranp-
lerangan  mermperdengarkan 151
infisan yang mampun membang-
kitkan nafsu berahi para remaja;

. barang swpa  sccara  terang-
terangan atau  tanpa  diminta
menawarkan Suatl twligan,
gambar atau barang vang dapat
merangsang nafsu beraht para
remaja maupun secara lerang-
terangan atau dengan menyiarkan
tulisan tanpa diminta, mecnunjuk
sehagal hisa didapat, tulisan atau

D

gambar YANY dapat
membanskitkan natsu berahi puara
remaja;

4, barangz  siapa  menawarkan,

memberikan untuk terns atau
sementara waktu, menyerahkan
utau memperhhutkan gambar atau
benda yang demikian, pada
seorang belnm dewasa dan di
bawah vmur tujuh belas tahun;

5. barang siapa meimnperdengarkan
181 mlisan vang demikian di muka
seorang yang belum dewasa dan

di bawah umur tujuh belas tahun.

Pasal 534

Barang siapa secara terang-ferangan
mempertunjukkan sesuatu sarana
untuk menceyah kelamilan maupun
secara terang-teranyan  atau tanpa
dimina menawarkan, alaupun secara
terang-terangan atau dengan
menyiarkan tulisan tanpa diminta,
mennnjuk  sebagai bisa didapai.
sarana atau perantaraan (diensten)
yany demmikian ite, diancam dengan
pidana kwungan paling lama dua
bulan atau pidana denda paling
hanyak tfiga ribu rupiah.

Pasal 535

Barang siapag secara terang-terangan
memnperlunjukkan  sesudlu sarana
untuk menggugurkan kandungan,
manpun secara terang-terangan atan
tanpa diminta menawarkan, araupun
scecara terang-tcrangan atau dengan
menyiarkan tulisan tanpa diminta,
menunjuk  sebagal  bisa  didapat,
sarana  alau  peranlaraan  yang
demikian itu, diancam dengan pidana
knmngan paling lama tiga bulan atau
pidana denda paling banvak smpat
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 536

(1)Barang siapa terang dalam
keadasn mabuk berada di jalan
umum, diancam dengan pidana
denda paling banyak dua ratus
dna puluh fima rapiah,

(2)Jika ketiku melakukan
pelanggaran belum lewat satu
tahun sejak adanva pemidanaan
vang menjadi  tetap  karena
pelanggaran yang sama atait yang
dirumuskan dafam  Pusal 492,
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pidana denda dapat dipanti
dengan pidana kurungun paling
lama tiga har.

(3)Jika terjudi pengulungan kedua
dalam  satu  tahun  setelah
pemidanaan pertama berakhir dan
menadi telap, dikenakan pidana

kurungan pahnpg lama duoa
minggu.

(4)Pada pengulangan ketiga kalinya
alau lebsh dalam salu  tabun,
selelah pemidanaan vang
kemudian sckali karena

pengulangan kedua kalinya atan
lebhih menjadi tetap, dikenakan
pidana kurungan paling lama tiga
bulan.

Pasal 537

Barang siapa di luar kantin tentara
menjual atau memberikan minuman
keras atuu  arak kepada anggota
Angkatan Bersenjata ¢ bawah
pungkut lctnan atau kepada istrinya,
anak atau pelayan, diancam dengan
pidana Kurungan paling lama tiga
ninggu atan putana denda pabng

tinggi seribu lima ratus rupiah.

Pasal 538

Pemjual alan wakilnya vany menjual
minuman  keras  vang  dalam
memalankan pekerjaan membenkan
atan menjual minuman keras atau
arak kepada seorang anak di bawah
unur enam belas tahun, diancam
dengan pidana kurungan paling lama
tiga mungeu atun piduny denda paling
tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 539

Barang siapa pada kesempatan
diadakan pesta keramaian untak
umum atau pertunjukkan rukyat atau
diselenggrarakan arak-arakan untuk
wmum, meavedigkan secara cuma-
cuma minuman keras atau arak dan
atan menjanjikan sebazai  hadiah,
diancamn dengan pidana kurungan
paling lama dua bhelas hari atau
pidana denda puling tinggi tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 540
(1) Diancam dengan pidana
kurungan palng luma delapan
hari atau pidana denda paling
banyak duoa rtbu dua ratus lima
puluh romah:

l. barang siapa menggunakan
hewan unink pekerjaan vang
terang melebihi kekuatannya;

2. baruny =slapa tunpa porlu
menreunakan  hewan  untuk
pekerjaan dengan cara yang
meavakitkan  atav vang
merupakan  siksaan  bagi
hewan tersebut;

3. barang siapa menggunakan
howun yang pimcang  atau
yang  memnpunyal  cacat
lainnya, yang kudisan, luka-
luka alau yang jelas sedang
hamul maupun sedang
menvusui  unuk  pekerjaan
yang karena keadaannya itn
tidak sesuai atau vang
menvakitkan maupun  vang
merupakan  siksaan  bagi
hewan lersebul;

4. barang siapa mengangkul atau
menyurth mengangkul hewan
tanpa perli dengan cara yang
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menyakitkan  ataun  yang
merupikan  siksaan bugi
hewan tersebut;

5. barang siapa mengangkut atau
menywruh mengangkut hewan
tanpa diberi atan disuruh beri
makan atdu mnurm.

Jika ketika melakukan

pelanggaran belom lewat satu

tuhun setelah ada pemdunaan
yang menjadi  tetap  Karena
pelanggaran yang sama Karena
salah sata pelanggaran pada Pasal

302, dapat dikenakan pidana

kurungan paling lama  empat

helas hari.

Pasal 541

Diancam dengan pidana denda

paling banyak dua ratvs dua puluh

lima rupiah;

1. barangsiapa  menggunakan
sebagal kuda beban,
tunggangan atau kuda penarik
kerety padahal kuda terscbhut
helum tukar gigi atau kedaa
gigi dalamnya di rahang atas
belum menganggit kedua pigi
dalamnya di rahang bawah;

2. barangsiapa  memasangkan
pakaian kuda pada kuda
tersebut dalam butir 1 atan
mengikat maupun memasany
kuda i pada kendaraan atan
kuda tarikan:

3. barangsiapa  mengguoakan
sebagal kuda beban,
tunggangan  atan  penarik
kereta seekor kuda induk,
dengan membiarkan anaknya
yang belum tumbuh kesnam
gigi mnkanya, mengikutinya,

(2) Jika ketika melakukan
pelanggaran  belum lewat satu
lubun  selelah ada  peondanaan
yvang menjadi  tetap  karena
pelanggaran yang sama atau vang
berdasarkan Pasal 540, acaupun
karena Kkejahatan berdasarkan
Pasal 302, mdana denda dagpal
diganli dengan pidana kurungan
paling luma tigy han.

Pasal 542

Ditiadakan berdasarkan Undang-
Undang No.7 Tahun 1974.

Pasal 543
Ditadakan berdasarkan Staatshblad
23 - 277,352,

Pasal 544

(1)Barang siapa tanpa izin kepala
polisi atau pejabat yang ditunjuk
untuk ita mengadakan sabungan
ayvam gtau jangkrik di julan umum
atau di pinggirnya, maupun di
tempat vang dapat dimasuki oleh
khalayak vinum, diancain dengan
pidana kurungan paling lama
enam hari atau pudana denda
paling banyak tiga rams Mmjuh
puluh lima rupiah.

(2)Jika ketika melakukan
pelanggaran belum lewat satu
tahun sejak adanya pemidanaan
vang menjadi  tetap karena
pelanggaran yang SAIMa,
pidananya dapat diliparduakan.

Pasal 545

(1)Barang siapa menjadikan sebagai
pencariannya untuk menvatakan
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peruntungan seseorang, untuk
mengudukan  peramalan atau
penafsiran  impian,  diancam

dengan pidana kurungan paling
lama enam hari atau pidana denda
paling banyak tiga ratus rupiah,
(2)]ika ketika melakukan
pelanggaran belom lewat sam
tabun sejak adanya pemidanaan
vang menjadi tetap karena
pelanggaran yany HEITTIE,
pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546

Diancam dengan pidana kurungan

paling lama tiga bulan atau pidana

denda paling hanyak empat ribu lima
ralus rupiah;

1. Diancam dengan pidana
kurungan paling lama tiga hulan
atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah:

2. harang siapa menjuai,
menawarkan, menyerahkar,
membagikan ataz mempunyai

persediaan untuk dijual atau
dibagikan jimat-jimat atau bencla-
benda vyang dikatakan olehnva
mempunyal keluatan gaib;

3. barang siapa mengajar ilimu-ilmn
atau  kesaktian-kesaktian  vany
bertujuan memmbulkan
kepercayaan bahwa melakukan
perbuatan pidana tanpa
kemungkinan hahaya bagi din
sendiri.

Pasal 547
Seprang saksi, yanp ketika diminta
untuk memberi keterangan di bawah

sumpah menurut ketentuan undang-
undang, dalam sidang pengadilan

memakail jimat-jimat atau benda-
henda sakti, diancam dengan pidana
kurungan paling lama sepulub hari
atau pidana denda paling banvak
tnjuh ratus lima puluh mpiah.

BAB VII
PELANGGARAN
MENGENAI TANAH,
TANAMAN DAN
PEKARANGAN

Pasal 548

Rarang siapa tanpa wenang membiar-
kan unggas ternaknva berjalan di
kebun, di tanah yang sudah ditabur,
ditugali atau ditanami, diancam
dengan pidana denda paling banyak
dua rams dua puluh lima rapiah.

Pasal 549

(1)Barang siapa tanpa wenang
membiagrkan ternaknya  berjalan
di kebun, di padang rumput atau
di ladanpg romput atan di padang
rumput kenng, busk di Llanal yang
telah  ditaburi, ditugali atau
ditanami atau vang hasilnya
helum diambil, atanpun di tanah
kepunyaan crang lain oich yang
herhak dilarang dimasuki dan
sudah diberi tanda laranpan yvang
uyale bag pelanggar, diancam
dengan pidana denda pahng
banyak tiga ratus myjul puluh hima
rmpiah.

(2)Ternak  yang  menyebabkan
pelanggaran, dapat dirampas.

(3) Jika ketika melakukan
pelanggaran helum lewat satn
tahun s¢jak adanya pemidanaan
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yang menjadi tetap  Karena
pelanggaran vang sama, pidana
denda dapat diganti  dengan

pidana kuwrungan paling lama

empat belas hari.

Pasal 530

EBarang stapa tanpa wenang berjalan
alan berkendaraan di tanah yang
sudah ditahori, ditugali atan ditanami,
Jdigncam dengan pidana denda paling
hanyak dua rates dua puluh lima

rupiah.
Pasal 551

Barang siapa tanpa wenang, berjalan
atan berkendaraan di atas tanah vang
uoleh pemnliknya dengan cara jelas
dilarang memasukinya, diancam
dengan pidana denda paling banyak
dna ratus dua puluh lima mpiah.

BAB VIII
PELANGGARAN JABATAN

Pasal 552

Seorang pejabat vang berwenang
mengeluarkan salinan atau petikan
putusan pengadilan, jika
rengeluarkan salinan atau  petkan
demikian it sebelum  putusan
ditundatanguani scbagaimuna
mestinya, diancam dengan pidana
denda paling banyak tujuh ratus ima
puiuh rupiah.

Pasal 5513
Ditiadakan berdasarkan Staatsbiad
35 - 576: lihat Pasal 528.

Pasal 554

Diancam dengan pidana knmngan
paling lama dua bulan atan pidana
denda paling banyak cmput ribu Bma
ratus rupizh, seoranr bekas pejabat
yvang tanpd 1zin penguasa  vang
berwenang menahan  surat-sorat

jabatan.

Pasal 555

Diancam  dengun prdana kurungan
paling lama satu bulan atau pidana
denda paling banyak dua nbu dua
ratus  hima puluh rupah  kepala
icmbagy  pemasvarakatan,  tcmpat
menahan orang tahanan sementara
atau orang vyang disandera, atau
kepala remah pendidikan megara alau
rumah sakit jiwa, yang menerima
atan menahan orang dalam tempat it
dengan tidak meminta diperlihatkan
kepadanys  [cbith  dabulun sorat
perintah penguasa yang berwenang,
atan putusan pengadilan, ataw yang
alpa  menuliskan  menurat  aturan
dalam daftar hal penerimaan itw dan
perintah atan keputusan yang menjadi
alasan orang itu diterima.

Pasal 356

Seorang pejabat catutan sipil yang
sebelum melangsungkan perkawinan
tidak minta diberikan padanya bokti-
bukti  atau  keterangan-keterangan
vang diharuskan menurut aturan-
atvran  umum, diancam dengan
midana denda paling banvak empal
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 857

Diancam dengan pidana denda paling
banyak seribu lima ratus rupiah:
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1. seorang pejabat catatan sipil yang
bertindak berlawanan denpan
kelentuan alursn- aluran umum
mengenal  register atau  akta
catatan sipil, mengenai tata cara
sebelumnya  perkawinan  atan
pelaksanaan perkawinan,

2. setiap  orang  lain ponyimpan
register ity yang bertindak
berlawanan dengan  Ketentuan
aluran-aluran WM meggenai
register dan akta catatan sipil.

Pasal 5574
Seorang peranlara calalan sipl yang
bertindak berlawanan dengan

ketentuan reglemen pemeliharaan
register cafatan  sipil orang-orang
Cina diancam dengan denda paling
banyak fujuh ralus lima puluh rupiah.

Pasal 558

Seorang pejabat catatan sipil yvang
(elok memasukkan suaiu akla dalan
regisler atau menuliskan suatu akta di
atas Xertas lepas, diancam dengan
pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 5584

Seprang perantara catatan sipil yang
tidak membikin akta daripada suatu
pemberitahuan kepadanya menurut
ketentuan  tentany  pemeliharaan
reglster cututan sipil bagl oruang-
orang Cina, atan menuliskan suat
akia di kertas lepas, diancam dengan
pidana denda palmg banyak dua ribu
dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 559

Diancam dengan pidana denda paling

hanyak seribwe lima ratus rupiah:

1. searang pejabat catatan sipil yang
lidak mielaporkan kepada
penguasa  vang  berwenang
sebagaimana diharuskan o©leh
ketentuan undang-undang;

2. seorang  pejebat  yang  tidak
melaporkan  kepada  pejabat
catatan sipil, sehagaimana
diharuskan  oleh  ketentuan
unibang -unduang.

BABITX
PELANGGARAN
PELAYARAN
Pasal 560

Segrang nahkoda kapal Indonesia
yvang herangkat sebelum dibikin dan
ditandatunguni dattar anak buah vung
diharmskan aleh ketentuan undang-
undang, diancam dengan  pidana
denda paling banvak seribu lima ratus

ripiah.

Pasal 561

seorang nahkoda kapal Indonesia
vang tidak mempunyai di kapalnya
kertus-kertay kapul, buku-buku dan
surat-surat vang diharuskan oleh
kelenivan undang-undang, diancam
dengan pidana denda paling banyak
seribu lima ratus ruptah.

Pasal 562

Diancam dengan prdana denda paling
banyak empat riba lima ratus repiah:

1. scorang nahkoda kapal Indoncsia
yvang tidak menjaga supaya buku-
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buku harian di kapal dipelihara
mcnurul  aturan-aturan  Wmnem,
atan ldak memperhihatkan buku-
buku harian itu di mana dan

apabila memumt  ketentuan
undang-undang  itu  dibaruskan
padunyu;

2. seorang nahkoda kapal Indonesia
yang tidak memelihara regisier
piduna  yang diharuskan  olch
aturan-ataran  unmEm - TRenut
ketentuan undang-undang, atan

tidak memperiihatkannya di
mana dan apabila  menurat
ketentuan  undang-undang it

diharuskan padanya;

3. seorang nahkoda kapal Indonesia
yvung Jika register pudana dak
ada, Gdak memberi Kkelerangan
kepada hakim  sebagaimana
dibaruskan menurut  ketentuan
undang-undang;

4. seorung pengusabha  pelayaran,
pemegang bukn  atau nahkoda
kapal Indonesia vang menolak
permintaan untuk memperlihat-
kan kepada vang berkepentingan
buku-buku harian yang dipelihara
di kapalnya, atau menolak untuk
membert salinan dari buku-buku
itu, dengan membayar brayanya.

Pasal 563

Seorang nahkoda kapal Indonesia

yvang tidak menciukupi kewajibannya

menurut undang- undanp mengenda

pencatatan  dan  pemberitahuan
kelubiran  dun kematian  selana
perjalanannva, diancam  dengan

pidana denda paling banyak seribu

lima ratus mpiah,

Pasal 564

Seorang nahkoda atan anak buah
yang tidak memperhatikan ketentuan
undang-undang  untuk  mencegah
tabrakan disebabkan karena kapalnya
melangear atau terdampar, diancam
dengan pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 565

Barang Slapa  laopd  wewenany
menggunakan suatn landa pengenal
walaupun dengan sedikit perubahan,
menurut  ketentuan  undang-undany
vang hanya bolch dipakai olch kapal -
kapal mmmah saldt, sekoci-sekoci
kapal-kapal yang demzkian, manpun
perahu- perahu yanyg digunakan untak
pekerjaan  merawat  orang  sakit,
diancam dengan pidana kurmngan
paling lama satn bulan atan pidana
denda paling banyak cmpat ribu Jima
ratus rupiah.

I*asal 566

Scorang nahkoda kapal Indongsia
yang tidak memenuhi kewajiban
yvang dibebankan padanya menurit
Pasal 3538Ba Kitab Undang-undang
Hulkum Dagang, diancam dengan
piduna kurungan paling lama tiga
hulan atan pidana denda paling
banyak cmpat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 567

Seorang penguasa pelabuhan  atan
nahkoda  kapal TIndoncsia  yang
menggunakan untuk pekerjaan anak
buah crang-orang vang tidak
mengadakan perjaniian kernja
sehbagaimana dimaksud Pasal 395
Kitab  Undang-undang  Hukum
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Dagang atan vany tidak menjalankan
perusahaan  di kapal  atas  biava
sendiri, ataupon menggunakan orang-
grang vang namanva fidak ada dalam
daftar anak buah, dalam ha! ini
diharuskan oleh aturan-aturan umuom,
diancam dengun prdana denda puling
banyak sembilan ratus rupiah untuk

ttap-tiap orang yang  bekerja
demikian.

Pasal 568
Barang  siapa  menandatangam

konosemen yang dikelearkan dengan
melanggar ketentuan IPasal 517k
Kitab  Undangundang  Hukum
Dagang, hegitu pula orang untuk
siapa dibutuhkan tanda tangan scsuai
dengan  kewenangannya, diancam
jika konosemen lalu  dikeluarkan,
dengan pidana denda paling banyak
tujuh puluh lima rtbu rupiah.

Pasal 569

(1)YBarang siapa menandatangani
surat  jalan vang dikeluarkan
dengan melanggar  ketentuan
PPasal 533b Kitab Undang-undang
Hukum Dagang, begiin pula
orang untuk siapa dibutuhkan
tanda  tangan scsual dengan
kewenangannya, diancam, jika
sirat lalu dikelaarkan, dengan
pidana denda paling banyak tujuh
puluh lima ribu rupiakh.

(2)Diancain dengan pidana vyang
sama, barang siapa bertentangan

dengan Pasal 533b Kitab
Undung-undang Hukum dagang,
memberikan surat jalan  vang
tidak ditandatangani, begitu pula
orang untuk slapa swrat diberikan
menurut kewenangannya,
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UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN
IIUKUM PIDANA

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebelum dapat
melakukan pembenin-
kan undang-undang
hukum pidana bar,
perlu peraturan hukum
piduna disesumkan
dengan keadaan
sekarang;

Alcan Pasal 5, ayat 1
Undang-Undang
Dasar, Pasal IV Atu-
ran Peralihan Undang-
Unding Dusur sertu
Peraturan Presiden
Republik Indonesia
tertanggal EQ Oktober
1845 No. 2;

Mengingat:

Dengan persetujuan Badan Pekerja
Komite Nusionul Pusat:

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai
berikut:

UNDANG-UNDANCG TENTANG
PERATURAN HUKILUM PIDANA

Pasal 1

Dengan menyimpang seperlunya dani
Peraturan Presiden Republik
Indonesia tertanggal 100 Oktober

1945 No. 2, menetapkan, bahwa
peraturan-peraturan hukum  mdana
vang sekarang  berlaku, 1alah
peraturan-peratoran hukum pidana
yvang ada pada tanggal & Maret 1942,

Pasal 2

Semua peraturan hulkum pidana vang
dikeluarkan oleh panglima tertinggi

halatentara Hindia-Belanda dulu
(Verordeningen van het Militair
(rezap) dicabut.

Pasal 3
Jikalan di dalam sesuatu peraturan
hulum  pidana  ditwlis dengan

perkataan " Nederlandsch-indie" atan
"Nederlandschindiseh (@) (en)",
maka perkataan-perkataan itu harus
dibaca "Indonesie” atau "Indonesishe

(2} (en)".
Pasal 4

Jikalau di dalim sesuatu peraturan
hukum pidana suatu hak, kewajiban,
kekuusaun atau perlindunyan
diberikan  atau  swatu  larangan
diwjukan kepada sesvaiv pegawai,
badan, jawatan dan sebagainya, vang
sexarang tidak ada lagi, maka hak.

kewajiban, kekuasaan atan
perlindungan  itu harus  dianggap
diberikan  dan  larangan  terscbut

ditmjukan kepada pegawai, badan,
jawatan dan sebagainya, yang hatrns
dianggap menggantinya.

Pasal 5

Peraturan  hukum pidana, vyang
seluruhoya atue sebagian sekarany
tdak dapat dijalankan, alan
bertentangan dengan kedudukan
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Republik Indonesta sebagali negara
merdeka, atau tidak mcempunyul arti
lagi, harus dianggap selurub atau
sebagian semeniara tidak berlaku.

Pasal 6

(1) Nama Undang-undang hukuom
pidana "Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsh-Indie" diralbah
menjadi "Wethook Veth
Strafrecht",

(2) Undang-Undung tersebut dapat
disebut: "Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana".

Pasal 7
Denpan tidak mengurangi apa vang
ditetapkan dalam pasal 3, moka
semua perkataan “Nederiaadsch-
onderdagn” dalam Kitab Undang-
undang hukum pidana diganti dengan
"Warga Negara Indoncsia”.

Pasal 8

Kitab  Undang-Undang  Hukum

Pidana dirobah scbaga berikut:

1. Dalam pasal 4, ayat 1, ke le
angka-angka "104-108" hars
dibaca "104, 106, 107 en 108" dan

anclka-angka "130-133" dibaca
11 131 H"
2. Perkataan "Directenr Vet

Justitie” dalam pasal ESb diganti
dengan "Minister van Justitie™.
3. Pasal E6 dirobah sebagai berikut:

a. perkataan "Directeur van
Justitie” hams dibaca
"Minister van Justitie”,

b. bagian kalimat: "voorzoover
befrefi cle
(rouvemementilanden ViH
Java en Madoera, van den

assistent-resident en elders
van het hoofd van plaaiselijk
bestner" digant dengan "van
den jaksae” dan perkataan
"Craverneur-Generaal’
diganti dengan "Minister van
Justitie”.

c. bagian kalimal: "in de
Gouwvernementslionden  van
Java en Madoera op bevel van
den  assisteni-resident  en
elders van het hoofd van
plaaisefifk besiunr" dalam
ayat 3 diganti dengan "op
bevel van den Jaksa".

4. Dalam pasal 20 perkataan “he!
hoofd van plaaiselijk besiuur (den
assistent-resident) diganti dengan
“"den jaksa".

3 Dalam pasal 21, perkaiaan
"Directeur van Justitie” diganh
dengan "Minister van Justinie”.

6. Dalam Pasal 29, ayat (2)m
perkataan "Directeur Van
Justitie” diganti dengan "Minister
van Justitie”.

7. Dalam pasal 33a, perkataan
"Gouwverneur-Generagal', diganti
dengan " FPresident”.

8. Dalam pasal 44, ayat 3, perkataan
"de FEuropeesche rechtbanken”,
diganu  dengan  "Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi".

9. Pasal 76 dirobah sebaga berikul:
a. bagian kalimat "of van den

rechter i Nederland of in
Suriname of In Curacao”,
dihapuskan.

b. perkataan “inheemsche" dan
"Inlandsche” dibapuskan.

10, Dalamn pasal 92, bagiun kalimat
"den  Volksraad, van  den
provinciale raden en van de
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raden ingesteld ingevolge artikel
121, tweede lid en artikcl 124,
mweede  Hd  der  Indische
Staatsregeling” digantt dengan
“eent door of namens de regering
inpesteld wergevend, besturend of
volksvertegerwaoedigend
lichaam”.

11. Pasal 94 dihapuskan.

12. Dalam pasal 104 perkataan-
perkataan “'den  Roming, de
regeerende  koningin  of  den
Regent” diganti dengan "den
Presiden of den Vice-Fresident”.

13. Pasal 105 dihapuskan.

14. Dalam pasal 110 ayat (1) dan ayat
(2} angka-angka "104-108" harvs
dibaca "104,106, 107 en 108",

13.Dalam  pasal 111 perkataan
"hetzii” dan bagian kalimat "hefzlj
met een Indische vorst of voik"
dihapuskan.

16. Dalam pasal 112 dan 121 bagian
kalimat "een Indishce vorst of
velk" dihapuskan.

17. Dalam pasal 117 no. 3 perkataan

“Cremverneur-Creneral Wit
MNederlandsch-Indie” harus
dibaca "Fresident”.

18.Dalam pasal 122 dan 123
perkataan  “Nederfund”  hagus

dibaca "Indonesie”.

19. Dalam pasal 128 bagian kalimat:
“eent der in de artikefen 14 en
)5 omschreven  misdrijren”
diganti dengan "het n artikel 104
gmshcreven misdiiif .

20. Kepula Bab II diganti sebaguii
berikut: "Misdrijven tegen de
waardigheid van den President
en van den Vice-President”.

21, Pasal 30 dihapuskan.

22. Dalam pasal 131 perkataan "des
Konings of der Koningin” diganti
dengan "van den President of van
den Vice President”,

23 Pasal 135 dan 136 dihapuoskan,

24, Dalam  pasal 134 perkataan-
perkatann "Koning of der Koni-
nein' diganti denpan "President
of den Yice-President”.

25 Pasal-pasal 135 dan 136
dihapuskan.
26, Dalam pasal 136 bis bagian

kalimat: "de artikelen 134, 135 en
136" harus dibaca "artike! 134",
27. Dalain pasal 137 bagian kalimat
"de Koming, de Komingin, den
gemaal der regecrende Koningin,
den troonopvolger, een lid van
het Kommmklighe Hus of  den
Regent' harus dibaca “den
President of den Vice-President”,
28. Pasal 138 dihapuskan.
29 Pasal 239  dirobah
berikut:
a. avat (1) dihapuskan.
b. dalam ayat {2) bagian kalimat
"een der in artikelen 131-133
omschreven misdrijven” harus
dibaca "het in artikel 131
omschreven misgrijf”.
¢. dalam ayat {3) baman kalinat
"een der artikelen 134-136
emschreven misdriff”  harus

sebagal

dibaca “de artikel 134
omschreven misdrif.
30, Perkataan "Nederlandsche”

dalam pasal 143 dan 144 harus
dibaca "fndonesische”.
31.Dalam pasal 146 dan 147 bagian-
bagian kalimal: “den Volksraad,
van een provinciolen raad of van

gen  raad ingesteld Ingevoige
arttkef 121 tweede lid, dan wel
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ingevolge artikel 124 tweede lid
der Indische Staarsregeling”
harus dibaca "een doar ar namens
de Regeering Ingesteld werge-
vend, besturend of valksveriegen-
woordigend lichaam”,

32. Pusal 153 bis dun pasal 153 ter
hapuskan.

33. Dalam pasal 154 dan 155 bagian
kabimat “Nederland of  van
Nederlandsch-Indie” hazrus
dibaca "Irdoresie”,

34. Pasal 161 his dihapuskan.

33. Dulam pasal 164 angka-angka
"104-108" hams  dibaca  "104,
106, 107 en 108",

36.Dalam pasal 165 angka-angka
"104-108" dan 115-133" masing-
masging hams dibaca "104, 106,
107 en 108" dan 115-129 en 131",

37.Pusal 171 dihapuskan.

38. Dalam pasal 207 dan 208 bagian
kalimat: "Nederlund of in
Nederlandsch-Indie” harus
dibaca "Indonesie”.

39. Dalam pasal 210 avat (1} ke-2
hagian kalimat "dan wel aan een
inlandschen officier van Justitie"
dihapuskan.

40.Dalam pasal 228 bagian kalimat
"vier maanden en twee weken”
digantt dengan "rwee jaren'.

41. Pasal 230, dibapuskan.

42 Dalam pasal 234 i bhelakang
perkutaan-perkatasn Yim een
postbus gesioken”  ditambah
dengan perkataan "dan wel agn
een koerier foevertrouwd' .

43.Dalam pasal 238 perkataan

“"Gouwvernenr-Creneral haras
dibaca "Presidene”.
44, Pagal 23% dirobah scbagai

berikut:

a. bagian kalimat "buiten de
gevallen waarin het krachitens
algemeene verordening  ve-
roorivofd is, zonder loes-
ferning  van den Gouver-
neur-Generaal’ dihapuskan,

b. perkataan “Irlander’ digant
denran  "Warpa  Nepara
[ndonesia”.

45. Dalam pasal 240 ayat (1} No. |
bagian kalimat "167 der Indische
Staansregeling” hams dibaca "30
der Undang-UIndang Dasar”.

46. Dalam pasal-pasal 233 dun 260
perkataan-peirkataan “van rijks-
wege of " dihapuskan.

47 Dalam pasal 260 s bagian-
bagian kalimat “hetziji van
Surinare of Curacae” dan "heiziy
virrrzaover merken bhetreft, van
Nederland" dihapuskan,

48. Dalain  pasal 274 perkataan
"Inlandsch” dihapuskan.

49, Dalam pasal 420 ayat (1} No. 2
bagman kahmat "dan wel de
Irlandsch  Officier van Justine
dig" dihapuskan.

50, Dalam pasal 447, 448 dan 449
perkataan  "Aederlansch of”
dihapuskan.

51. Dalam pasal 450 dan 451 perka-
taan "Nederloandsche Regeering”
diganti  dengan “Indonesische
Regeering'.

52, Dalam pasal-pusal 453, 454, 455
dan 458 ayat (1) perkataan
"Nederiandsch of” dithapuskan,

53.Dalam  pasal 458  ayat  (2)
perkataan "Nederlandychen”
diganti dengan "fndonestschen”.

4. Dalam pasal 459 ayat (1), 461,
464 ayar (1), 466, 467, 468, 469
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ayat (1), 470 dan 471 perkataan
"Nederfandschen of ' dihapuskan,
55.Dalam  pasal 173 dan 474
perkataan-perkataan
"Nederlandsch ()"
dengan "Indonesisch (e)",
56.Dulam pasal-pasal 475, 476 dan
477 perkataan-perkataan "Neder-
landsch of' dihapuskan.
57. Pasal 587 dirobah sebaga1 berikut:
a. angka-angka dan perkataan-
perkataan "130, eeryie [id"
dan " 1{}5" dihapuskan.

b. angka-gngka "131-133" harus
dibaca "131".

3%. Dalam pasal 490 No. 4 bagian
kalimat "aan het hoofd van
plaatselifk bestunr” dent assistent-
resident diganti dengan "uen het
Hanfd van de politie”.

9. Dalam pasal 493, ayat (1) bagian
kabiinat "ket hoofid van plaatselijk
bestuur” (den regent) digant
dengan "het hoafd van de politie”.

60. Dalam pasal 496 bagian kalimat
“het  heofd  van  plaatselik,
bastuur" (den assistent-resiident),
digantt dengan "het hoofd van de
palitie”.

61. Dalam pasal 300 bagian kalimat
“het hoofd plaatselijk bestuur”
(de resident), diganti dengan "het
hoofd van de politie”,

62.Dalam pasal 501 ayat (1} no. 2
bagian kalimat: "hefr hoofd van
plaatselijk bestuur (de assisiend-

diganti

resident} diganti dengan Ther
hoofd van de politie”.
63.Pasal 307 dirobah sebagat
berikul:
a. bagian "le" dibaca demikian:
ki, die rzonder daarioe
gerechiipgd  te  Zijn,  een

Indonesischen adelifken titel
vaert, of een Indonesischen
ordetecken draagt”.

b. perkataan-perkataan "'s Ko-
aimgs  verlof' bharus dibaca
"verlof van den President”,

64. Dalam pasal 308 bis bugiun kali-
mat: "van een zelfstandige ge-
meenschap als bedoeld In artikel
121 eerste lid of artikel 123 twee-
de lid der indische Staaisrepeling
dan wel van een waterschap'
harus dibaca "van een bij de wet
ingestelde of eevkende zelfstan-
dipe gemeenschap”.

63. Dalam pasal 510 bagian Kalimat:
"het  hoofd van  plaatselifk
bestuny”  (den  resident) harus
dibaca "het Roufd van de poliiie”.

66. Dalam pasal 516 bagian kalimat:
"het hoofd van plaatselijk bestunr
aof aan den door dezen
aangewezen’ harns dibaca ket
hoafd van de politie of aan den
door dezen aunyewezen'.

67. Dalam pasal 524 bagian kalimat

"het  hoofd  van  plaatselijk
hestunr' (den assistent-resident)
harus dibaca '"den daartoe

aargeweren ambienaar”.
68. Dalam pasal 544 ayal (1) bagian
kalimat "her foofd van plaatselifk

bestuur”  (den  regeni) harus
dibaca "het hoofd van den
politie",
Pasal 9
Barang siapa membikin @ benda

sgmacanm mala rang atau nang kertas
dengun mulcsud untuk menjalankan-
nva atau menyurnh menjalankannya
sebagal alat pembayaran vang sah,
dihukum denpan hukumun penjara
setingom-tingrinya lima belas tahun.
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Pasal 10

Barang siapa denman sengaja menja-
lunkun scbagui alat pcmbuyuran yang
suh mata uvang kertas, sedang ia
sewakil menerimanya mengetahui
atau setidak-tidaknya patot dapat
menduga bahwa benda-benda 1
oleh pihak Pemerintah tidak diakut
sehagai alat pembayaran yang sah,
atau, dengan maksud untuk menja-
lankannya atau menyuruh menjalan-
Kannya sebagal alat pembayaran
yvang sah, menyediakannya atau
memasukkannva ke dalam Indonesia,
dihukum dengan hukwiman penjara
sefinggi-tingginya lima belas tahun,

Pasal 11
Barang siapa  dengan  sengaja
menjalankan sehagai alat

pembayaran yang sah mata uang atzau
unang kertas vyang dar pihak
Pemerintah tidak diakui sebagai alid
pembayaran vang sah, dalam hal di
luar keadaan sebagal vang tersebut
dalam pasal yang baiu laly, dihuloum
dengan hukuman penjara setinggi-
tingginya lima belas tahun,

Pasal 12

Barang siapa menerima sehagai alat
pecmbayaran  atan  penukaran  atau
sebapai hadiah atau penyimpan atau
mengangkut mata uang atan uang
kerias, sedangkan ia mengelahui,
bahwa benda-benda itu oleh pihak
Pemeriniah tidak diakui sebaga alat
pembavaran  yang ®ah, dilwkum
dengan hukuman penjarg sctinggi-
tingginya lima tahun.

Pasal 13
Kalau orang dimkam  karena
melakukan salah satu  kejahatan

seperti tersebut dalam pusal-pasal 9,
10, 11 dan 12 maka mata uang atan
uang kertas serta benda lain vang
dipergunakan untuk melakukan salah
zatu kejahatan itw dirampas, juega
kalau benda-benda itm  bukan
kepunvaan terhukum.

Pasal 14
(1) Barang stapa, dengan menyiarkan
berita atau pemberitahunan boho-
ng, deagan sengaja mencrbitkan
keonaran di kalangan rakvat, di-
hukum dengan hukuman penjara
selingei-lingpinya sepuluhb tahun,
(2) Barang siapa menviarkan suatu
berita atau mengeluarkan pembe-
ritahnan, yang dapat menerhitkan
kconaran di kalangan rakyat, sc-
dangkan ia patut dapat menvang-
ka bahwa berita atau pember-
ttahuan i adalah beheng, diha-
kvm dengan penjara setinggi-
tingeginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar vang
tidak pasti  atan  kabar vang
berkelebihan atan yang tidak
lcngkup, scdangkan ia mengerti
setidak-tidaknya patut dapat
menduga, bahwa kabar demakian
akan atae mudah dapat menerbitkan
keonaran di  kalangan  rakyat,
dihnkum dengan hukuman penjara
setinggi-tingginya dua tahun.
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Pasal 16
Barang siapa  terhadap bendera
kebangsaan  Indonesia  dengan

sengu)a menjalankan suatu perbuatan
yvang dapat menimbulkan perasaan
penghinaan kKebangsaan, dihwlum
dengan hukuman penjara setinggi-
tngginva saty tahun enam bulan.

Pasal 17

Undang-undang im mulal berfaku
buat pulau Jawa dan Madura pada
han diumamkannya dan buat daerah
lain pada hari vang akan ditetapkan
olch Presiden,

Agar Undang-undang ini diketahii
oleb umum, maka dipenniahkzn
supaya divmumkan sebagai biasa.

Diterapkan di Yogyakarta pada
tanggal 26 Pebruar] 1946

PRESIDEN
REPURLIK TNIDONESIA

SOEKARNQO

Menteri Kehakiman
SOEWANDI

Diumumkan

pada tanggal 26 Pebruari 19446
Sekretaris Negara

A. G, PRINGGODIGDO

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDAN(G
NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN
HUKUM PIDANA

PENJELASAN UMUM.

L.

Berdasarkan pasal II Aturan
IPeralihan Undang-Undang Dasar
berhbizbung  dengan  Peralman
Presiden Republik Indonesia
tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2,
maka sekaranyg berlaku semua
peraturan hukum pidana, vany
ada pada tanggal 17 Agustus
1945, baik vang asalnya dar
pemerintzh Hindia-Belanda,
maupun vang ditetapkan oleh
Pemerintah halatentara Jepang.

Hal im sckaranyg termyaty menim-
bulkan kesukaran yang dengan
singkal akan divratkan di bawah
ini:

Peraturan-peraturan vang  dike-
luarkan oleh Pemermtah Hindia-
Belanda pada umumnva herlakn
buat scluruh Indonesia, scdang-
kan Peraturan-peraturan yanp di-
tetapkan oleh Pemerintah bala-
tentara Jepang hanya berlaku buat
sebagian dari Indonesia saja, oleh
karenz Indonesia pada jaman Je-
pang dihagi menjadi beberapa
dacrah (Jawa, Sumatera, Bornco
dll), yang masing-masing mem-
punyai Pemerintah dan Peraturan-
peraluran sendin. Dari sebab ilu
maka mungkin suatu Peraturan
Hindia Belanda, yang dulu ber-
lakn buat sefurub Tndonesia, oleh
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Pemerintah Jepang di Jawa dan
Madura diganti scluruhnya de-
ngan peraturan harm, di Sumatera
hanya sebagian diganti, dan di
Borneo sama sekali tidak diganti,

Munglan puola buat  tap-tiap
daerah tentang suatu hal oleh
Pemerintah  daerah  Jepang
diadakan swatw peraturan baru
vang satn sama lain tidak sama
15inya.

Scluin dari pada ity peraturan
hukum-pidana Hindia Belanda
dan Jepang tidak sama sisteem-
nya.

Sedangkan  peraturan  hukum
pidana Hindiz-Belanda
berdasarkan AZas; Nullum
delictum, nulinpuna sine praevia
lege puneali (tidak ada
pelanggaran dan  tidak  ada
hukuman jikalau tidak lebih dulu
ada suan aturan hukom pidana)
(lihatiah pasal T Wethock van
Strafrecht voor Nederlandsch-
Indie), maka peraturan huekum
pidana Jepang berazas luas
(lihatlah masalnya pasal 14 dan
pasal 35 No. § Gunsei Keizirei).

™ sin1 thidak akan dirundingkan
Fisteem manakah scbagai sisteem
terlebih baik, akan tetapi sudah
barang tenty, babwa tidak baik
mengeunakan dua  sisfeerm ilu
dalam peraturan-peraturan
hukum pidana, yang bersama-
sama berlaku  dalam sesuatu
dacrak.

Lagi pula peraturan tentang bagian
umum (@lgemeene leerstukken} dan
bukum pidana Hindia-Belanda dan
Jepang tidak sama. [ dalam praktek
peraturan bagian umum dari Wesboek
van Strafrecht voor Nederiagndsch
fndie harus dipaken jikalau pelang-
garan mengenal peraturan Hindia-
Belanda, sedang peraturan bagian
umum dari Gunmsei Keizirelr harus
dipergunakan, jikalaw peratoran
Jepang yang dilanggar,

Dhrusy tak perly memben keterangan
panjang lebar, bahwa menvempue-
nakan peraluran-perstardn hukum
Pidana Hindia Belanda dan Jepang
itv tidak memuaskan dan menimbul-
kan kesulitan bagi mereka yang harus
menjalankan hukum pidana itu,
Ichih-lchih  pegawwi  polisi yang
bukan ahli hukuin.

Dan sebab wu tidak mengherankan,
hahwa dan beberapa tempat dan
pthak  diusulkan supaya  saw
peraturan kriminil sajalah dipakai.
Lebih tegas diusulkan olch mercka
supaya peraturanperaturan  hukum
pidana Jepang dihapuskan,

Memang tidak dapat disangkal.
bahwa peraturan-peraturan  hukuwm
pridana Tepang, vang herlaku di tanah
kita, bersifal fascisiisch, lagi pula
tidak merupakan peraturan vang
bulat, kerap kali tidak jelas dan
mengandung baoyak bukii, bahwa
peraturan-peratiran  itu  disusun
dengan tergesa-gesa pada masa yang
tak tenang, sedang (funsel Keizirei
kadang-kadang mcmaksa  hakim
menjatuhkan hukoman vang tdak
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seimbang dengan kesalahan
pesakitan, olch karcna beberapa pusal
tak memhberi kesempatan kepada
hakimm memberi hukuman lebih
enteng dari pada batas terlukis dalam
pasal-pasal itu, Sebaliknya boleh
dikatakan, bahwa peraturan knmmmnil
Hindia-Belanda  walaupun  tidak
sempurng, cukup lengkap dan pada
uvmumnya tidan mengandung cacat-
cacat seperti dimaksud di atas,
sehingga perafuran-peraturan  ini,
sebelum dapat diselesaikan
peraturan-peraturun hukum  pidana
nasiomal, bolsh  dipakai  buat
sementara walktu, sesudah peraturan-
peraturan ito dirobah dan ditambah
seperlunva.

Berdasarkan pertimbangan-pertim-
bangun terscbhut di afas dirasya perla
melenyapkan  peraturan-peraturan
kriminil Jepang. sehingga bual
sementara  waktu  herlaku  Iagi
peraturan-peraturan  hukurn pidana
Hindia-Belanda yang ada pada
tanggal 8 Maret 1942,

Perlu kiranya diterangkan di sini,
bahwa vang akan tidak berlakn lagi
1tu, idlah peraluran-peraturan hukumn
pidana sahaja, vaitu Guasei Keizirei
dan peraturan-peraluran Jepang lain
yang memuat "materieel stafrecht’.
Peraturan-peraturan Jepang  yang
bersifat lain terus berlaku.

II. Oleh karena Negara Republik
Indonesia sekarang tdak dalam
keadaan perang dengan Negara
manapin, dan keadaan hahaya
tidak dinyatakan olch Presiden
(lihatlah pasal 12

UndangUndang Dasar), maka
dianggap kurang tepat
mengadakan peraturan-
peraturan sebagai
"Verordeniagen van ket Militair
Gezae" yang dikeluarkan oleh
panglima terfingy: balatentara
Hindia-Belanda.

Dari sebab di dalam praktek
disangsikan, apakah peraturan-
peraturan i masth berlakn atan
tidak, maka sehaiknya
dinyatakan, bahwa undang-
undang 1tu dicabut (ihat pasal 2
darl rencana).

Tidak periu diterangkan, bahwa
semua peratucan vang berlakn
pada tanggal 3 Maret 1942,
mestinya satu  demi  satu
sedapat-dapat harus disesuaikan
dengan keadaun sekarang. Hal
im sedapat-dapat dilaksanakan
lerhadap Kitab Undang-undang
Hukum Pidana {Werboek van
Strafrecht voor Nederiandscih-
Indie}. Tctapi pckeraan
tidak mungkin sekaligns
dizclenggarakan tethadap
semnua  Peraturan. Berhubung
dengan ifn, maka dengan pasal
III, IV dan V dari rencana diberi
pemnjuk waiaupun jauh dari
pada scmpurna kcpada mercka
vang  hams menjalankan
peraturan hukum pidana schar-
hari, jalar manakah yang hars
ditempuh untuk menyesuaikan
peraluran-peraturan lama
denzan  keadaan  sekarang,
scbclum peraturan-peraturan it
dapat dirohah atau diganti.



dalam  perobahan-perobahan
dalam Xitab Undang-undang
Hukum Pidana, baik kiranya
diberi keterangan sekedarnva.
Karena kitab tersebut ditulis
dulam bahasa Belanda, maka
agar supaya tidak menimbulkan
kekacanan dalam membacanya
perobahan-perobahan itu, yang
hanya mengenal satu atav dua
perkataan atau sebagian dari
pasal atau ayat, ditulis pula
dalam behasa Belanda,

Selain dari pada perobahan
kecil-kecil mni, dirasa perlu juga
merchah pasal 171 Kitab
undang-undang hukum pidana
seanteronya sertz mengadakan
bebherapa  sturan-aturan  baru
antara lain  guna melindungi
masyarakat kita pada zaman
pancaroba mi.

Cleh Karena perobhahan-
perobaltan  dan  tambahan-
tambahan vang dimaksud ini
sangat dipengaruhi  keadaan
sekarang dan ki belum dapat
ditetapkan dengan pasti, apakah
perafuranperaturan itu seperu
yang divsoulkan sekarang, akan
tetap diburuhkan, juga buat
kemudian hari, maka dianggap
lebih tepat memberi tempat
kepada pasalpasal tersebut di
luar badan Kitab  undang-
undang hukum pidana. Pasal-
pasal 1m dilulis dalam bahasa
Indenesia (lihat pasal TX, X, XT,
XII, XIII dan X¥).
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[V. Teantanp bahasa, yang dipakai

VI. Hingga kini terjemahan nama:
“"Wetboek van Strafrecht voor
Nederiandsch-Tndie” dalam
bahasa Indonesia tidak sama.
Nama-nama vang dipakal ialah
antara lain: "Kitab Undang-
undang Hukwm Siksa”, "Kitab

Undang-undang Hukign",
"Kitah Undang-wndony Hukum
Pidana", dsb.

Untuk  mencapai  persamaan
dalam terjemahan nama
terscbut,  dipandung  perle
menctapkan teriemahan resmi
dengan undang-undang (lihat
pasal 6). Istilah "hukum pidana”
dalam arti "srrafrech:” 1alah
istilah yang ditetapkan oleh
Panitia istilah dari Panitia
penyelenggury  undang-undang
di Departemen Kehakiman pada
zaman Jepang.

PENJELASAN SEPASAL
DEMI SEPASAL

Pasal I sampai VI

Penjelasan telah diberikan di bagian
penjelasan umum. Potunjok-petunizk
dalam pasal 1 samypai V di atas dirasa
perlu terhadap peraturan-peratran
hukum pilana yang belum dapal
dirobah alan digann sesusi dengan
keadaan sekarang.

Pasal VII
Tidak perlu diteranglan lagi.
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FPasal VIIiI

No. 1 Pasal 103, 134, 132 dan 133
dihapuskan, (lihatlah Na. 13, 19 dan
21).

No. 2 dar 3a tidak membutuhkan
penjelisan.

No. 3b, dan No. 4 berhubung dengan
kedudukan 3aksa sekarang, maka
pegawai inilah vang harns diberi
kekuasaan yang dimaksud dalam
pasal  imi, scdangkan  kewajiban
(rowvernenr (reneraol dulo  patut
diserahkan kepada Menteri
Kehakimarn.

No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, udak
membutuhikan penjelasan.

Na, 9 Neperi Belanda, Suriname dan
Curacao tidak masuk dacrah Negara
[ndonesia.

No. 10 Namanya badan-badan politk
yang dirmmaksud dalam pasad im beburmn
dapat disebul. Komite Nasional
[ndonesia antara lainnya juga masuk
dalam pasal ini, No. 11, No. 12, No.
13 tidak membutubkun penjelusan,
No. 14 Pasal 105 dihapuskan,
(lihatlah No. 13).

Na. 15, N 16 hdak membiduhkan

penjelasan.

No. 17 Pasal 105 dihapuskan
(lihatlah No, 13).

No, 18 tidak  membutubkan
penjelasan.

No, 19 Pasal im tidak sesua dengan
bentuk Nepara Kita sebagn Republik
No. 20 tdak membutuhkan
penjelasan. No. 21 lihal penjelasan
penjelasan 19,

No. 22 tduk  membutshkan
penjelasan,

Ng, 23 lihat penjelasan No. 19 dan
perobahan pasal 34 (No. 22).

No. 24 Pasal-pasal 135 dan 136
dihapuskan {lihatlah No. 23} No, 23,

WNo. 26 ndak  memburuhkan
penjelasan.
No. 27a, pasal 130 dihapuskan

(lihatlabh No. 19) b, pasal-pasal 132
dun 133 dihapuskan (lihatlah No. 21).

¢, pasal-pasal 135 dan 136
dihapuskan (lthatlah Ne. 23).

Neo. 28 ndak  membutnhkan
penjelasan.

No. 29 lihat penfelasan No, 10.

Na. 3 Pasal-pasal im1 dianggap tidak
sosual  dengan azas Newara  kita
sebagal nepara yvang democralis.

No. 31 tudak membutuhkan
penjelasan.

No. 32 Lhat penjelasan No. 3.

No. 33 Pasal £05 dihapuskan,

No. 34 Pasal-pasal 105, 130, 132 dan
133 dihapuskan,

No. 35 dirohah dan jadi pasal X1V
dan XV dari rancangan ini.

No. 36 tdak  membutuhkan
penjelasan.

No. 37 berhubung dengan kedudukan
jaksa sekarang vang sama dengan
(Eqer) Offtcier van Justirie duluy.

No. 38 Pasal im1 tidak sesuai dengan
keadaan sekarang.

Nu. 39 Tambalzn dalam pasal 234
dianggap perlu oleh karena sekarang
banyak  sural-surat  dikirimkan
dengan perantaraan orang.

No, 40 tidak  membutuhkan
penjelasan.

No. 41 Sekarang belum terang
kepada siupa kekuasaan Gubemnur
Jenderal yang dimaksud dalam pasal
232 Kilab Undang-undang hukum
pidana akan diberikan,

No. 42, No. 43 tidak perlu diberikan

penjelasan.
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No. 44 Suriname, Curacao dan Ne-
derland tclah masuk perkataan-per-
kataan  "huitendandsche  muogend-
heid",

No. 45 Perkataan "Inlandsch”™ tidak
ada artinya lagi,

No. 46 Penghapusan im adalah sespaz
denpgan kedudukan Jaksa sekarang.
No. 47, No. 48, No. 49, No. 50, No.
51, No. 52, No. 53, tidak
membutuhkan penjelasan.

Nao. 55, No. 36, No. 37, No. 538, No.
59 Dirasa tepat bahwa laporan yang
dimaksud harus disampaikan Kepalu
Polisi. No. 60, No. 61, Na. 62, No. 63
tidak perlu dijelaskan.

No. 64 Pegawar vang dimaksuod
dalam pasal i harus ditunjuk antara
lain dalam pasal-pasal 41 dan 333
dan Burgeriifk Wethoek.

No, 65 Kepala Polisi ditunjuk dalam

pasal  imi berhubung  dengan
kedudukannya sekarang.
Pasal IX sampai XIII

Pasal-pasal ini  dibutohkan buat
menindas usaha untuk mengacaukan
peradaran usang di negeri kita dengan
menvebarkan mata uang atan wang
kerlas yang oleh pihak Pernerinizah
kita tidak diakm  sehagai  alat
pcmbayvaran yang sah.

Mata uvang atau uang kertas yang
tidak disetwer  dalam  Maklumat
Presiden Republik Indunesia
tertanggal 3 Oktober 1945 No. 1/10
sebagal alal pembayaran yang sah,
adalah buat daerah Jawa dan Madura
alat pembuyaran yung tidak sah.

Pasal IX

Mengancam  hukuman
barang siapa membikin

terhadap
benda

semacam mata uang atau wang kertas
dengan muksud scperti ditcrangkan
dalarn pasal 1w,

Pasal X dan pasal X1
Disusun  hampir sama dengan
susunan pasal 245 dan pasal 249
Kitab undang-undang hukum pidana.
Bedanya disebabkan oleh hal yang
pasal X dan XT mengenal mata nang
atau uang kertas yang tidak  sah,
sedanpgkan pasal 245 dan 249 Kitab
undang-undang  hukum  pdana
mengenal mata uang atau vang kertas
palsu  alau  vang  dipalsukan.
Penjelasan dalam kitab-kilab tafsir
tentang pasal 245 dan 249 Kitzh
undang-undang hukum pidana dapat
diperpunakan untuk  menafsirkan
pasal X dan XI darl rancangan ini,
dengan menpingal akan bedanya.

Pasal XIII

Merupakan pasangannya pasal 250
his Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

Pasal XIV dan pasal XV
Mengganukan pasal 171 Kilab
Undang-undang Hukum Pidana.
yang pada masa pancaroba ini perly
diperluas.

Pasal XIV

[alah sama dengan "Verardening No.
I8 van het Militair Gezag”.

Keonaran adalah lebth hebat dan
pada kegelisahan dan mengponcang-
kun hai penduduk yung (idak sedikil
jumtiahnya. Kekacauan memual juga
keonaran. Menyiarkan artinya sama
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denpan "verspreiden” dalam pasal
171 Kiab Undang-undang Hukum
Pidana.

Pasal XV
Disusun lidak begitu luas sebagai
"verordening No. 19 van het Militair
Gezag”.
Pasal ini mengenai "kabar angin”
(kabar yvang tidak pasti} dan kahar
yang disiarkan dengan tambahan atan
dikurangi.
Menvyiarkan Kabar benar secara yang
benar tidak dihukum.
Arti  perkataan "keonaran" telah

dijelaskan dalam penjelasan pasal
X1V,

Pasal terakhir

CHeh karena berhubung dengan
sukamva perhubungan antara pulau
Jawa dan dacrah Ncgara Indoncsia
yang lain, sekarang belum dapat
ditetapkan bilamana Undang-undang
it akan berlaky huat daerah di lnar
pulau Jawa dan DMadura, maka
sebaiknya diserahkan kepada
Presiden untuk menentukan saat 1tu.
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UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1938

TENTANG
MENYATAKAN
BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN
1946 REPUBLIK
INDONESIA TENTANG
PERATURAN HUKUM
PIDANA UNTUK
SELURUH WILAYAH
REPUELIK INDONESIA
DAN MENGUBAH KITAB
UNDANG-UNDAN(y
HUKUM PIDANA®

[residen Republik Indonesia,

Menimbang;:

a. bahwa perlu dinyatakan berlaku-
nya lIndang-undang No. 1 tahun
1946 Republik [ndonesia untvk

B Disenujui DP.R. dalam rapal plenc
terbuka ke-126 pada tanggal 3

selurh
Indoncsea;

wilayah Republik

b. bahwa berhubung dengan ditetap-

kan Peraturan-peraturan Petne-
rintah tentang Bendera Kebang-
sgan Republik Indonesia, tentang
Pengrunaan Bendera Asing i
Indonesia dan tentang DPenggu-
naan Lambang Negura (Lemba-
ran Negara tahun 1958 No. 68,
Ne. 69 dan No. 71), perln
diadakan petrubahan dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana;

Meaginpat: pasal 89 dan pasal 102

Unduang-undung Dasar  Semenlara
Repubhk Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat;

Mermutnskan:

Menetapkan:

Undung-Undang  lenlamg Menyalu-
kan Berlakunya Undang-undang No.
1 Tahun 1946 Republik Indonesia
Tentang Peraturan Hukum  Pidana
Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia  dan  Mengubah  Kilub
Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal I
Undang-undang No. [ tahun 1946
Repuhhik Indonesia tentang peraturan

Seplember 1958, pada hari Rabu,
P346/1958.
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hukum pidana dinvatakan berlakn
urtuk  scluruh  wilayanh  Republik

Indonesia.

Pasal 11
Pasal XVI Undang-undang No. [ ta-
hun 1946 Republik Indonesia tentang
peraturan hukum pidana dicabut,

Pasal 111,
Kitab  Undang-undang  Hukum
Pidana (Staatsblad 1915 Mo, 732}
seperil beberapa kal divbah, dan
terakhir oleh Undang-uadang No. 1
tahun 1946 Republik Indonesia,
dinbah lagi sebazar benkut:
1. Sesudah pasal 52 ditambahkan
pasal 52a sebagar benkut:

"Pasul 524
Bilamana pada waktu melakukan
kejahalan digunakan Bendera
Kebangsaan Republik Indanesia,
maka hukuman untuk kejahatan
lersebut dapat ditarebah dengan
sepertga.”

2. Sesudah pasal 142 ditambahkan
pasal 142a sebagat berikuot;

Pasal 142a
Barangstapa menodai Bendera
Kebangsaan Negara  sahaba,
dihukum  dengan  hukuman

penjara  selama-laanya  empal
lahun atan denda setnggi-
lngginya liga ribu rupiah.”

3. Sesndah pasal 154 ditambahkan
pasal 154a sebapai berikut:

Pasal 154a
Barungsigpa 1mencdal  Bendera
Kebangsaan Republik Indonesia
dan Lambang Negara Republik
dihukum  denguan
penjara selama-
Lamanya empal tahun alau demla
setinggi-tingoinya

Indonesia,
hukuman
tigg  ribu
rupiah.”

Pasal IV

Undang-undang ini mulai bherlakn
pada hari diundangkan.

Agur supaya sctigp orang dapat mce-
ngetabuinya, memerintahkan peng-
undangan undang-undang ini dengan
penempatan  dalam  Lembaran-
Negara Republik ITndonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Scptember 1958
Presiden Repuhblik Indonesia,

SUKARNO

Dhundangkan

pada tanggal 29 September 1958
Menterz Kehakimaun,

tel.

G.A MAENGEKOM.
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MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG
TENTANG
MENYATAKAN
BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN
1946 RET'UBLIK
INDONESIA TENTANG
PERATURAN HUKUM
PIDANA UNTUK
SELURUH WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA
DAN MENGUBAH KITAB
UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

UMUM

Adalah dirasakan sangat gangii

bahwa hingga kini di Indonesia masih

berlaku dua jenis Kiwb Undang-
unduny Hukum 2iduna yalkmi:

1. Kitab Undang-undang Hukum
Pidana menurut Undang-undang
Na. 1 tahun 1946 Republik
Indonesia;

2. "Wetboek van Strafrecht voor
Indonesia” {Staatsbiad 1915 No.
732} seperti beberapa kali diubah;
yuny sama sckall adak berulasan.

Dengan adanya Undang-undang ini

maka keganjilan itu ditiadakan.

Dalam pasal 1 ditentukan bahwa
Undang-undang No, 1 tahun 1946

Republik  Indonesia  dinyatakan
berlaku  untuk  seluruh  wilayah
Republik Indonesia.

Kesempalan im dipergunakan pula
untuk mengadakan  perubahan
penumbuhun dalam Kitub Undanyg-
undang Hukurn Pidana tersebut
berhubung dengin ditetapkan
Peraturan-peraturan Pemerintah
tentang  Bendera Kebangsaan
Republik lenkany
Penggunaan Asing di
Indonesia dan lentany Pengyuanaun
Lambang-Negara Republik
[ndonesia (Lembaran-Negara tahun
1958 No. 68, No. 69 dan No. 71).

Indonesia,
Bendera

Sebagaimana telah dimaklumi, maka
sebelum  dikelvarkan  Peraturan
Pemerintah lentang Bendera
Kebanpsaan Asing, Lambang Negara
Pengguna.n Bendera
Kebangsaan  Asing, telah ada
Undang-Undang No. 1 tahun 1946
dari Republik Indonesia henluk lama
(Undangundang tentang Peraturan
Hukumi Pidang) yang dalamn pasal
XV mengatur ancaman hukuman

dan

lethadap  penghinaan  Bendera
Kebangsaan vang berbunvi sebagai
berikut:  "Barangsiapa  terhadap
Bendera  Kebangsaan  Indonesia

dengan sengaja menjalankan sesvatn
perbualan vang dapal menimbulkan
perasaan penghindaan kebangsaan,
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dihukum dengan hukuman penjara
sctinggi-tingginya satu tahun cnam
bulan™.

Ketentuan int menurat pasal terakhir
Undanp-undang tadi hanya berlaku
bagi Jawa dJdan Madura, sedang
dengan eraturan Pemerintah No. &8
tuhun 1946 Undang-undang
berlaku pula bagi seluruh Sumatera
(Propinsi Sumatera). Dengan [ain
perkataan, ketentuan dalam  pasal
X¥1 tadi hingpa sekarang hanya
berlaku bagm Jawa (dan Madura) dan
Sumatera. Sekarang setelah
Peraluran-peraluran Pemerinizh
tersebut diundangkan, maka periulzh
menelapkan aluran-aluran hukuman
yang berhubungan dengan Bendera
Kebangsaan nntik seluruh Indonesia.

Lain dari pada itz perlu pula diadakan
aturan hukuman vang berhubungan
denpgan Bendera Kebangsaan Asing
dan Lumbang-Negura.
lebith lanjut dapat dibaca dalam
penjelasan pasal-pasal baru wvang
dwsulkan, vyaitu pasal-pasal 52a.
142a dan 154a Kuab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Penjelasan

PENJELASAN PASAL DEMI
PASAL

Pasal 1
Culup jelas.

Pasal 11
Pasal XVI Undang-undang No. |
tahun 1946 perlu dicabut, Karena
halnya telah diatur lebih lengkap
dalam pasal TIT sub 2 dan 3
Undangondang im, vaitu pasal 142a
dan pasal 134a.

I'asal 111

Pasal 5Za Kkitab Undang-undang

Hukum Pidana.

1. Bendera  Kebangsaan  dapat
dipergunzkan untuk melancarkan
atan mempermudah terlaksana-
nya sesuatu kejahatan. Orang-
orang yanyg mendernia kejadmlan
itn  dipengaruhi  oleh  bendera
lersebul dan memperoleh kesan,
bahwa yang melakukan kejahalan
bertinduk secara resmi.

2. Dalamr pasal ini (ak dilentukan
cara mengguenakan  Bendera
Kebangsaan; hal ini diserabkan
kepada praktek; hars
diingat, bahwa antara peng-
guonaan bendera dan kejahatan
harus tampak hubungan kausal.

3. Tempat pasal tambahan ini dalam
titel U1, buku I Kitab Undang-
undang Hukum DFdana dengan
Ne. 52a dianggap selayaknya.

Pasal 142a dan pasal 154a Kilab

Undang-undanyg Hukuin Pidana.

1. Karena dalam Xitab Uadang-
undang Hukum Pidana belum ada
ketenluan sepertl tersebut dalam
pasal-pasal imi, maka dengan

hanva
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adanya Peraturan-perataran Pe-

merintash  mengenal Bendera

Kebangsaan, Lambang-Negara

Indonesia dan Bendera Kebang-
saan Asimg, perlu mengadakan
ketentuan termaksud.
Beiu! dalam Kitab Undang-
undang Hukum Didana Tentara
terdaput pasal 136 ayat 2 yang
berbunyi sebagai berikut: 2e. "hij
die het wapen van Indonesie, de
Indonesische viag enz, beschimpt
enz.” akan tetapi berdasarkan
pasal 52 Kitzbh Undung-undang
Hukum Pidana Tentara, pasal 136
lersebut banva berlaku terhadap
orang-orang militer dan orang-
orang vang (unduk  kepada
peradilan militer.

2. Menodai ialah perhuatan vang
dilglukan dengan scngaja untuk
menghina.

3. Susunan kata vang dipakai dalam
pasal XV1 Undang-undang No. 1
tahun 1946 t:idak dipergunakan
dalam pasal 142a dan pasal 154a
Kilab Undang-undang Hukuin
Pidana, Karena  penghinaan
lerhadap perasaan kebangsaan
dimaksud dalain pasal XVT itu
sukar diletapkun, sedang menurul
redaksi pasal 142a dan pasal
154a, cbyek vang dihina ialah
suatu benda  fertentu:  yaitu

Bendera Pun
redaksi pusal-pasal  terscbhut
sesual dengan redaksi pasal 136
ayat 21 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Tentara.

4. Hukuman
hukuman dalam pasal 136 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana
Tentara.

Kebanpsaan.

disesuaikan dengan

Termasak Lembaran-Negara Wo. 127
tuhun 1958,

Dikelabui:
Menter: Kehakiman,

O.A. MAENGEKOM.

Kutipan:

LEMBARAN NEGARA DAN
TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1938 YANG
TELAH DICETAK ULANG

Sumber:
LN 1958/127; TLN NQ. 166



146 Kitab Undang-Undang Ilukam Fidana
L

TENTANG PENYUSUN

Nama Lenglaap : Duwi ITandoko, 5.01., M.IT.

Alamat Rumah + JI. Teuku Bev Komplek Perumdam Korem, Blok B. No.
23, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekunbaru, 28234

Nomor Kontak » 085272151146
Email : sepihak @ ogmail com
Pendidikan :

1. Fakultas Hukum Universitas [slam Riau, Bidang Kajian Utama Hukum
Acara, Pekanbaru, 2010 {Sanana Hakum).

2. Program DPasca Sarjana Universitas lslam Riau, Bidang Kajian Ulama
Hukum Pidana, Pekanbaru, 2013 {(Magisier Hukum).

Karya [Imiah :

1. Skripsi, Analisis Yuridis terhadap Eksistensi Poker Face dalum Kaltannyu
dengan Pasal 303 KUHP di Kota Pekanbaru, 2010,

2. Tesis, Pemdanaan terhadap Kejahatan Tanpa Korban Berdasarkan
Purnisan Kasasi Toahun 2007-2012 [Analisis Yuridis rerhodap Tinduk
Pidana Perjudian), 2013,



Eitab Undang-Undang Tukum Fidana 147
L

Buku-buiku :

1.

Duwi Handoko, Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta,
Hawu dan AHWA., Pekanbaru, 2015,

Duwi Handoko, Raden Rudi Alhempi, dan Sn Yam Kusumastuh, Lembaga
Jase Kepangan di Indonesie, Hawa dan AHWA  Pekanbarn, 2015.

. Duwi Handoko, Kekuasaon Kehakiman di Indonesia, Hawa dan AHWA,,

Pekanbaru, 2015,
Duwi Ttandoko, Hukum Positif Mengenat Hak Kekavaan Iatelektual di
Indonesin (Jifid {), Hawa dan AHW A, Pekanbaru, 2015.

. Duwi Handoko, Hukion Positif Mengenai Hak Kekavaan Intelektual di

Indonesia (Jilid 1T}, Hawa dun AHW A, Pckunbaru, 2015,
Duwi Handoko, Dekriminalivasit ferhadap Delik-delrk daform KUHP, Hawa
dan AHW A, Pekanbaru, 2016.

. Duwi Handoko, Kumpulan Puisi: 33 Hari Sasahganuhrap pada Haki,

Hawa dan AHW A, Pekanbaru, 201 6.

Duwi Handoko, Asas-asas Hukin Pidana dan Hikion Penitensier di
Indonesta { Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran daiam Bentuk Teka-
tekt Stlang Bukum dan Disertqi dengan Humor dalam Lingkup itmu dan
Pengetahuan tentung Hukim), Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2017,

Irlan Ardiansyah, Tal Marliza, Duwl Handoko dan Bem Sukn, Tata
Hulum Positif Indonesia, Hawa dan AHWA, Pekanbarn, 2018.

10. Duwi Handoko dan Beni Sukri, Perbandingan Regulasi Tindak Pidana

11

Tanpa Korban di Kawesan Asia (Indonesia, Malavsia, dan Arab Saud),

Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2018.

. Duwi Handoko, {0+ Frinsip Membuat Skripsi; Berfiisafar secara Fosiif

untiek Korve Terindah Seponjang Masa, Hawa dan AHWA, Pekanbaru,
2016.



148 Kitab Undang-Undang Ivkum Fidana
L






